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INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif : 14 Desember 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Maret 2021
Masa Penawaran Umum : 25 — 26 Februari 2021 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik : 3 Maret 2021
Tanggal Penjatahan H 1 Maret 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia H 4 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, |

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

| PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN | DAN SUKUK |

MUDHARABAH BERKELANJUTAN | YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
W

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan
Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau
Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

KANTOR PUSAT KANTOR PEWAKILAN
WIKA Tower 1 & 2 7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
Jakarta Timur 13340, Indonesia Makassar dan Mataram

Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
Website: www.wika.co.id
Email: adwijaya@wika.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH | WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP Il TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga
tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat
bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan

pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP Il TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH”)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

SeriA : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh
tujuh koma dua delapan nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen)
per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga
puluh sembilan koma sembilan satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000.- (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat
puluh dua koma tujuh enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk

Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028

untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131
DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN
DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK
DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL
PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN
BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN
SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY
BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT
PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB i
INFORMASI TAMBAHAN INL.

| PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. |

| RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI. |

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN
HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
WA oA
, id id” (sy)
(Single A) (Single A Syariah)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
SSBNI &
ns danareksa mandiri
tBNI RIBRI::: mandir RHB®
PT BNI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT RHB SEKURITAS INDONESIA
(TERAFILIASI) (TERAFILIASI) (TERAFILIASI)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbhk

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021




PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020 (“Obligasi dan Sukuk Mudharabah”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di
Jakarta dengan Surat No. SE.01.01/A.DIR.01385/2020 tanggal 22 September 2020 dengan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK
No. S-290/D.04/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan
Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya
Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020
dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan
total dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar
Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah dengan total dana
sukuk sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI"),
di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. SE.01.01/A.
DIR.00225/2021 tertanggal 9 Februari 2021 perihal Penyampaian Informasi Tambahan Dalam Rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan
dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan
Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran
Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam definisi
“Afiliasi” di dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri
Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi dengan Perseroan melalui
kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU
DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN
INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN
PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA
KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI
DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH
DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH
BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN
TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN
SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN
OJK NO. 49/POJK.04/2020
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DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

“Agen Pembayaran”

“Akad Syariah”

“Akta Pengakuan Utang” :

“Bapepam”

“Bapepam dan LK”

“Bank Kustodian”

. Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang -

Undang Pasar Modal, yaitu:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,

2. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan
komisaris dari pihak tersebut;

3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

4. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara
perusahaan dan pemegang saham utama;

6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

: Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan

perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu
melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok
Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Dana
Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
(ika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

. Berarti perjanjian atau kontrak tertulis yang terdiri dari Akad Mudharabah.

Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh
sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta yang
akan dibuat dikemudian hari, berikut segala perubahan-perubahannya dan/
atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya
yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

. Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima
hak dan kewajibannya.

. Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang

merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga
keuangan (DLKJ) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima)
No: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas
Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia tertanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua
ribu sepuluh) No: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan

. Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam

dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha
sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Pasar Modal.



“Bunga Obligasi”

“Bursa Efek”

“Daftar Pemegang
Rekening”

“Denda”

“Dokumen Emisi”

“Efek”

. Berarti Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus

dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi
yang dimiliki Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan.

. Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang undang

Pasar Modal yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan

tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah
kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang
Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening
kepada KSEI dan daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan
antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah, status pajak dan
kewarganegaraan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

. Berarti sejumlah dana yang waijib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga
Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat
dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan
dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.

: Berarti:

- Prospektus;

- Prospektus Awal;

- Prospektus Ringkas dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;

- Perjanjian Perwaliamanatan;

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;

- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah;

- Akta Pengakuan Utang;

- Akta Pengikatan Kewajiban;

- Perjanjian Agen Pembayaran;

- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI;

- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI;

- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa Efek;

- Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek;

- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi;

- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk
Mudharabah

. Berartisuratberharga yaitu surat pengakuan utang, suratberharga komersial,

saham, obligasi termasuk Obligasi ini, Sukuk Mudharabah termasuk Sukuk
Mudharabah ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.



D>

“Efek Syariah”

“Efektif”

“Emisi”

“Emiten”

“Entitas Anak”

“Force Majeure”

“Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi dan
Sukuk”

“Hari Bursa”

“Hari Kalender”

“Hari Kerja”

. Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal

dan peraturan pelaksanaannya yang:

a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;

b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
dan/atau;

c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai

dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto angka 4
Peraturan Bapepam No: IX.A.2 yaitu :
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta
Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
b. atas dasar penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak
ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

. Berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk

ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

. Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek

yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang
berlaku.

: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan

Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

. Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan

dan kekuasaan Para Pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus,
kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi
atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara Nasional, atau
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional
yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan
masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan.

: Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang

ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu

Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

: Berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali

termasuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional yang sewaktu waktu
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

: Berarti Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa
yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia bukan Hari Kerja biasa.



D>

“Informasi Tambahan”

“Jumlah Terutang”

“Jumlah Kewajiban”

“Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan”

“Konfirmasi Tertulis”

“Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPO atau
KTUR”

“Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPSU atau
KTUR”

. Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada

OJK dan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK
No. 36/2014 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa
penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

: Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta
perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk
tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta Denda
(jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

: Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang

Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta
perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk
tetapi tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi
Hasil Sukuk Mudharabah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
(jika ada) yang harus dibayar dari waktu ke waktu.

: Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa

Ta'widh yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa
DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan
Fatwa DSN MUI Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai
Ta’'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah ‘An Aan-
Nukul). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka
penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan
pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak
ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya
surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa
notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. Ta’widh hanya
berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (tagshir),
melakukan pelanggaran kesepakatan akad (mukhalafah al syuruth) dan
terbukti sengaja melakukan kecurangan (ta’addiy).

: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan

Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI
atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening
Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi untuk
mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan
hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan dasar Pemegang Sukuk
Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil,
pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan
dengan Sukuk Mudharabah.

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh

KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus
untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan untuk
diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

. Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan

oleh KSEI| kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSU atau mengajukan
permintaan untuk diselenggarakannya RUPSU dengan memperhatikan
ketentuan KSEI.



6

“KSEI"

“Kustodian”

“Manajer Penjatahan”

“Masyarakat”

“Obligasi”

“Obligasi Berkelanjutan” :

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar
Modal, yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk
menyimpan dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, mengadministrasikan Sukuk
Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah
di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran.

: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan

dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak
lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening
yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar
Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

. Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk

Mudharabah dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas.

: Berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara

Asing dan atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing yang bertempat tinggal berkedudukan di Indonesia maupun
bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

. Berarti Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dalam

jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar
Rupiah) yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar
Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50%
(delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima
ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka
waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan
miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh

Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan

dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa

Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian

Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut

dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari

masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pembelian kembali sebagai
pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo

Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan

dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya yang akan ditawarkan kepada
Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana
yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

Vi



D>

“Otoritas Jasa Keuangan :

atau OJK”

“Pemegang Obligasi”

“Pemegang Sukuk
Mudharabah”

“Pemegang Rekening”

“Pemeringkat”

“Penawaran Umum”

“Pendapatan Bagi Hasil” :

“Pendapatan Yang
Dibagihasilkan”

“Pengakuan Hutang”

“Pengikatan Kewajiban” :

“Penitipan Kolektif”

Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 (dua
ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh

Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Rekening Efek pada KSEI; atau
b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh

Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Rekening Efek pada KSEI
b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening

. Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,

yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta

Selatan.

: Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi atau Sukuk Mudharabah yang

dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin
Emisi Sukuk Mudharabah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah
kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-
undang Pasar Modal.

Berarti Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus
dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk pada Tanggal
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian
antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan
yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali
Amanat tentang uraian dari perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan
3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (unaudited), sebagaimana diatur
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

. Berarti Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan

bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok
pendapatannya.

: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas

Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 No. 12 tanggal 8 Februari
2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
SH, Notaris di Jakarta.

Berarti pengakuan yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum
dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 15 tanggal 8 Februari 2021, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di
Jakarta.

. Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu

pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Pasar Modal.

Vii



“Penjamin Emisi
Obligasi”

“Penjamin Emisi Sukuk
Mudharabah”

“Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi”

“Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk
Mudharabah”

“Peraturan IX.A.2”

“Peraturan OJK
No.33/POJK.04/2014”

“Peraturan OJK
No. 34/POJK.04/2014”

“Peraturan OJK
No. 35/POJK.04/2014”

“Peraturan OJK
No. 15/POJK.04/2015”

“Peraturan OJK
No. 18/POJK.04/2015”

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk

melakukan penawaran umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan
melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk

melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah bagi kepentingan
Perseroan dan melakukan pembayaran dana Sukuk Mudharabah kepada
Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang akan
memberikan jaminan kesanggupan penuh (Full Commitment) berdasarkan
penawaran awal (Bookbuilding) terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah,
yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

. Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran

Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas,
PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas
Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran

Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas,
PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas
Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

. Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal

8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau
Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal

8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
atau Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal

8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau
Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal

3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang
diundangkan pada tanggal 10 November 2015.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal

3 November 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diundangkan pada tanggal
26 Maret 2018.
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“Peraturan OJK
No. 30/POJK.04/2015”

“Peraturan OJK
No. 53/POJK.04/2015”

“Peraturan OJK
No. 55/POJK.04/2015”

“Peraturan OJK
No. 56/POJK.04/2015”

“Peraturan OJK
No. 7/POJK.04/2017”

“Peraturan OJK
No. 9/POJK.04/2017”

“Peraturan OJK
No. 23/POJK.04/2017”

“Peraturan OJK
No. 3/POJK.04/2018”

“Peraturan POJK
No. 19/POJK.04/2020”

“Peraturan OJK
No. 20/POJK.04/2020”

“Peraturan OJK
No. 49/POJK.04/2020”

“Perjanjian Agen
Pembayaran”

“Persetujuan Prinsip BEI” :

. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020,

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal

16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tanggal

23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek
Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember
2015.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal

23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal

14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau
Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal

14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, yang diundangkan
pada tanggal 14 Maret 2017.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal

21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, yang diundangkan
pada tanggal 22 Juni 2017.

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26

Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, yang
diundangkan pada tanggal 26 Maret 2018.

. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22

April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai
Wali Amanat, yang diundangkan pada tanggal 23 April 2020.

: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April

2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 23 April 2020.

tanggal
11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau
Sukuk.

: Berarti Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat antara Perseroan dan

KSEI dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian
Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun
2021 No. 09 tanggal 5 Februari 2021 dan Akta Perjanjian Agen Pembayaran
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No.
10 tanggal 5 Februari 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan
oleh Bursa Efek dengan nomor S-05918/BEI.PP2/10-2020 tanggal
6 Oktober 2020.



D>

“Perjanjian Pendaftaran
Efek Bersifat Utang di
KSEI”

“Perjanjian Pendaftaran
Surat Berharga Syariah
di KSEI”

“Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi”

“Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk
Mudharabah”

“Perjanjian
Perwaliamanatan
Obligasi”

“Perjanjian
Perwaliamanatan
Sukuk”

“Pernyataan
Pendaftaran”

“Perseroan”

“Perusahaan Efek”

. Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal

5 Februari 2021, Nomor SP-005/OBL/KSEI/0121, yang dibuat dibawah
tangan dan bermeterai cukup.

. Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal

5 Februari 2021, Nomor SP-002/SKK/KSEI/0121, yang dibuat dibawah
tangan dan bermeterai cukup.

. Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara

Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan
yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 13 tanggal 8 Februari 2021, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di
Jakarta.

. Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk yang dibuat oleh dan antara

Perseroan dan para Penjamin Emisi Sukuk dengan syarat dan ketentuan
yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 16 tanggal 8 Februari
2021,, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
SH, Notaris di Jakarta.

. Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya

Tahap Il Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam akta No. 11 tanggal 8
Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

. Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |

Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam akta No.
14 tanggal 8 Februari 2021,, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bapepam dan LK Nomor: IX.A.l Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas)
Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
Pendaftaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.04/2017
dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
36/POJK.04/2014, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/
POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau
Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya
yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum
melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-
perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk
memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

: Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yaitu suatu perseroan terbatas berbentuk
persero terbuka, yang berkedudukan di Jakarta Timur, dan didirikan menurut
dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

. Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.



“Pokok Obligasi”

“Prinsip Syariah di Pasar :

Modal”

“Prinsip-prinsip
Akuntansi”

“Prospektus Ringkas”

“Rekening Efek”

“‘RUPC”

‘RUPSU”

“Satuan
Pemindahbukuan dan
Satuan Perdagangan”

. Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran

Umum yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar

Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat
ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah dengan jangka waktu 3 (tiga)
tahun;

b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus
empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu
5 (lima) tahun;

c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu
triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah dengan
jangka waktu 7 (tujuh) tahun;

Kepastian Jumlah Pokok Obligasi dan jumlah masing-masing seri Obligasi
akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena
pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah dibidang Pasar Modal
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015
tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

. Berarti prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek yang secara

umum telah efektif diberlakukan, diterima dan dapat diimplementasikan
di Republik Indonesia yang digunakan oleh Perseroan dalam persiapan
laporan keuangannya sebagaimana prinsip-prinsip akuntansi, standar,
konvensi dan praktek diubah untuk memenuhi perubahan-perubahan
prinsip-prinsip akuntansi di Republik Indonesia.

. Berarti setiap ringkasan dari isi Prospektus Awal, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017, tentang Bentuk
Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Bersifat Utang.

. Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk

Mudharabah dana milik Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek
yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
Mudharabah.

: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal

10 Perjanjian Perwaliamanatan.

: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur

dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

: Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat

dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah
sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan
Obligasi dan Sukuk yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,-
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
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“Sertifikat Jumbo
Obligasi”

“Sertifikat Jumbo Sukuk :

Mudharabah”

“Sukuk”

“Sukuk Mudharabah”

. Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif

KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan
Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.

. Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai

sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu”
undivided share), atas aset yang mendasarinya.

. Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun

2021 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah,
yang berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
nilai Sisa Imbalan Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

SeriA : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah
sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar
tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah
37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan persen)
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan
adalah sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas miliar
enam ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah
39,9123% (tiga puluh Sembilan koma sembilan satu dua tiga
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi
bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah
sebesar Rp154.100.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar
seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah
42,7632% (empat puluh dua tujuh enam tiga dua persen) dari
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, serta akan
dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah
Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan
Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena
pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
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“Tanggal Distribusi”

“Tanggal Emisi”

“Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi”

“Tanggal Pembayaran’

“Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi”

“Tanggal Pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil”

“Tanggal Penjatahan”

“Undang-Undang Pasar :

Modal”

"Wali Amanat”

. Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo

Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang waijib dilakukan kepada pembeli
Obligasi dan pembeli Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang
akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
terhitung sejak Tanggal Penjatahan.

: Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi

Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan
tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

. Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib

dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar
Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tanggal 3 Maret 2024
untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan
tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

. Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk

Mudharabah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi
dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke
dalam rekening Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah, yaitu tanggal 3 Maret 2021.

. Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang waijib

dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang rekening, dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni
2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 Maret 2024 untuk
Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal
3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi

Hasil yang waijib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar
Pemegang rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021,
sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh
tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 3 Maret
2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Sukuk
Mudharabah Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah
Seri C.

. Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.

. Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang

Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar
Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Xiii



SINGKATAN ENTITAS ANAK

Perseroan atau WIKA
WIKA Beton

WIKA Bitumen

WIKA Gedung

WIKA Industri & Konstruksi
WIKA Realty

WIKA Rekayasa Konstruksi
WIKA Serang Panimbang
CLT

WIKA Pracetak Gedung
WGSP

WINNER

WIMA

WIKA Aspal

MCC

Berarti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Berarti PT Wijaya Karya Beton Tbk

Berarti PT Wijaya Karya Bitumen

Berarti PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Berarti PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
Berarti PT Wijaya Karya Realty

Berarti PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
Berarti PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Berarti PT Citra Lautan Teduh

Berarti PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
Berarti PT Wege Solusi Proklamasi

Berarti PT Wijaya Karya Industri Energi

Berarti PT Wika Industri Manufaktur

Berarti PT Wijaya Karya Aspal

Berarti PT Makassar Coastal City
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di
dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah
dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar
fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

1. Keterangan Tentang Perseroan
1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan
oleh Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan
tidak mengalami perubahan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal
14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014") juncto Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 10/2017”) dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya
Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan
Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal
13 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 37978, Berita Negara Republik Indonesia
No. 80 tanggal 6 Oktober 2020. ("Akta No. 34/2020").

1.2. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan ini diterbitkan.

1.3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan
laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian,
laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun
yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan
keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Calon
Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan
Oleh Manajemen.
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Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan
laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan—laporan keuangan ini yang telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan
Perusahan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan
(i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September
2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal
21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

1.3.1. Data Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

30 September 31 Desember
Keterangan
2020 2019 2018
Jumlah Aset Lancar 40.654.364.398 42.335.471.858 45.731.939.639
Jumlah Aset Tidak Lancar 20.776.087.300 19.775.375.296 13.498.061.600
Jumlah Aset 61.430.452.238 62.110.847.154 59.230.001.239
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 40.182.104.086 30.349.456.945 28.251.951.385
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 5.078.451.704 12.545.657.222 13.762.735.289
Total Liabilitas 45.260.555.790 42.895.114.167 42.014.686.674
Jumlah Ekuitas 16.169.896.448 19.215.732.987 17.215.314.565

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

61.430.452.238

62.110.847.154

59.230.001.239

1.3.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

AT 30 September* 31 Desember
2020 2019 2019 2018
Pendapatan Bersih 10.383.116.834 18.296.796.075 27.212.914.210 31.158.193.498
Laba Kotor 889.420.475  2.269.195.773  3.480.078.824  3.604.727.150
Laba Usaha 1.413.414.187  2.687.598.681 3.694.394.752  3.834.697.406
Laba Sebelum Pajak 155.187.001 1.673.037.778  2.789.255.688  2.358.628.934
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan 140.940.105 1.567.917.705  2.621.015.140  2.073.299.864
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 112.011.172 1.567.917.705  2.527.918.831 2.213.542.969
*) tidak diaudit
1.3.3. Rasio Keuangan Penting
30 September* 31 Desember

RASIO-RASIO KEUANGAN 2020 2019 2018
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan Bersih -61,84% -12,66% 19,03%
Laba Tahun Berjalan -94,62% 26,42% 52.89%
Total Aset -1,10% 4,86% 29,65%
Total Liabilitas 5,51% 2,10% 35,30%
Total Ekuitas -15,85% 11,62% 17,66%
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30 September* 31 Desember

RASIO-RASIO KEUANGAN 2020 2019 2018
Rasio Usaha (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan 1,49% 10,25% 7,57%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset 0,23% 4,22% 3,50%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas 0,87% 13,64% 12,04%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 1,36% 9,63% 6,65%
Rasio Keuangan (x)
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar 1,01x 1,39x 1,62x
Total Liabilitas / Total Aset 0,74x 0,69x 0,71x
Total Liabilitas / Total Ekuitas 2,80x 2,23x 2,44x
Rasio Debt Service Coverage (DSCR) 0,32x 2,49x 0,74x
Total Kas dan Setara Kas/ Total Liabilitas Lancar (Cash Ratio) 0,19x 0,34x 0,49x
Aset Lancar — Persediaan/ liabilitas lancar (Quick Ratio) 0,78x 1,17x 1,41x
Piutang Usaha/ Penjualan x 365 hari (Collection Period) 99 hari 60 hari 63 hari
Persediaan / Penjualan x 365 hari (Inventory Turn Over) 247 hari 92 hari 70 hari
Pinjaman Berbunga (Interest Bearing Debt) | Ekuitas (Gearing
Ratio) 1,41x 0,77x 0,79x
EBITDA/ Beban Bunga (Interest Coverage Ratio) 1,82x 5,53x 4,47x
EBITDA / Beban Pajak 6,35x 9,26x 9,85x

1.3.4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta

Pemenuhannya
Rasio per A .
Keterangan 30 September 2020 Perjanjian Kredit
Current Ratio 1,01x Min. 1x
Debt Equity Ratio 2,80x Maks. 4x
Debt Service Coverage Ratio 0,32x Min. 1x
EBITDA terhadap Beban Bunga Coverage Ratio 1,82x Min.1,5x
Interest Coverage Ratio 1,82x Min.1,5x
Debt to Total Asset Ratio 0,74x Maks. 2,5x
Gearing Ratio 1,41x Maks. 3,5x
DER — Interest Bearing Maksimal 1,41x Maks. 250%
Total Interest Bearing Debt To Total Equity 1,41x Maks. 2x
Interest Service Coverage Ratio 1,82x Min. 1x
2. Keterangan Tentang Obligasi yang Ditawarkan
Nama Obligasi . Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 (“Obligasi”)
Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang

diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok : Sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua ftriliun lima ratus miliar Rupiah) yang

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri:

a. Seri A dalam jumlah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan

puluh lima miliar Rupiah);

b. Seri B dalam jumlah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat

puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah); dan

c. Seri C dalam jumlah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus
lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi

masing-masing seri tersebut dapat berkurang

sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali
sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi
sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
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Jangka Waktu

Tingkat Bunga
Obligasi

Harga Penawaran

Satuan Perdagangan:

Satuan
Pemindahbukuan

Pembayaran Kupon
Bunga

Jaminan

Penyisihan Dana
(Sinking Fund)

Pembelian Kembali
(Buy Back)

Hasil Pemeringkatan :

Wali Amanat

a. Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2024;

b. Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2026; dan

c. Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2028.

a. Seri A sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun;
b. Seri B sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun; dan
c. Seri C sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama
akan dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret
2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan
tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

100% dari nilai Pokok Obligasi.
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rp1,- (satu Rupiah).

Triwulanan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang
hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di
kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari.

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi
Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh
Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat
melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi
atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan
memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A (Single A)
PT Bank Mega Tbk
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3. Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah yang Ditawarkan

Nama Sukuk
Mudharabah

Jenis Sukuk
Mudharabah

Jumlah Dana Sukuk :

Mudharabah

Jangka Waktu

Nisbah Sukuk
Mudharabah

Harga Penawaran

Satuan Perdagangan :

Satuan
Pemindahbukuan

Pembayaran Kupon
Bunga

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 (“Sukuk
Mudharabah”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti
utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening.

Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari

3 (tiga) seri:

a. SeriAdengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp134.300.000.000,-
(seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);

b. SeriBdengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp211.600.000.000,-
(dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah); dan

c. SeriCdenganJumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesarRp154.100.000.000,-
(seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan
dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan
Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah.

a. Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2024;

b. Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2026; dan

c. Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal
3 Maret 2028.

a. SeriA : 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi
bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol
persen) per tahun

b. SeriB : 39,9123% (tiga puluh sembilan koma sembilan satu dua tiga
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi
bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol
persen) per tahun

c. SeriC : 42,7632% (empat puluh dua koma tujuh enam tiga dua persen)
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per
tahun

100% dari nilai Pokok Obligasi.
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rp1,- (satu Rupiah).

Triwulanan.
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Jaminan :  Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk
adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk

(Sinking Fund) Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan
dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (buy back) sebagian

(Buy Back) atau seluruh Sukuk dari setiap Pemegang Sukuk sebelum Tanggal Pembelian
Kembali Seluruh Sukuk sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obyek Sukuk Laba kotor atas proyek infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih

Mudharabah proyek infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

Hasil Pemeringkatan :

Wali Amanat

P (Single A Syariah)
PT Bank Mega Tbk

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya
Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi sebagian pokok pinjaman talangan.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi
biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastuktur
dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab Il tentang Rencana
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.

5. Keterangan Tentang Entitas Anak

Total Laba
Total Aset  Total Liabilitas (Rugi)
Entitas Anak Entitas Anak Sebelum Pajak
terhadap  terhadap Total Entitas Anak
Total Aset Liabilitas  terhadap Total

Nama I Tahun Kegiatan  Kepemilikan e S .
No. Entitas Anak Domisili Penyertaan Usaha Saham (%) Konsolndasnfn Konsolndasn‘?n Laba (.Rug_l)
Perseroan (%) Perseroan (%) Konsolidasian
per 30 per 30 Perseroan (%)
September September per 30
2020 2020 September
2020
1. WIKA Beton Jakarta Timur 1997 Industri Beton 60,00 15,08 13,14 37,84
2. WIKA Realty Jakarta Timur 2000 Real Estate 93,05 20,26 20,40 211,87
3. WIKA Industri & Jakarta Timur 2000 Industri dan 98,40 5,24 4,25 0,52
Konstruksi Konstruksi
4. WIKA Rekayasa Jakarta Timur 2011 Jasa Konstruksi 96,90 1,52 1,73 7,79
Konstruksi dan Jasa EPC
5. WIKA Gedung Jakarta Timur 2008 Konstruksi dan 69,30 9,00 7,42 84,23
Properti
6. WIKA Bitumen Buton 2014 Tambang Aspal ~ 99,00" 0,63 0,63 -3,09
7. WIKASerang Jakarta Timur 2017 Jalan Tol 83,42 5,87 3,56 52,63"
Panimbang
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Total Laba
Total Aset  Total Liabilitas (Rugi)
Entitas Anak Entitas Anak Sebelum Pajak

terhadap  terhadap Total Entitas Anak
Nama Tahun Kegiatan  Kepemilikan Total Aset Liabilitas  terhadap Total
No. Entitas Anak Domisili Penvertaan Ugaha Saﬁam (%) Konsolidasian Konsolidasian Laba (Rugi)
Y /" Perseroan (%) Perseroan (%) Konsolidasian
per 30 per 30 Perseroan (%)
September September per 30
2020 2020 September
2020
8. CLT® Batam 2014 Industri Beton 59,70 99,50 3,61 5,22
9. WIKA Pracetak Jakarta Timur 2017 Industri Beton 64,74 0,33 0,31 0,48
Gedung ¥
10. WGSP¥ Jakarta Timur 2019 Properti dan 68,37 0,27 0,31 0,48
Realti
11. WINNER ® Jakarta Timur 2010 Industri Energi 95,832 0,40 0,19 0,56
Terbarukan
12. WIMA® Jakarta Timur 2018  Industri Otomotif 88,56 15,08 13,14 37,84
13. WIKAAspal Buton 2017 Tambang Aspal 98,01 20,26 20,40 211,879
14. MCC® Jakarta Timur 2016 Industri Realti 91,67 1,55 1,15 -61,60
dan Properti
Jasa

Keterangan:
7 % laba sebelum pajak (EBT) PT Wika Realty melebihi 100% dari laba konsolidasian karena terdapat entitas yang mengalami

kerugian dan terdapat tambahan beban pajak sebagai pengurang saldo laba konsolidasian.
") Bahwa seluruh Entitas Anak pada tabel tersebut merupakan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) di atas 50%, dengan penjelasan sebagai berikut:
»  WIKA Gedung memiliki saham sebesar 1% pada WIKA Bitumen.
2 Perseroan memiliki saham sebesar 40% pada WINNER.
3 Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Beton.
4 Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Gedung.
9  Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Realty.
8  Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Industri & Konstruksi.
7 Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Bitumen.

6. Keterangan Tentang Efek Utang Yang Belum Dilunasi

mlah Tingkat Bun mlah Obligasi
Nama Efek Jl('Rp? pe?T:Itw: (oz)a Jatuh Tempo Jl.:.er:tar%b(g:)s
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020
Seri A 331.000.000.000 8,60 18 Desember 2023 331.000.000.000
Seri B 429.000.000.000 9,25 18 Desember 2025 429.000.000.000
Seri C 740.000.000.000 9,85 18 Desember 2027 740.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020
Seri A 184.000.000.000 8,60 18 Desember 2023 184.000.000.000
Seri B 159.000.000.000 9,25 18 Desember 2025 159.000.000.000
Seri C 157.000.000.000 9,85 18 Desember 2027 157.000.000.000

Total efek bersifat utang yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan
diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
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. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,-
(EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH | WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP Il TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA
RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga)
seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat
ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50%
(delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh
ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun
sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu
triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat
bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7
(tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada
tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan
dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri
B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.



DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | WIJAYA KARYA TAHAP Il TAHUN 2021

DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("SUKUK MUDHARABAH?”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen),
dalam 3 (tiga) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000,-

(seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan
nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar
ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah
Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000,-

(dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga puluh sembilan koma sembilan
satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000,-

(seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat puluh dua koma tujuh
enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal
3 Maret 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B,
dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

1.

PEMENUHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

1.

Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan
ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan
Pendaftaran.

Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun
dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat
Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 4 Februari 2021.

Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang
yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan
urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan
standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.



2. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021.
Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh
Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini
didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga)
seri yaitu:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat
ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50%
(delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh
ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun
sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu
triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat
bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7
(tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada
tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan
dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri
B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan
jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung
360 (tiga ratus enam puluh) hari.
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Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum
dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke: Seri A Seri B Seri C

e lsaronlooeNoaswN -

3 Juni 2021
3 September 2021
3 Desember 2021
3 Maret 2022
3 Juni 2022
3 September 2022
3 Desember 2022
3 Maret 2023
3 Juni 2023
3 September 2023
3 Desember 2023
3 Maret 2024

3 Juni 2021
3 September 2021
3 Desember 2021
3 Maret 2022
3 Juni 2022
3 September 2022
3 Desember 2022
3 Maret 2023
3 Juni 2023
3 September 2023
3 Desember 2023
3 Maret 2024
3 Juni 2024
4 Januari 2024
3 Desember 2024
3 Maret 2025
3 Juni 2025
3 September 2025
3 Desember 2025

3 Juni 2021
3 September 2021
3 Desember 2021
3 Maret 2022
3 Juni 2022
3 September 2022
3 Desember 2022
3 Maret 2023
3 Juni 2023
3 September 2023
3 Desember 2023
3 Maret 2024
3 Juni 2024
4 Januari 2024
3 Desember 2024
3 Maret 2025
3 Juni 2025
3 September 2025
3 Desember 2025

20 3 Maret 2026 3 Maret 2026
21 3 Juni 2026

22 3 September 2026
23 3 Desember 2026
24 3 Maret 2027
25 3 Juni 2027

26 3 September 2027
27 3 Desember 2027
28 3 Maret 2028

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam
RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan

1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan
dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
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Hak-Hak Pemegang Obligasi

a.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan
harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi.

Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri

RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya

tercatatdalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan

RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi,

Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar

0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang

terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai Denda dihitung perhari, terhitung

sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1

(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit

lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk

didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan
atau penyertaan Modal Pemerintah Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh

Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk

diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak

diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan

permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang
tercantum dalam KTUR tersebut.

RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai

berikut:

i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan
tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau ketentuan lain dalam
Perjanjian Perwaliamanatan;

i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan;

iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20/
POJK.04/2020;

v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali
Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan
ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;

vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian;
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vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia

viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak
berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

3. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan
oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran.

3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang
hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah
paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang
maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
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Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

1.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a.

b.
C.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual

kembali dengan harga pasar;

pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal

Penjatahan,;

pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan

Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak

terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh

Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali

Obligasi tersebut;

pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali

Obligasi;

rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:

1) periode penawaran pembelian kembali;

jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

tata cara penyelesaian transaksi;

persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;

tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi

setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan

untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang

telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk
masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun
setelah Tanggal Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
dan

3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual
kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir
Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

Perseroan waijib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam

waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;

pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika
terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis

Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak

dijamin;

pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas

pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
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g. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak
menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain
dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali,
meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta
manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual
kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh
persetujuan RUPO.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena
kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g
dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk
pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

5. Informasi yang waijib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m paling sedikit
a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;

b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual
kembali;

harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

oo

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana
tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada
Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan
Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat
Efek Indonesia (“Pefindo”), Berdasarkan surat No. RC-1133/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21 September
2020 hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

<A (single A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021.
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Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka | Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10
(sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan
telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:
1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a. Melakukan pengeluaran obligasi atau surat berharga yang mempunyai kedudukan lebih tinggi
dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.

b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan
jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan Perusahaan tersebut setiap
waktu melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian audited terakhir Perseroan kecuali:

1) Jaminan perusahaan tersebut diberikan Perseroan untuk menjamin kewajiban Entitas
Anak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Entitas Anak;

2) Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada pihak lain berkaitan dengan kegiatan
usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;

3) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim.

c. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama diluar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/
ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan kecuali atas usulan dan keputusan dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan atau dalam rangka penugasan oleh Pemerintah Indonesia;

d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan kecuali dalam rangka kebijakan atau
keputusan Pemerintah;

e. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan

bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha
Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen
lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving
company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh
kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan
penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran
Obligasi dan apabila atas usulan atau keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

f.  Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak
lain yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian audited terakhir Perseroan, kecuali:

1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama atau kegiatan
usaha penunjang Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan;

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau
privatisasi yang diusulkan dan diputuskan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

g. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi
dengan nilai melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas, berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian audited terakhir Emiten, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dalam rangka
melaksanakan kegiatan usaha utama atau transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan
yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidak-tidaknya sama
dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi dalam
transaksi yang lazim;

h. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada
pihak lain, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan
keuangan konsolidasian audited terakhir Perseroan kecuali dilakukan sehubungan dengan
kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan
fasilitas usaha Perseroan atau sehubungan dengan penugasan dari Pemerintah Republik
Indonesia dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.



D>

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diberikan oleh

Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, tanggapan atau meminta tambahan data/
dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan
mengajukan permohonan persetujuan tersebut. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja,
dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Perseroan tidak
menerima persetujuan, tanggapan lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap
telah memberikan persetujuannya;

Perseroan berkewajiban untuk:
a.
b.

Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini;
Menyetorkan dana yang sudah tersedia (in good funds) untuk pembayaran Bunga Obligasi
dan/atau Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran
Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui
rekening Perseroan dan menyerahkan fotocopy bukti transfer kepada Wali Amanat pada
hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi atau jumlah
Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus
membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi secara
proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)
Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien, dan tidak bertentangan dengan
praktek kegiatan usaha yang umum.
Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali
Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-
lain;
Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk selama
jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau
dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan
keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Wali Amanat memerlukan penjelasan yang
didukung dengan data-data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut maka
data-data tersebut diserahkan dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja;

Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) Hari

Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1) Membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan kecuali
dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
mengenai ratio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

2) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya
usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban
Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;

3) Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian
dividen, dan akan disampaikan penyerahan akta-akta tersebut setelah diterbitkan oleh
Notaris;

4) Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara material mempengaruhi kelangsungan
usaha Perseroan.

Menyampaikan kepada Wali Amanat:

1) Salinan/tembusan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan
aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar
modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan
kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;

2) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan
Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan
tersebut oleh Perseroan;
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3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas
Jasa Keuangan atau selambat lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal
laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas
Jasa Keuangan;

4) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan:

- paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau

- paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau

- paling lambat pada akhir bulan ke- 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan;

atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

5) Untuk laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur diatas, menyerahkan juga kepada
Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa
Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan
dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan
dengan Emisi Obligasi

Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian

sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan

mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan kepada Perseroan. Pemberitahuan
tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standard

akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain

yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil
operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan
secara konsisten dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk

menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun

lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang
diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat
secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana

Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat

dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;

Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha

dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap

segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang
usaha yang sama dengan Perseroan;

Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan

usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi

tahunan Perseroan sebagai berikut:

i. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (current ratio) tidak kurang
dari 100% (seratus persen);

ii. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (interest bearing debt to
equity ratio) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali);

iii. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang
dari 1,00x (satu koma nol nol kali);

Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya

bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.

Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan atau lembaga yang ada

yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan dan Perseroan harus atau akan

tunduk kepadanya.

Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan

keuangan konsolidasi tahunan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan

tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam

Peraturan Pasar Modal.
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p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
kecuali atas usulan dan keputusan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

g. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,
yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:

1) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya,
Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman
(website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa
berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta
mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut,
mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) peringkat baru; dan
b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014
wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum
Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan sepanjang:

a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran
Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/
POJK.04/2014.
4) Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait
dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir
g angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil
pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari
peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat
paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja
ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila
ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

r.  Menerbitkan dan menyerahkan Sertifiat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan
Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI
untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan
pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi, dan copynya diserahkan
kepada Wali Amanat.
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Kejadian Kelalaian Perseroan

1.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu
atau lebih dari kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a.

Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau
lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan (selain angka 1 huruf a); atau

Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi
atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai
dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau

Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian-hutang antara Perseroan oleh salah
satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang
maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan
berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran
kembali) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 20 % (dua puluh persen) dari total
liabilitas Perseroan.

Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan (moratorium) dan kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Perseroan dinyatakan bubar, bubar karena sebab lain (termasuk penggabungan atau
konsolidasi yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum kecuali apabila
dilakukan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan).

Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat
kekuatan hukum tetap;

Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau
seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin
atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material
berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan
akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenubhi
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam:

a.

Angka 1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung
terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari
Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan
untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat,
atau

Angka 1 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung
terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari
Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan
untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
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c. Angka 1 huruf b dan c Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut
berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya
teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya
upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima
oleh Wali Amanat;

Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kelalaian atau peristiwa itu kepada Pemegang

Obligasi dengan cara mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dan selanjutnya Wali Amanat wajib memanggil para

Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian

Perwaliamanatan. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada

Perseroan maka Obligasi menjadi jatuh waktu dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan

dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga

memenuhi kewajibannya untuk membayar, Wali Amanat wajib segera melaksanakan hak-hak

Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban

Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian

Perwaliamanatan.

3. Apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam Pasal 9.1. huruf
e sampai dengan huruf j, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili
kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi
Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh
Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai, perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi,
perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu
atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantaan serta akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang
Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang
dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali
Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan
ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f.  Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian; dan
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g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwva Force Majeure dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat

diselenggarakan bilamana:

a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Obligasi
yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah)
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan
memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh
melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan
ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Perseroan;

c. Wali Amanat; atau

d. Otoritas Jasa Keuangan.

Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari
Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau
Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis
alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Tata cara RUPO:

a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana
Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender
sebelum pemanggilan RUPO.

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh)
Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa
RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua
atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21
(dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan
informasi paling sedikit:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- agenda RUPOQ;

- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan

- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk
mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus
membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh
Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang
Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang
meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan
RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
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f.  Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

g. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki
KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3
(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR,
kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

i.  Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan
tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah.

j.  Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli
KTUR kepada Wali Amanat.

k. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan
nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

I.  Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi
yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh
Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

m. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali
Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang
penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1
(satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

n. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan waijib
melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau
Afiliasi Perseroan.

0. Sebelum pelaksanaan RUPO:

- Perseroan waijib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada
Wali Amanat;

- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib
membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi yang dimilikinya baik
yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

p. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan
untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya
penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa
ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab
Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah
permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

g. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris
sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal
diselenggarakannya RUPO.
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Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(i)

(if)
(iii)

(iv)
(v)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian
Perwaliamanatan.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan
memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal Perjanjian Perwaliamanatan.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit Y2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan
memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka waijib diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(i)

(if)
(iii)

(iv)
(v)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian
Perwaliamanatan..

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¥z (satu per
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4
huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO ketiga.

RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka waijib diselenggarakan dengan
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i)

(if)
(iii)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah
Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.
dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO kedua.

RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat
10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.
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(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan,

diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam
RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak,
dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

f.  Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka
dapat diadakan RUPO yang keempat;

g. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Wali Amanat; dan

h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO Obligasi keempat waijib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 10.4 Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyelenggaraan RUPO waijib dibuatkan berita acara secara notariil.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-
keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dilaksanakan
RUPOQ, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut waijib ditanggung
oleh Perseroan.

Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai
Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga
Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal
tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan
RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu
untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya
tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang
kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
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11. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat
dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan WaliAmanat dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan
ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran waijib
memperoleh persetujuan RUPO.

12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOQO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

3. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021.

Jenis Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan
Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen),
dalam 3 (tiga) seri yaitu:

SeriA : JumlahDanaSukuk Mudharabah SeriAyang ditawarkan adalah sebesarRp134.300.000.000,-
(seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan
nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : JumlahDana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesarRp211.600.000.000,-
(dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga puluh sembilan koma
sembilan satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi
hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu
Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : JumlahDanaSukuk Mudharabah Seri C yangditawarkan adalah sebesarRp154.100.000.000,-
(seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat puluh dua koma tujuh
enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
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Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang
Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh
Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua
delapan nol delapan persen).dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% (delapan koma
lima nol persen). Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A dihitung dengan mengalikan
Nisbah Bagi Hasil Seri A dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri A.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 39,9123% (tiga puluh sembilan koma
sembilan satu dua tiga persen).dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,10% (sembilan
koma satu nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B dihitung
dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri B dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri B.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar adalah 42,7632% (empat puluh dua koma
tujuh enam tiga dua persen).dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% (Sembilan koma
tujuh lima persen). Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C dihitung dengan mengalikan
Nisbah Bagi Hasil Seri C dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri C.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami
peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengikhlaskan sebagian
porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan
kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-
masing seri sesuai dengan batas nilai maksimal 8,50% (delapan koma lima nol persen) untuk Seri A,
9,10% (sembilan koma satu nol persen) untuk Seri B dan 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen)
untuk Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta’'widh) kecuali akibat dari kesalahan
disengaja (ta’addiy), kelalaian (tagshiir) atau pelanggaran kesepakatan (mukhalafatu al — syuruth).
Pengenaan ta’'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUl No.43/
DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No129/DSN-
MUI/VI1I/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi’ah
‘An An-Nukul)

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (underlying Sukuk). Dalam
akad mudharabah yang menjadi underlying Sukuk adalah Usaha Emiten, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul
Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang
berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama
satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan
dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah
menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila
perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil
dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang
Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat
tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan
(tidak diaudit) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
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Perseroan wajib menjaga Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp114.000.000.000,- (Seratus
Empat Belas Miliar Rupiah) per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan
Perseroan yang bersumber dari Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan
bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya. Apabila Emiten
menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang
Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk
diberikan (tanazul) kepada Perseroan

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk
Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi,
sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni
2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk
Mudharabah adalah pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026
untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan
memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana
1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke: Seri A Seri B Seri C
1 3 Juni 2021 3 Juni 2021 3 Juni 2021
2 3 September 2021 3 September 2021 3 September 2021
3 3 Desember 2021 3 Desember 2021 3 Desember 2021
4 3 Maret 2022 3 Maret 2022 3 Maret 2022
5 3 Juni 2022 3 Juni 2022 3 Juni 2022
6 3 September 2022 3 September 2022 3 September 2022
7 3 Desember 2022 3 Desember 2022 3 Desember 2022
8 3 Maret 2023 3 Maret 2023 3 Maret 2023
9 3 Juni 2023 3 Juni 2023 3 Juni 2023
10 3 September 2023 3 September 2023 3 September 2023
1 3 Desember 2023 3 Desember 2023 3 Desember 2023
12 3 Maret 2024 3 Maret 2024 3 Maret 2024
13 3 Juni 2024 3 Juni 2024
14 4 Januari 2024 4 Januari 2024
15 3 Desember 2024 3 Desember 2024
16 3 Maret 2025 3 Maret 2025
17 3 Juni 2025 3 Juni 2025
18 3 September 2025 3 September 2025
19 3 Desember 2025 3 Desember 2025
20 3 Maret 2026 3 Maret 2026
21 3 Juni 2026
22 3 September 2026
23 3 Desember 2026
24 3 Maret 2027
25 3 Juni 2027
26 3 September 2027
27 3 Desember 2027
28 3 Maret 2028
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Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharababh ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.
Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang
ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Obyek Sukuk Mudharabah

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang
Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi
Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa laba
kotor atas proyek infrastruktur dan gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan gedung
dikurangi beban pokok pendapatannya.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi
dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai
dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2021 oleh Tim Ahli Syariah
dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

@ Sukuk
Sukuk WIKA

Nisbah Bagi T @ Nisbah Bagi

Hasil X% Hasil Y%
Waliamanat | PWA~) l

Akad Mudharabah

R Y T B S i Y R R R ? m\

Skema Sukuk Mudharabah

PT. WIJAYA KARYA (Porsero ) Tbk

@ Sebesar RpS00 Miliar

Para Pemodal

@ Pengelolaan
Modal

@ Gross Profit
Bagi Hasil Rp XXX Infrastruktur dan @ Bagi Hasil Rp YYY
Gedung sebagai

Pendapatan Yang
Dibagihasilkan

Pendapatan
Penjualan Proyek

@ Pengembalian @ Pengembalian
Modal MODAL (RA’SUL | Modal
L MAL) |

Proyek WIKA

*) Perjanjian Perwaliamanatan
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Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Wika

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dengan menggunakan akad
mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (shahibul mal)
dengan pengelola (mudharib). Shohibul mal menyerahkan dana sedangkan mudharib mengelola dana
tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil). Akad mudharabah telah
termaktub (embedded) dalam Perjanjian Penerbitan (Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah)
karena semua rukun mudharabah telah diakomodasi dalam Perjanjian Penerbitan. Rukun akad
mudharabah adalah:

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (mudharib) dengan Pemodal sebagai pemilik
dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat, Shighah akad (ijjab-qabul) direfleksikan dengan
penandatanganan PWA. Pada PWA harus termaktub rukun-rukun mudharabah yang diantaranya
adalah nisbah bagi hasil untuk para pihak.

2. Pemilik Dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan Dana kepada PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (mudharib). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sebagai
mudhariab (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti
penyerahan dana investasi kepada mudharib.

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (mudharib) melakukan pengelolaan atau ‘amal
atas dana dari pemilik dana (shahibul mal).

4. Dana tersebut akan dikelola sebagai modal kerja untuk proyek — proyek infrastruktur dan Gedung,
yang tidak bertentangan dengan prinsip — prinsip Syariah yang menghasilkan pendapatan yang
akan dibagihasilkan kepada para pihak.

5. Keuntungan (ribh) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi dalam bentuk nisbah
bagi hasil yang dihitung dari laba kotor atas proyek infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan
bersih proyek infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

6. Pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana Sukuk kepada
pemodal. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh
tempo.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset fisik (tangible asset) yang dijadikan dasar Sukuk
Mudharabah (underlying Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi underlying Sukuk adalah
Usaha Emiten yaitu proyek usaha Perseroan.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudarabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli
Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 3 Februari 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa
perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan
dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara
umum.

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalamrangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui oleh Perseroan dan
PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
| Tahun 2020. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk membiayai modal kerja proyek
Infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam perannya sebagai
wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib
sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo
Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan
Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.

4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah
berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.
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Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai
dengan Nisbah Pemegang Sukuk.

Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu’allaq) dengan suatu kejadian di masa yang
akan datang yang belum tentu terjadi.

Perubahan Akad Mudharabah, Isi Akad Mudharabah dan/atau Objek Sukuk

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1.
2.

3.

Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU.
Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas
Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSU; dan
atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Emiten akan
melakukan pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak
setuju tersebut.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1.

Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening

pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada

Tanggal Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi

Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan

jumlah yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh

Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah

yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk

Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Mudharabah-(Jika Ada)/Sanksi:

a. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana
Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil
tersebut.

b. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan
merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang
Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki

oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi

yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan
tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta
dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan
memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya

KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
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RUPSU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai
berikut:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk
mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan
tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu
atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantaan serta akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang
Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali
Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai
dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

1.

Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah
Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain
oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah
yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku
Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan berdasarkan
Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban
untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

25



D>

Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah

1. Sukuk harus dibayar kembali secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

2. Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran.

3. Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan,
setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening pada KSEI,
dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan
dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk yang bersangkutan

Jaminan

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk
adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu
tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang
akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak
keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian Perwaliamanataan.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (Buy Back)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
c. pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
d. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan
tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
e. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
f. pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak
terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
g. rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh
Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali
Sukuk tersebut;
h. pembelian kembali Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali
Sukuk;
i. rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
(1) periode penawaran pembelian kembali;
(2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
(3) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
(4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;
(5) tata cara penyelesaian transaksi;
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(6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
(7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
(8) tata cara pembelian kembali Sukuk; dan

(9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk;

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi

setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk

dijual oleh Pemegang Sukuk melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;

Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang

telah disampaikan oleh pemegang Sukuk;

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

(1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk
masing-masing jenis Sukuk yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah
Tanggal Penjatahan;

(2) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
dan

(3) Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
dan waijib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja
ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk;

Perseroan waijib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam

waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk;

pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak dijamin jika
terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;

pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis

Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk yang tidak

dijamin;

pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas

pembelian kembali Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk;

pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:

(1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri
RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari
Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau

(2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali,
meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil
serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan
dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh
persetujuan RUPSU.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena
kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan
huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk
pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

a.

bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui

(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

(2) situsweb bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional.

bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :

(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

(2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
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5. Informasi yang waijib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:
a. jumlah Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan;
b. rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk
dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan
dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan
tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan
Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT
Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), Berdasarkan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21
September 2020 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

, dA(sy) (Single A Syariah)

Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka | Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat
10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan
telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a. Melakukan pengeluaran sukuk atau surat berharga yang mempunyai kedudukan lebih tinggi
dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk.

b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan
jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap
waktu melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian audited terakhir Perseroan, kecuali:

i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan Perseroan untuk menjamin kewajiban Entitas
Anak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Entitas Anak;

ii. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada pihak lain berkaitan dengan kegiatan
usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
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iii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim.
Melaksanakan perubahan bidang usaha utama diluar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/
ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan kecuali atas usulan dan keputusan dari pemegang
saham Seri A Dwiwarna Perseroan atau dalam rangka penugasan oleh Pemerintah Indonesia;
Mengurangi dasar dan modal disetor Perseroan kecuali dalam rangka kebijakan atau keputusan
Pemerintah;
Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan
bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha
Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang
berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company)
dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban
Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus
tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk
dan apabila atas usulan atau keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak
lain yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan
keuangan konsolidasian audited terakhir Perseroan, kecuali:
i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan
sesuai anggaran dasar Perseroan,;

ii. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau
privatisasi yang diusulkan dan diputuskan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi
dengan nilai melebihi 20 % (dua puluh persen) dari Total Ekuitas berdasarkan laporan
keuangan audited terakhir Perseroan kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dalam rangka
melaksanakan kegiatan usaha utama atau transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan
yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidak-tidaknya sama
dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi dalam

transaksi yang lazim;

Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada
pihak lain yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas kecuali dilakukan
sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan
dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan atau sehubungan dengan penugasan dari
Pemerintah Republik Indonesia dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan
karyawan Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diberikan oleh
Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, tanggapan atau meminta tambahan data/
dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan
mengajukan permohonan persetujuan tersebut. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerija,
dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Perseroan tidak
menerima persetujuan, tanggapan lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap
telah memberikan persetujuannya; dan

Perseroan berkewajiban untuk:

a.
b.

Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Menyetorkan dana yang sudah tersedia (in good funds) untuk pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil dan/atau Dana Sukuk yang jatuh tempo selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk dilakukan kepada
Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotocopy bukti transfer
kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil atau jumlah Dana Sukuk, Perseroan belum menyerahkan dana-dana
tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas
kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk
secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk.
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Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang
lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan efektif dilakukannya
pembayaran kembali Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk.

c. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien, dan tidak bertentangan dengan
praktek kegiatan usaha yang umum.

d. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali
Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-
lain;

e. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk selama
jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau
dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan
keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Wali Amanat memerlukan penjelasan yang
didukung dengan data-data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut maka
data-data tersebut diserahkan dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja;

f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh hari)
Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

i.  Membuat pinjaman baru (dengan bunga) kecuali dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai ratio keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini;

ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya
usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban
Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk ini;

iii. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian
dividen, dan akan disampaikan penyerahan akta akta keputusan tersebut setelah
diterbitkan oleh Notaris;

iv. Perkarapidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara material mempengaruhi kelangsungan
usaha Perseroan.

g. Menyampaikan kepada Wali Amanat:

i.  Salinan/tembusan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan
aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar
modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan
kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut
oleh Perseroan;

iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan disampaikan selambat lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga)
setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada saat penyerahan laporan
ke Otoritas Jasa Keuangan;

iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan:

- paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau

- paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau

- paling lambat pada akhir bulan ke- 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tengah
tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan;

atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

v. Untuk laporan keuangan tahunan, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang
ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa
laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban sesuai
dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk.
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Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian

sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan

mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan kepada Perseroan. Pemberitahuan

tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standard

akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain

yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil

operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan

secara konsisten dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan -hal-hal yang diperlukan untuk

menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun

lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang

diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat

secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana

Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat

dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;

Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha

dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap

segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang

usaha yang sama dengan Perseroan;

Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan

usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangankonsolidasi

tahunan Perseroan sebagai berikut:

i. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (current ratio) tidak kurang
dari 100% (seratus persen);

ii. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (interest bearing debt to
equity ratio) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali);

iii. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang
dari 1,00x (satu koma nol nol kali);

Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya

bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.

Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan atau lembaga yang ada

yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan dan Perseroan harus atau akan

tunduk kepadanya.

Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan

keuangan konsolidasi tahunan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan

tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam

Peraturan Pasar Modal.

Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek

kecuali atas usulan dan keputusan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,

yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:

1) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas
Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya,
Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman
(website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa
berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
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) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan waijib
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta
mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut,
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a) peringkat baru; dan
b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
3) Pemeringkatan Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
sebagaimanadiatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014
wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum
Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan sepanjang:

a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran
Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/
POJK.04/2014.
4) Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait
dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir
g angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil
pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari
peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat
paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja
ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila

ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi, pernyataan
bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

Menerbitkan dan menyerahkan Sertifiat Jumbo Sukuk kepada KSEI untuk kepentingan
Pemegang Sukuk serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk yang baru kepada KSEI untuk
ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian
kembali Sukuk dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk, dan copynya diserahkan
kepada Wali Amanat.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu
atau lebih dari kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a.

Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Sukuk berupa Dana Sukuk pada Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau
lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan (selain angka 1 huruf a); atau

Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi
atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai
dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
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d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah
satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang
maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan
berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran
kembali) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 20 % (dua puluh persen) dari total
liabilitas Perseroan.

e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan (moratorium) dan kewajiban lain yang tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan;

f. Perseroan dinyatakan bubar, bubar karena sebab lain (termasuk penggabungan atau
konsolidasi yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum kecuali apabila
dilakukan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan), atau

g. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat
kekuatan hukum tetap; atau

h. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau
seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

i. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin
atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material
berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

j. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan
akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenubhi
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam:

a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terusmenerus selama
14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa
dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, atau

b. Angka 1 huruf d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama
30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa
dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Angka 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama
90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa
dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kelalaian atau peristiwa itu kepada Pemegang

Sukuk dengan cara mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dan selanjutnya Wali Amanat wajib memanggil para

Pemegang Sukuk untuk mengadakan RUPSU menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian

Perwaliamanatan. Jika RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada

Perseroan maka Sukuk menjadi jatuh waktu dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam

keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga

memenuhi kewajibannya untuk membayar, Wali Amanat wajib segera melaksanakan hak-hak

Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban kewajiban

Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian

Perwaliamanatan.
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3. Apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam Pasal 9.1. huruf
e sampai dengan huruf j, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili
kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi
Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh
Pemegang Sukuk. Dalam hal ini Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa
Efek di tempat dimana Sukuk dicatatkan:

1. RUPSU diadakan untuk tujuan:

a.

h.

Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk
mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan
tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu
atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantaan serta akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh ataau atas nama Pemegang
Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali
Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai
dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian; dan

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSU dapat
diselenggarakan bilamana:

a.

o

Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk
yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Sukuk yang dimiliki
oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat
agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui
Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan
terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Perseroan;

Wali Amanat; atau

Otoritas Jasa Keuangan.
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Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPSU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Sukuk, Perseroan, dan
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau
Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis
alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Tata Cara RUPSU:

a.

b.

RUPSU dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana

Sukuk dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.

Pengumuman RUPSU waijib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender

sebelum pemanggilan RUPSU.

Pemanggilan RUPSU wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum

diselenggarakannya RUPSU melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional.

Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum

diselenggarakannya RUPSU kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSU pertama atau

kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan

paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU pertama atau kedua.

Pemanggilan RUPSU harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan

informasi paling sedikit:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;

agenda RUPSU;

pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU;

- Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan

- kuorum vyang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan
RUPSU.

RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk

mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang

harus membuat berita acara RUPSU. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh

Perseroan atau Pemegang Sukuk, RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang

Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk yang

meminta diadakannya RUPSU tersebut harus mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-

bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU.

Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri

RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang memiliki

KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3

(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU, kecuali ditentukan lain oleh KSEI

sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR,

kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan

tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan

atau penyertaan modal Pemerintah.

Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli

KTUR kepada Wali Amanat.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu

Satuan Pemindahbukuan Sukuk mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam

RUPSU. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor

KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk

yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Sukuk yang dimiliki oleh

Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
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Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat

dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai

dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari

Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang

penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1

(satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.

Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSU, Perseroan

wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Sukuk yang dimiliki Perseroan dan/atau

Afiliasi Perseroan.

Sebelum pelaksanaan RUPSU:

- Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya kepada Wali
Amanat;

- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Sukuk yang dimiliki
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

- Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU wajib membuat
surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Sukuk yang dimilikinya baik yang terafiliasi
dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan

untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSU serta semua biaya

penyelenggaraan RUPSU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa

ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab

Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah

permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

Atas penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara RUPSU yang dibuat oleh Notaris

sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal

diselenggarakannya RUPSU.

Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Pasal ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Sukuk yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian
Perwaliamanatan.

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPSU kedua.

iii. RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan ayat 10.4
huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPSU ketiga.

v. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.
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Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang
hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPSU kedua.

iii. RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan ayat 10.4 hurufi
Perjanjian Perwaliamanatan.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPSU ketiga.

v. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i
Perjanjian Perwaliamanatan.

Bila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka waijib diselenggarakan dengan

ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah
Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir
dalam RUPSU, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPSU kedua.

ii. UPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPSU ketiga.

v. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf
i Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan,
diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a.

dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU,
dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPSU kedua.

RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf |
Perjanjian Perwaliamanatan.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPSU ketiga.

RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak,
dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan.
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10.

11.

12.

f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka
dapat diadakan RUPSU yang keempat;

g. RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk atau diwakili
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Wali Amanat; dan

h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU Sukuk keempat waijib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 10.4 Perjanjian Perwaliamanatan;

Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-

keputusan yang diambil oleh Pemegang Sukuk dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai

perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dilaksanakan

RUPSU, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut waijib ditanggung

oleh Perseroan.

Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian

Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan Dana

Sukuk, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi

Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani

perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal

tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan

RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal

tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian

lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang
kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat

dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan WaliAmanat dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan
ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran waijib
memperoleh persetujuan RUPSU.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam POJK 3/2018, dalam pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Mudharabah, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk
Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang
dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com
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Il. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN

UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya
Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi sebagian pokok pinjaman talangan dengan
rincian sebagai berikut:

1.

Debitur

Kreditur

Sifat Hubungan Afiliasi
Fasilitas

Nomor dan Tanggal Perjanjian

Tingkat Bunga

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak
termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang akan

Dibayarkan

Penggunaan Pinjaman

Riwayat Utang

Prosedur dan persyaratan pelunasan :

atau pembayaran

Saldo utang (setelah dibayar)

Debitur

Kreditur

Sifat Hubungan Afiliasi
Fasilitas

Nomor dan Tanggal Perjanjian

Tingkat Bunga
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak
termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang akan
Dibayarkan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Afiliasi

Kredit Term Loan

Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn., No. 86
tanggal 23 November 2020

9,50% p.a floating dan tetap merujuk pada kupon bunga
PUB Tahap | dan selanjutnya

Maksimal 12 bulan sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Kredit

Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Rp830.695.652.326,- (delapan ratus tiga puluh miliar
enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah)

Pembiayaan Defisit Cash Flow Bridging Penawaran
Umum Berkelanjutan (PUB) dalam rangka refinancing
jatuh tempo Komodo Bonds atas nama WIKA

Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021

Pelunasan kredit berasal dari penerbitan PUB Tahap 2
dan selanjutnya, corporate cash flow dan/atau pendanaan
dari Corporate Action lainnya

Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh Sembilan
miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Afiliasi

KMK Bridging Loan

Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn., No. 94
tanggal 21 Desember 2020

8,75% p.a
12 (dua belas) bulan sejak Penandatanganan Kredit
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Rp830.695.652.326,- (delapan ratus tiga puluh miliar
enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah)
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Penggunaan Pinjaman

Riwayat Utang

Prosedur dan persyaratan pelunasan :

atau pembayaran

Saldo utang (setelah dibayar)

Debitur

Kreditur

Sifat Hubungan Afiliasi
Fasilitas

Nomor dan Tanggal Perjanjian

Tingkat Bunga
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak
termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang akan
Dibayarkan

Penggunaan Pinjaman

Riwayat Utang

Prosedur dan persyaratan pelunasan :

atau pembayaran

Saldo utang (setelah dibayar)

Bridging penerbitan/emisi Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Tahap Il dan
selanjutnya a.n PT Wijaya Karya

Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021

- Dana vyang terhimpun dari penerbitan/emisi
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau
Sukuk Tahap Il dan selanjutnya a.n PT Wijaya Karya

- Penerimaan termin atas kontrak proyek yang dijadikan
jaminan tambahan atas fasilitas KMK Bridging Loan

Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh Sembilan
miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Afiliasi

Pinjaman Transaksi Khusus

Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn., No. 129
tanggal 29 Desember 2020

9,00% p.a

Sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan
31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang maksimal 12
bulan setelah WIKA menunjukkan bukti masih terdapat
sisa PUB yang belum diterbitkan dengan persetujuan BRI

Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Rp830.695.652.326,- (delapan ratus tiga puluh miliar
enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah)

Kredit transaksi khusus untuk dana talangan atas
penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi atau
Sukuk Tahun 2020 dan 2021 Tahap Il dan selanjutnya.

Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021

- Dana yang terhimpun dari penerbitan/emisi
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau
Sukuk Tahap Il dan selanjutnya a.n PT Wijaya Karya

- Cashflow perusahaan

Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh Sembilan
miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi
biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastuktur
dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Perseroan tidak akan menggunakan dana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah untuk melakukan
pembelian aset, melakukan akuisisi perusahaan lain dan melakukan pembayaran utang dan hal — hal
lainnya yang bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip

syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015 sebagaimana
diubah dengan POJK Nomor 3/POJK.04/2018.
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Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini akan
mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak mencukupi, Perseroan
memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau
sumber-sumber internal Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan
wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada
OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSU dengan mengemukakan
alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan
RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (“POJK No.
30/2015”). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah setelah
terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSU waijib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau
RUPSU.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan
tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk
Mudharabah dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang belum
direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman
dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (termasuk pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,31652% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,07000%.

Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,08500%.

Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,07000%.

Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal sebesar 0,01280% yang terdiri dari biaya jasa

konsultan hukum sebesar 0,01100% dan biaya jasa notaris sebesar 0,00180%.

e. Biaya jasa untuk lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,0500% yang terdiri dari biaya jasa
wali amanat sebesar 0,00380% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek sebesar 0,04620%.

f.  Biaya lain-lain 0,02872% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI,

biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain.

aooow

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (termasuk pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,38176% dari nilai emisi Sukuk yang meliputi:

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,07000%.

Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,08500%.

Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,07000%.

Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal sebesar 0,02000% yang terdiri dari biaya jasa

konsultan hukum sebesar 0,01100% dan biaya jasa notaris sebesar 0,00900%.

e. Biaya jasa untuk lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,06850% yang terdiri dari biaya jasa
wali amanat sebesar 0,01900% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek sebesar 0,04950%.

f.  Biaya lain-lain 0,06826% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI,

biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain.

aooow
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lll. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memuat total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 yang diambil dari
laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak di audit pada tanggal

dan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2020.

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah

Rp45.260.555.790 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

30 September

2020

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman Berelasi
Pihak Ketiga
Utang Usaha
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga
Utang Pajak
Uang Muka dari Pelanggan
Beban Akrual
Pendapatan Diterima Dimuka
Bagian Jangka Pendek dari
Pinjaman Jangka Menengah
Liabilitas Sewa

4.200.850.146
9.035.212.138

225.658.084
10.996.308.603
521.719.693
306.986.772
1.451.614.878
6.776.355.772
273.367.372

6.334.956.398
59.074.230

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

40.182.104.086

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas Pajak Tangguhan

Uang Muka Proyek Jangka Panjang

Utang Lain-Lain

Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Menengah
Liabilitas Sewa
Pinjaman Jangka Panjang

185.088.595
143.031.790
1.5633.813.596
14.632.867

1.795.000.000
110.833.551
1.296.051.305

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

5.078.451.704

Total Liabilitas

45.260.555.790

Penambahan Liabilitas Baru Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Berikut ini merupakan tambahan liabilitas baru yang diperoleh setelah tanggal 30 September 2020 yang
dilakukan oleh Perseroan. Seluruh perjanjian yang mendasari fasilitas pinjaman ini telah ditandatangani

sebelum tanggal 30 September 2020:

Tanggal T | Tingkat Bunga/ Nilai
No. Kreditur/Fasilitas Pinjaman Penarikan Jat:l:‘ggr?n o Ekuivalen (jl:t:ll)
Fasilitas P Per Tahun
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | o
1. Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 —  Seri A 18 Des 2020 18 Des 2023 8,60% 331.000
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | o
2. Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 —  Seri B 18 Des 2020 18 Des 2025 9,25% 429.000
3. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | 18 Des 2020 18 Des 2027 9.85% 740.000

Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 -  Seri C
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Tanggal Tingkat Bunga/

No. Kreditur/Fasilitas Pinjaman Penarikan Ja;r::gg:: o Ekuivalen (leltzl)
Fasilitas 5 Per Tahun
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Nisbah
4. Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 18 Des 2020 18 Des 2023  35,8334% eq. 184.000
—  SeriA 8,60%
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Nisbah
5. Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 — 18 Des 2020 18 Des 2025  38,5417% eq. 159.000
Seri B 9,25%
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Nisbah
6. Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 — 18 Des 2020 18 Des 2027  41,0417% eq. 157.000
Seri C 9,85%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / Pinjaman 27 Januari 31 Desember o
7 Transaksi Khusus 2021 2021 9.00% p.a 1.000.000
PT Bank Negara Indonesa (Persero) Tbk / KMK Bridging 27 Januari 03 Desember o
8. Loan 2021 2022 8,75% p.a 1.000.000
9. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / Kredit Term Loan 27 Januari 05 November g 50 1, 1.000.000
2021 2021
Total 5.000.000

Utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan
Sejak Informasi Tambahan ini Diterbitkan Berikut Cara Pemenuhannya

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Saldo . S
. Total Nilai Total Nilai
Tanggal  TingkatBunga/ per Fasilitas/ Jatuh
No Jenis Kewajiban Jatuh Ekuivalen 30 Sept Keterangan
Plafon Tempo
Tempo 2020
Per Tahun (juta) (juta) (juta)
Pelunasan akan
mengguna-
1, MIN VI WIKA Realty 55 £ep, 2021 11,50% 205000  205.000 205.000  kan instrument
Tahun 2018
pendanaan
lainnya
Total 205.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN,
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHANORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL
DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN
DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020, KECUALI
RASIO DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR) (YANG DISYARATKAN OLEH PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT BANK DKI, DAN PT DANAMON INDONESIA TBK
(PERSEROAN).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWATIDAKTERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN
YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.
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TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN
PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN
TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA
INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK
USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN
TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT
DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN
MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan
laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian,
laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-
tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas
laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Informasi Tambahan
ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan
Pembahasan Oleh Manajemen.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan
laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan—laporan keuangan ini yang telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan
Perusahan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan
(i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September
2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP1”), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal
21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

T 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 7.687.411.106 10.346.734.338 13.973.766.477
Piutang Usaha — Pihak Berelasi 1.171.964.952 2.207.340.861 2.767.442.072
Piutang Usaha — Pihak Ketiga 2.594.896.589 2.254.554.874 2.583.398.364
Piutang Retensi — Pihak Berelasi 822.613.174 799.493.309 677.642.045
Piutang Retensi — Pihak Ketiga 784.935.498 948.021.448 1.246.488.344
Tagihan Bruto Pemberi Kerja — Pihak Berelasi 4.949.680.924 5.190.915.248 5.200.278.393
Tagihan Bruto Pemberi Kerja — Pihak Ketiga 4.459.378.526 5.852.113.279 4.701.768.342
Piutang Yang Belum Ditagih - Bagian Lancar 2.561.611.120 2.155.276.712 924.845.767
Piutang Lain-Lain — Pihak Berelasi 1.750.177.541 2.003.274.864 3.617.093.694
Piutang Lain- lain — Pihak Ketiga 70.466.345 37.828.111 58.488.669
Persediaan 9.373.064.270 6.854.729.608 5.978.533.161
Uang Muka - Bagian Lancar 800.022.881 995.190.956 1.487.325.514
Pajak Dibayar di Muka 2.233.274.091 1.694.631.469 1.615.704.032
Biaya Dibayar di Muka 1.298.492.147 889.543.829 735.419.058
Jaminan Usaha - Bagian Lancar 96.475.774 105.822.952 105.100.463
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi — Bagian Lancar - - 58.645.244

Jumlah Aset Lancar

40.654.364.938

42.335.471.858

45.731.939.639
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(dalam ribuan Rupiah)

e 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018
Aset Tidak Lancar

Piutang usaha - Bagian Tidak Lancar - - 1.719.973
Piutang lain-lain - Bagian Tidak Lancar

Pihak Berelasi 2.274.851.076 2.716.988.593 1.420.649.920

Pihak Ketiga - - 14.617.480
Piutang yang belum ditagih — Bagian Tidak Lancar - - 444.232.429
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar 280.000.000 280.000.000 280.000.000
Aset Real Estat 1.265.772.059 1.181.771.974 711.009.859

Investasi Pada Entitas Asosiasi

1.697.475.315

1.257.122.635

1.095.061.056

Investasi Pada Ventura Bersama 3.786.215.602 3.761.023.061 1.813.165.802
Properti Investasi - Neto 2.098.525.657 1.963.939.356 1.593.674.779
Aset Tetap - Neto 5.230.640.463 5.154.533.876 4.675.679.014
Goodwill 4.847.052 4.847.052 4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya 673.289.921 583.455.921 559.267.882
Aset Takberwujud 3.217.497.510 2.394.489.612 714.353.513
Aset Pajak Tangguhan 91.436.640 38.148.742 31.437.295
Aset Lain-Lain 155.626.005 439.054.474 138.345.546
Jumlah Aset Tidak Lancar 20.776.087.300 19.775.375.296 13.498.061.600

Jumlah Aset

61.430.452.238

62.110.847.154

59.230.001.239

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman Berelasi

4.200.850.146

1.220.564.998

1.663.039.321

Pihak Ketiga 9.035.212.138 3.888.285.013 2.536.992.008
Utang Usaha
Pihak Berelasi 225.658.084 130.213.137 176.597.892
Pihak Ketiga 10.996.308.603 12.632.155.342 13.006.775.938
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga 521.719.693 88.037.048 29.816.535
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja - - 9.705.502
Utang Pajak 306.986.772 404.838.391 467.488.448
Uang Muka dari Pelanggan 1.451.614.878 862.717.983 1.233.776.339
Beban Akrual 6.776.355.772 9.743.758.251 8.634.099.492
Pendapatan Diterima Dimuka 273.367.372 300.036.386 196.987.012
Bagian Jangka Pendek dari
Pinjaman Jangka Menengah 6.334.956.398 750.000.000 250.000.000
Utang Sewa Pembiayaan 59.074.230 78.850.396 37.299.977
Pinjaman Jangka Panjang 0 250.000.000 9.372.921
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 40.182.104.086 30.349.456.945  28.251.951.385
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 185.088.595 243.213.258 178.708.069
Liabilitas Pajak Tangguhan 143.031.790 171.749.427 140.226.300
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 1.533.813.596 2.664.565.231 3.644.322.003
Utang Lain-Lain 14.632.867 573.880.674 707.321.016
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka
Pendek
Pinjaman Jangka Menengah 1.795.000.000 7.351.872.547 6.084.622.512
Utang Sewa Pembiayaan 110.833.551 166.954.928 213.628.754
Pinjaman Jangka Panjang 1.296.051.305 1.373.421.157 2.793.906.635
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 5.078.451.074 12.545.657.222 13.762.735.289
Total Liabilitas 45.260.555.790 42.895.114.167 42.014.686.674
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(dalam ribuan Rupiah)
R 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:
Modal Saham - Nilai Nominal : Rp100 (nilai penuh) per Saham
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham 896.995.137 896.995.137 896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali (110.000) - (10.272.110)
Tambahan Modal Disetor 6.555.498.737 6.556.306.295 6.555.720.677
Perubahan Ekuitas Entitas Anak 1.220.598.125 1.190.672.322 1.283.644.636
Surat Berharga Perpetual 597.600.000 597.600.000 597.600.000
Saldo Laba

Cadangan Bertujuan 335.759.957 335.759.957 335.759.957

Saldo Laba yang belum ditentukan Penggunaanya 1.641.049.769 4.648.896.591 4.251.897.448

Cadangan Lainnya 2.276.473.066 2.276.473.066 892.268.556
;:T“I::Ilsléztas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik 13.523.864.791 16.502.703.368 14.803.614.301
Kepentingan Nonpengendali 2.646.031.657 2.713.029.619 2.411.700.264
Jumlah Ekuitas 16.169.896.448 19.215.732.987 17.215.314.565

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

61.430.452.238

62.110.847.154

59.230.001.239

*tidak diaudit

2.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

A T 30 September* 31 Desember
2020 2019 2019 2018

Pendapatan Bersih 10.383.116.834  18.296.796.075 27.212.914.210  31.158.193.498
Beban Pokok Pendapatan (9.493.696.359) (16.027.600.302) (23.732.835.386) (27.553.466.348)
Laba Kotor 889.420.475 2.269.195.773 3.480.078.824 3.604.727.150
Beban Usaha

Beban Penjualan (7.493.929) (11.127.874) (13.184.924) (10.445.343)

Beban Umum dan Administrasi (604.413.690) (624.431.492) (917.358.168) (775.299.502)
Pendapatan Lain-lain 1.268.465.504 1.068.708.427 1.182.571.284 1.122.197.667
Beban Lain-lain (132.564.173) (14.746.153) (37.712.264) (106.482.566)
Laba Usaha 1.413.414.187 2.687.598.681 3.694.394.752 3.834.697.406
Beban dari Pendanaan (960.315.486) (851.041.123) (884.252.228) (972.528.679)
Beban Pajak Penghasilan Final (261.742.317) (472.970.614) (696.177.804) (726.942.503)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi (276.732.381) (277.136.930) (263.821.072) (309.628.664)
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama 342.900.198 586.587.764 939.112.040 533.031.374
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi (102.337.200) - - -
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 155.187.001 1.673.037.778 2.789.255.688 2.358.628.934
Beban Pajak Penghasilan (14.246.896) (105.120.073) (168.240.548) (285.329.070)
Laba Periode/Tahun Berjalan 140.940.105 1.567.917.705 2.621.015.140 2.073.299.864
Pendapatan (Beban) Komprehensif
Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:
Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas

Program Imbal kerja Pasti (28.533.740) - (93.252.727) 143.702.336
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak 395.193 -

A{(an Dirgklasifikasi ke Laba Ryugig ( ) 156.418 (3.459.231)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun
Berjalan 112.011.172 1.567.917.705 2.527.918.831 2.213.542.969
Jumlah Laba Periode/Tahun Berjalan yang
Dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 50.192.044 1.352.464.038 2.285.022.038 1.730.256.243
Kepentingan Nonpengendali 90.748.061 215.453.668 335.993.102 343.043.621
Total 140.940.105 1.567.917.706 2.621.015.140 2.073.299.864
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(dalam ribuan Rupiah)

e 30 September* 31 Desember
2020 2019 2019 2018
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat
Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 21.263.111 1.352.464.038 2.190.255.385 1.860.117.752
Kepentingan Nonpengendali 90.748.061 215.453.668 337.663.446 353.425.217
Total 112.011.172 1.567.917.706 2.527.918.831 2.213.542.969
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh) 5,60 150,88 254,74 193,02
*) tidak diaudit
3. Rasio-Rasio Penting
30 September* 31 Desember
RASIO-RASIO KEUANGAN 2020 2019 2018
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan Bersih -61,84% -12,66% 19,03%
Laba Tahun Berjalan -94,62% 26,42% 52.89%
Total Aset -1,10% 4,86% 29,65%
Total Liabilitas 5,51% 2,10% 35,30%
Total Ekuitas -15,85% 11,62% 17,66%
Rasio Usaha (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan 1,49% 10,25% 7,57%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset 0,23% 4,22% 3,50%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas 0,87% 13,64% 12,04%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 1,36% 9,63% 6,65%
Rasio Keuangan (x)
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar 1,01x 1,39x 1,62x
Total Liabilitas / Total Aset 0,74x 0,69x 0,71x
Total Liabilitas / Total Ekuitas 2,80x 2,23x 2,44x
Rasio Debt Service Coverage (DSCR) 0,32x 2,49x 0,74x
Total Kas dan Setara Kas/ Total Liabilitas Lancar (Cash Ratio) 0,19x 0,34x 0,49x
Aset Lancar — Persediaan/ liabilitas lancar (Quick Ratio) 0,78x 1,17x 1,41x
Piutang Usaha/ Penjualan x 365 hari (Collection Period) 99 hari 60 hari 63 hari
Persediaan / Penjualan x 365 hari (Inventory Turn Over) 247 hari 92 hari 70 hari
Interest Bearing Debt | Ekuitas (Gearing Ratio) 1,41x 0,77x 0,79x
EBITDA/ Beban Bunga (Interest Coverage Ratio) 1,82x 5,53x 4,47x

*tidak diaudit

4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta

Pemenuhannya
Keterangan SEED per23(;)2§eptember Perjanjian Kredit
Current Ratio 1,01x Min. 1x
Debt Equity Ratio 2,80x Maks. 4x
Debt Service Coverage Ratio* 0,32x Min. 1x
EBITDA terhadap Beban Bunga Coverage Ratio 1,82x Min.1,5x
Interest Coverage Ratio 1,82x Min.1,5x
Debt to Total Asset Ratio 0,74x Maks. 2,5x
Gearing Ratio 1,41x Maks. 3,5x
DER —Interest Bearing Maksimal 1,41x Maks. 250%
Total Interest Bearing Debt To Total Equity 1,41x Maks. 2x
Interest Service Coverage Ratio 1,82x Min. 1x
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP diaudit oleh
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan
publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”),
dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh
Rudi Hartono Purba.

1. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribu Rupiah)
30 September* 31 Desember
Keterangan
2020 2019 2019 2018

Pendapatan 10.383.116.834 18.296.796.075 27.212.914.210 31.158.193.498
Beban Pokok Pendapatan (9.493.696.359) (16.027.600.302) (23.732.835.386) (27.553.466.348)
Laba Kotor 889.420.475 2.269.195.773 3.480.078.824 3.604.727.150
Beban Usaha (611.907.619) (635.559.366) (930.543.092) (785.744.845)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain (122.325.855) 39.401.371 239.719.956 (460.353.371)
Laba Sebelum Pajak 155.187.001 1.673.037.778 2.789.255.688 2.358.628.934
Beban Pajak (14.246.896) (105.120.073) (168.240.548) (285.329.070)
Laba Periode Berjalan 140.940.105 1.567.917.706 2.621.015.140 2.073.299.864
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain (28.928.933) - (93.096.309) 140.243.105
#:r"“t::hB';?j':Ta'?mprehe"s'f Periode/ 112.011.172 1.567.917.706 2.527.918.831 2.213.542.969

*tidak diaudit
1.1 Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp7.913.679.241 ribu
atau sebesar -43,25% menjadi Rp10.383.116.834 ribu dari Rp18.296.796.075 ribu pada tanggal
30 September 2019. Penurunan pendapatan perseroan lebih disebabkan oleh penurunan penjualan
Perseroan dari segmen Infrastruktur dan Gedung dari sebelumnya pada tanggal 30 September 2019
sebesar Rp12.424.747.211 ribu menjadi Rp6.547.392.519 ribu atau turun sebesar Rp5.877.354.692
ribu

1.2 Beban Pokok Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar
Rp6.533.903.943 ribu atau sebesar 40,77% menjadi Rp9.493.696.359 ribu dari Rp16.027.600.302 ribu
pada tanggal 30 September 2019. Penurunan beban pokok pendapatan Perseroan lebih disebabkan
oleh segmen infrastruktur dan Gedung yang pada 30 September 2020 membukukan Beban Pokok
Pendapatan sebesar Rp5.941.337.070 ribu atau turun sebesar Rp5.050.979.137 ribu dari periode
sebelumnya sebesar Rp10.992.316.207 ribu.
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1.3 Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp23.651.747 ribu atau
sebesar 3,72% menjadi Rp611.907.619 ribu dari Rp635.559.366 ribu pada tanggal 30 September 2019.
Penurunan beban usaha Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan biaya Personalia, biaya penelitian
dan pengembangan serta biaya informatika.

1.4 Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar
Rp161.727.226 ribu atau sebesar 410,46% menjadi rugi (Rp122.325.885) ribu dari laba Rp39.401.371
ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan penghasilan lain-lain Perseroan lebih disebabkan
oleh peningkatan beban pendanaan, penurunan laba ventura Bersama serta peningkatan selisih nilai
wajar properti Investasi.

1.5 Laba (Rugi) Periode Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp1.426.977.691
ribu atau sebesar 91,01% menjadi Rp140.940.105ribu dari Rp1.567.917.796 ribu pada tanggal 30
September 2019. Penurunan laba periode berjalan Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan
keuntungan operasional yang di dapat Perseroan pada tahun 2020.

1.6 Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban komprehensif lain Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp28.938.933
ribu atau sebesar 100% menjadi Rp28.928.933 ribu dari Rp 0 ribu pada tanggal 30 September 2019.
Penurunan penghasilan komprehensif lain perseroan lebih disebabkan oleh kerugian aktuarial atas
program imbal kerja pasti.

1.7 Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp1.455.906.624
ribu atau sebesar 92,86% menjadi Rp112.011.172 ribu dari Rp1.567.917.796ribu pada tanggal 30
September 2019. Penurunan laba komprehensif Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan laba
periode berjalan.
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2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

30 September*

31 Desember

2020

2019

2018

Total Aset Lancar
Total Aset Tidak Lancar

40.654.364.938
20.776.087.300

42.335.471.858
19.775.375.296

45.731.939.639
13.498.061.600

Total Aset

61.430.452.238

62.110.847.154

59.230.001.239

Total Liabilitas Jangka Pendek
Total Liabilitas Jangka Panjang

40.182.104.086
5.078.451.704

30.349.456.945
12.545.657.222

28.251.951.385
13.762.735.289

Total Liabilitas

45.260.555.790

42.895.114.167

42.014.686.674

Total Ekuitas

16.169.896.448

19.215.732.987

17.215.314.565

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

61.430.452.238

62.110.847.154

59.230.001.239

*tidak diaudit
2.1 Aset

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 1,10% menjadi Rp61.430.452.238
ribu dari Rp62.110.847.153 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terjadi pada Aset
Lancar, dari Rp 42.335.471.858 ribu menjadi Rp40.654.364.938 ribu atau menurun sebesar 3,97%.
Kenaikan aset terjadi pada Aset Tidak Lancar dari Rp 19.775.375.296 ribu menjadi Rp 20.776.087.300
atau sebesar 5,06%

2.2 Aset Lancar

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 3,97% menjadi
Rp40.654.364.938 ribu dari Rp42.335.471.858 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset
lancar disebabkan oleh Penurunan kas dan setara kas.

2.3 Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,06%
menjadi Rp20.776.087.300 ribu dari Rp19.775.375.296 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan
aset lancar disebabkan oleh kenaikan aset tidak berwujud yang berasal dari konsesi jalan tol yang
dimiliki oleh Perseroan.

2.4 Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

LiabilitasPerseroanpadatanggal 30 September2020meningkatsebesar5,51%menjadiRp45.260.555.790
ribu dari Rp42.895.114.167 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terjadi pada
akun liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar 32,40% dari Rp30.349.456.945 ribu pada
31 Desember 2019 menjadi Rp40.182.104.086 ribu pada 30 September 2020. Penurunan terjadi pada
akun liabilitas jangka panjang sebesar 59,52 % dari Rp12.545.657.222 ribu pada 31 Desember 2019
menjadi Rp5.078.451.704 ribu pada 30 September 2020.
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2.5 Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar 32,40%
menjadi Rp40.182.104.086 ribu dari Rp30.349.456.945 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan
liabilitas jangka pendek disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka pendek, bagian jangka pendek
dari pinjaman jangka menengah, utang lain — lain dan uang muka pelanggan.

2.6 Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 59,52%
menjadi Rp5.078.451.704 ribu dari Rp12.545.657.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan
liabilitas jangka panjang disebabkan oleh penurunan bagian jangka Panjang setelah dikurangi bagian
jangka pendek pinjaman jangka menengah.

2.7 Ekuitas

Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2019

Ekuitas Perseroan padatanggal 30 September2020 menurunsebesar 15,85% menjadiRp16.169.896.448
ribu dari Rp19.215.732.987 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan terbesar terjadi karena
penurunan saldo laba Perseroan.

3. Likuiditas dan Arus Kas

Pola arus kas Perseroan sepanjang siklus bisnis pada dasarnya dipengaruhi oleh aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.

(dalam ribuan Rupiah)

30 September* 31 Desember
Keterangan
2020 2019 2019 2018
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) (5.768.586.889) (3.074.380.512) 1.501.315.314  4.623.112.729

Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.605.090.920) (5.452.265.413) (5.266.870.577) (5.756.883.134)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan  4.632.487.595 3.457.168.785 155.056.553 3.815.146.576

(Penurunan) Peningkatan Bersih Kas dan Setara
Kas

*tidak diaudit

(2.741.190.214) (5.069.477.140) (3.610.498.710) 2.681.376.171

3.1 Arus Kas Diperoleh untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir 30 September 2020
adalah sebesar defisit Rp5.768.586.889 ribu, mengalami kenaikan sebesar 87,63% dibanding periode
yang sama pada 30 September 2019 yang sebesar desifit Rp3.074.380.512 ribu. Hal tersebut terjadi
karena penurunan penerimaan dari pelanggan dan kenaikan pembayaran kepada pemasok.

3.2 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir 30 September 2020 adalah
sebesar defisit Rp1.605.090.920 ribu, mengalami penurunan sebesar 70,56% dibanding periode

berakhir pada tahun 30 September 2019 sebesar defisit Rp5.452.265.413 ribu. Hal tersebut karena
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian asset tetap, penambahan property investasi,
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penempatan saham pada entitas asosiasi, penjualan saham pada entitas asosiasi, penambahan
pinjaman jangka panjang pada entitas asosiasi, penambahan investasi ventura bersama, penambahan
uang muka investasi, penambahan tanah yang sedang dikembangkan dan penambahan investasi
lainnya.

3.3 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan
Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir 30 September 2020 adalah
sebesar surplus Rp4.632.487.595 ribu yang mengalami peningkatan sebesar 34% dibanding periode
berakhir pada tahun 30 September 2019 sebesar surplus Rp3.457.168.785 ribu. Hal tersebut karena
penurunan pembayaran pinjaman jangka pendek, penurunan penerimaan pinjaman jangka Panjang
dan peningkatan pembayaran pinjaman jangka Panjang.

4. Pembatasan yang Ada Terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada
Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana untuk Perseroan.
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VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap
keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2020 serta untuk periode
yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, kecuali yang
disebutkan dibawah ini:

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
Pada tanggal 30 November 2020 dan 1 Desember 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit
dari Bank Mandiri dengan total sebesar Rp837.153.123.000,-.

Eximbank
Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Eximbank sebesar
Rp250.000.000.000,-.

PT Bank Syariah Mandiri (Syariah Mandiri)
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Bank Syariah
Mandiri sebesar Rp200.000.000.000,-.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Bank BJB sebesar
Rp200.000.000.000,-.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari HSBC sebesar
Rp140.000.000.000,-.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya | Tahap | Tahun 2020 dan

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Wijaya Karya | Tahap | Tahun 2020

Pada tanggal 14 Desember 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya | Tahap | Tahun 2020 dan

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Wijaya Karya | Tahap | Tahun 2020 3 (tiga) seri dengan nilai,

suku bunga, dan jatuh tempo sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan | Tahap I:

»  Seri Asebesar Rp331.000.000.000,- dan suku bunga 8,60% per tahun, akan jatuh tempo pada
tanggal 18 Desember 2023

»  Seri B sebesar Rp429.000.000.000,- dan suku bunga 9,25% per tahun, akan jatuh tempo pada
tanggal 18 Desember 2025

»  Seri C sebesar Rp740.000.000.000,- dan suku bunga 9,85% per tahun, akan jatuh tempo pada
tanggal 18 Desember 2027

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Tahap I:

«  Seri A sebesar Rp184.000.000.000,- dan nisbah 35,8334% (ekuivalen 8,60%) per tahun, akan
jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023

»  Seri B sebesar Rp159.000.000.000,- dan nisbah 38,5417% (ekuivalen 9,25%) per tahun, akan
jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025

»  Seri C sebesar Rp157.000.000.000,- dan nisbah 41,0417% (ekuivalen 9,85%) per tahun, akan
jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2027
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Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 18 Desember 2020 dari hasil penerbitan
Obligasi & Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- dengan keterangan hasil
penerbitan Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- dan hasil penerbitan Sukuk Mudharabah
sebesar Rp500.000.000.000,-.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BRI sebesar
Rp1.000.000.000.000,-.

PT Bank Negara Indonesia (BNI)
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BNI sebesar
Rp1.000.000.000.000,-.

PT Bank Mandiri (BMRI)
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BMRI sebesar
Rp1.000.000.000.000-.

Sehubungan dengan belum terpenuhinya rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai
dengan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit Perseroan, Perseroan telah melakukan
pemberitahuan dan memperoleh persetujuan sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00164/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan
Terkait Aksi Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk pada tanggal 5 Februari 2021, sesuai surat dari PT Bank DKI No. 261/E/KMN/11/2021 tanggal
4 Februari 2021, dan surat dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. B.0389.EB.RT.SRT/I1/2021

WIKA Realty

Pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 9 November 2020, WIKA Realty melakukan pembayaran
MTN sebesar Rp500.000.000.000,- dan Rp250.000.000.000,-.

Penyertaan pada Asosiasi

Pada tanggal 27 Oktober 2020, WIKA menambah penyertaan kepada PT Jasamarga Balikpapan
Samarinda sebesar Rp557.001.000.000,-.

Pada tanggal 18 November 2020, WIKA menambahkan penyertaan kepada PT Jasamarga Bali Tol
sebesar Rp800.070.000,-.

Pada tanggal 2 Desember 2020, WIKA menambahkan penyertaan kepada PT Jasamarga kunciran
Cengkareng sebesar Rp13.241.319.000,-.

Pada tanggal 15 Januari 2021, WIKA membentuk entitas asosiasi baru dan menyetorkan
penyertaannya kepada PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur Rp3.000.000.000,-.
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VIl. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA,
KECENDERUNGANDANPROSPEKUSAHAPERSEROAN

1. Keterangan Tentang Perseroan
1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan
oleh Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan
tidak mengalami perubahan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
No. IX.J.1, (ii) POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017 dan (i) POJK 33/2014 adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni
2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02. TAHUN
2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.
AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 37978, Berita
Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2020 ("Akta No. 34/2020").

1.2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan ini diterbitkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal
23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.
TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember
2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156265.AH.01.11.TAHUN 2016
tanggal 28 Desember 2016 (“Akta No. 61/2016”) juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal
31 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Pemegang Saham

Saham Rupiah %
Modal Dasar 35.000.000.000 3.500.000.000.000
Saham Seri A Dwiwarna 1 100
Saham Seri B 34.999.999.999 3.499.999.999.900
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Nilai Nominal Rp100,- per saham

Pemegang Saham

Saham Rupiah %

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Seri A Dwiwarna

1. Negara Republik Indonesia 1 100
Saham Biasa Seri B

1. Negara Republik Indonesia 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05

2. Masyarakat® 3.135.101.372 313.510.137.200 34,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 26.030.048.628 2.603.004.862.800

Keterangan:
) Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2020, yang diterbitkan

oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi
Perseroan yaitu:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nama Jabatan

Saham Rupiah %
Agung Budi Waskito Direktur Utama 34.200 40.698.000 0,0003813
Ade Wahyu Direktur Keuangan 457.435 45.743.500 0,0050996

1.3. Perizinan

Perseroan telah memperoleh perizinan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

Masa Berlaku/
Pemeriksaan Ulang

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Konstruksi

No. Dokumen Perizinan Keterangan

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Pelaksana Berlaku selama Untuk klasifikasi bidang usaha
Konstruksi (Kontraktor) No. 387/C.31.7/31.75.03.100 menjalankan kegiatan (i) Bangunan Sipil; (i) Bangunan
5.03.017.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 31 Agustus usaha Gedung: (iii) Jasa Pelaksanaan
2020, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Lainnya; (iv) Jasa Konstruksi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi; dan (v) Instalasi
Kota Administrasi Jakarta Timur Mekanikal dan Elektrikal

2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi 2 Oktober 2021 Untuk klasifikasi bidang usaha Jasa
tanggal 24 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Konstruksi ~ Terintegrasi  (T1502,
Pengembangan Jasa Konstruksi TI1505)

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi 2 Oktober 2021 Untuk klasifikasi bidang usaha
tanggal 11 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kualifikasi Besar

4. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 24 September 2023 Untuk klasifikasi bidang usaha
tanggal 25 September 2020, yang diterbitkan oleh Bangunan Gedung (BG002, BG003,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi BG004, BG006, BG007, BGO008,

dan BG009)

5. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 22 Mei 2022 Untuk klasifikasi bidang usaha Jasa
tanggal 26 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Pelaksana Lainnya (PL004)
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

6. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 27 Agustus 2023 Untuk klasifikasi bidang usaha
tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (ELOO1, ELO002, ELO03, ELO04,

EL009, EL0O10, dan ELO11)

7. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 27 Agustus 2023 Untuk klasifikasi bidang usaha
tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (MK001, MKO002, MK003, MKO004,

MKO005, MK006, MKO007, MKO008,
MKO009, MK010)

8. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi 24 September 2023 Untuk klasifikasi bidang usaha Jasa

tanggal 25 September 2020, yang diterbitkan oleh Konstruksi ~ Terintegrasi  (T1501,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi TI503, TI504)

9. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 21 Juli 2023 Untuk klasifikasi bidang usaha
tanggal 22 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Bangunan Sipil (SI001, SI002,
Pengembangan Jasa Konstruksi SI003, S1004, S1005, SI007, SI008,

S1009, S1010, SI011, dan S1012)
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Masa Berlaku/

Dokumen Perizinan Pemeriksaan Ulang Keterangan
I1zin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perdagangan

10.  Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar No. 120/ Berlaku selama Untuk KBLI (i) Perdagangan
AC.1.7/31.75/-1.824.27/e/2018 tanggal 17 Juli 2018, menjalankan kegiatan Besar Bahan dan Perlengkapan
yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan usaha Bangunan; dan (ii) Perdagangan
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur besar Mesin, Peralatan dan

Perlengkapan Lainnya
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kantor Pusat Perseroan

11. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Berlaku selama tidak ada IMB  untuk bangunan kantor
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. perubahan Perseroan dan fasilitasnya
38/8.1/31/1.785.51/2015 tanggal 21 September 2015
tentang Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”), yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12.  Sertifikat Laik Fungsi No. 018/C.39a/31/-1.785.51/2018 28 Maret 2023 Sertifikat Laik  Fungsi  untuk
tanggal 28 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kepala bangunan kantor Perseroan dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu fasilitasnya
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan hidup Kantor Pusat Perseroan

13.  Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Berlaku selama tidak ada Izin Lingkungan Kegiatan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. perubahan Pengembangan Gedung
244 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Perkantoran Wijaya Karya
Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Gedung
Perkantoran Wijaya Karya oleh PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk, yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta a/n Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

14.  Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Berlaku selama tidak ada Kelayakan  Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. perubahan Rencana Pengembangan Gedung
243 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Perkantoran Wijaya Karya
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan
Gedung Perkantoran Wijaya Karya di Jalan D.l.
Panjaitan Kav. 9-10, Kelurahan Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
a/n Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

15.  Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu 2 Juni 2021 Kinerja instalasi pengolahan air
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. limbah Perseroan sudah memadai
52/7.8/31/-1.774.15/2016 tentang Izin Pembuangan untuk pengolahan air limbah
Air Limbah tanggal 1 Juni 2016, yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Ketenagakerjaan

16. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 9 April 2020 Perseroan telah mengajukan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. perpanjangan PKB melalui Surat
KEP.094/PHIJSK-PK/PKB/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Pendaftaran Perpanjangan PKB
tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Wijaya Catatan: No. PU.01.02/A.HC.00861/2020

Karya (Persero) Tbk. dengan SEKAR WIKA dan
KORPRI PRABU (“Perjanjian Kerja Bersama /PKB”)

Berdasarkan Pasal 123
ayat (4) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
diatur bahwa dalam hal
PKB telah berakhir dan
proses perundingan atas
perpanjangan/perubahan
PKB tersebut sedang
dilaksanakan, maka PKB
yang terdahulu tetap
berlaku paling lama 1
(satu) tahun.

tanggal 9 April 2020 kepada
Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia up. Direktur Persyaratan
Kerja didukung dengan Berita
Acara Kesepakatan Perpanjangan
Perjanjian Kerja Bersama Perseroan
Tahun 2018-2020 tanggal 9 April
2020 yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dan Sekar WIKA dan
KORPRIPRABU, yang menyepakati
bahwa  memperpanjang masa
berlaku PKB Perseroan tahun 2018-
2020 dan perpanjangan ini berlaku
sampai dengan disepakatinya isi
PKB Perseroan tahun 2020-2022
atau untuk jangka waktu paling
lama 1 tahun sejak berakhirnya
masa berlaku PKB Perseroan tahun
2018-2020
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No.

Dokumen Perizinan

Masa Berlaku/
Pemeriksaan Ulang

Keterangan

17.

Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama
Bipartit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tanggal 10
Agustus 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan
dengan Serikat Pekerja, Serikat Karyawan WIKA (Sekar
WIKA) dan Serikat Pekerja KORPRI PRABU yang telah
dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Energi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai Surat
Keputusan No. 49/2020 tentang Pencatatan Lembaga
Kerjasa Sama Bipartit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
tanggal 27 Oktober 2020

27 Oktober 2023

18.

Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No.
96JJ8038 tanggal 20 Maret 2018

Perseroan telah melakukan
kewajiban pembayaran untuk 3
(tiga) bulan terakhir

19.

Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Badan Usaha
dengan Entitas No. 01133467 tanggal 10 Januari 2015

Perseroan telah melakukan
kewajiban pembayaran untuk 3
(tiga) bulan terakhir

20.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan No. 13340.20210216.0001
tanggal 16 Februari 2021

16 Februari 2022

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan Perseroan

21.

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Barat No. 593/SK.96-BKPMD/1989 tanggal 7 Juni
1989 tentang Perpanjangan atas Pembebasan Hak/
Pembelian Tanah seluas + 230.000 m2, yang diterbitkan
oleh Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat

Berlaku
ditetapkan

sejak

tanggal

22.

Keputusan Bupati Bogor No. 556.72/003.2.PL/00882/
BPT 2012 tanggal 14 November 2012 tentang lzin
Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Perluasan,
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor

Berlaku
ditetapkan

sejak

tanggal

23.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta No. 06627/IMB/1987 tanggal 9 Oktober 1987
tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ka. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI
Jakarta

Berlaku
ditetapkan

sejak

tanggal

24.

Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0885/644.4/
MT/949/1995 tanggal 18 Januari 1996, yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat || Medan
Sekretariat Kotamadya Daerah

Berlaku
ditetapkan

sejak

tanggal

25.

Izin Mendirikan Bangunan No. 14195/IMB/2011 tanggal
22 Desember 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan,
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta

Berlaku
ditetapkan

sejak

tanggal

Izin dan Dokumen Material Operasional Perseroan

26.

Surat Keterangan No. 32/27.1BU.1/31.75.03.1005/-
071.562/e/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang
Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk., yang diterbitkan oleh Kepala Unit
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Cipinang Cempedak

22 Februari 2022

Menerangkan domisili Perseroan
di JI. D.. Panjaitan Kav. 9-10,
Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara, Kota  Administrasi
Jakarta Timur

27.

Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No. 8120316131622
tanggal 12 November 2018, dengan perubahan ke-1
tanggal 14 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal c.q. Lembaga OSS

Berlaku
menjalankan
usaha

selama
kegiatan

NIB sebagai pengesahan Tanda
Daftar Perusahaan

28.

Izin Operasional/Komersial diterbitkan tanggal 26
November 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS

Berlaku
menjalankan
usaha

selama
kegiatan

Telah berlaku efektif

29.

Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
tanggal 8 Januari 2020, dengan perubahan ke-2 tanggal
14 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,
untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga,
Gubernur, Bupati/Walikota

Berlaku
menjalankan
usaha

selama
kegiatan

Telah berlaku efektif
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30. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.001.615.2-093.000, - -
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Empat, Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
31. Surat Keterangan Terdaftar No. S-2KT/WPJ.19/ - -
KP.0403/2020 tanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan
oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Waijib Pajak Besar Empat, Kantor
Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
32. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. - -
S-1PKP/WPJ.19/KP.0403/2020 tanggal 2 Januari
2020, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Empat,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

D>

Keanggotaan Perseroan dalam Asosiasi

33. Tanda Anggota No. 076/AB/1/79 tanggal 18 Desember 31 Desember 2021 -
2020, yang dikeluarkan oleh Pengurus Asosiasi
Kontraktor Indonesia

34. Tanda Anggota No. 0028/01/B/2021 tanggal 4 Januari 31 Desember 2021 -
2021, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kontraktor Listrik
dan Mekanikal Indonesia

35.  Tanda Anggota No. 11.14 tanggal 2 Januari 2021, yang 2 Januari 2022 -
dikeluarkan oleh Gabungan Perusahaan Nasional
Rancangbangun Indonesia

36. Tanda Anggota No. 007.2019.09.3172.001794, yang 31 Desember 2021 -
dikeluarkan oleh Perkumpulan Pengusaha Konstruksi
Terintegrasi

37.  Tanda Anggota No. 20204-68000120, yang dikeluarkan 31 Desember 2021 -
oleh Kamar Dagang dan Industri.

Informasi mengenai Perizinan Entitas Anak terdapat pada Informasi Tambahan halaman 129-135
1.4. Perjanjian Penting
Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Informasi mengenai Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Perseroan telah diungkapkan dalam
Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan-perubahan
adalah sebagai berikut:
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Jakarta, yang telah diubah
beberapa kali dan terakhir
kali dengan Perubahan
Keenam Atas Fasilitas
Perbankan No. 011/PFPA-

DBSI/I/1-2/2021  tanggal
11 Januari 2021, yang
di bawah tangan dan

bermeterai cukup

6 bulan atau 12 bulan dan wajib dibayarkan pada
setiap akhir jangka waktu Bunga.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah
kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-005304 HT.04.06.
TH.2004/STD berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
No. 7 tanggal 8 Juli 2004, yang dibuat di hadapan
Nila Noerdjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti
dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
diubah beberapa kali terakhir sebagaimana ternyata
dalam Daftar Proyek yang Diagunkan ke Bank DBS
Indonesia bulan November 2018 dengan nilai obyek
jaminan Rp1.382.502.134.026,- berdasarkan Akta
Perubahan IV Jaminan Fidusia (Piutang) No. 162
tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana
ternyata dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia
No. W10-00011275.AH.05.02.Tahun 2019 tanggal 7
Januari 2019 dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp1.382.502.134.026,- dan nilai penjaminan sebesar
Rp1.127.500.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Nasabah antara lain akan melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Menjaga dan mempertahankan:

i. Current Ratio sekurang-kurangnya 1
pada setiap waktu.

ii. Interest Service Coverage Ratio sekurang-
kurangnya 1,5 kali pada setiap waktu.

iii. Gearing Ratio sebesar-besarnya 2,5 kali
pada setiap waktu.

iv. Memelihara saldo rata-rata rekening
Nasabah yang dibuka di Bank sekurang-
kurangnya sebesar Rp1.500.000.000,- atau
ekuivalennya dalam mata uang lain yang
disetujui oleh Bank pada setiap bulannya.

b. Menjaminkan surat berharga kepada Bank, yang
diperoleh Nasabah dari pembelian surat berharga
dengan menggunakan dana dari Fasilitas RCF di
masa yang akan datang, dengan ketentuan bahwa
rasio kecukupan jaminan atas surat berharga
tersebut adalah 110% dari jumlah terhurang surat
berharga yang dibeli oleh Nasabah.

kali

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap 1l Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00166/2021 tanggal
28 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT
Bank DBS Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021.

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu
Perjanjian Kredit

1. Akta  Perubahan dan 1. PTBank DBS Bank memberikan fasilitas perbankan berupa 8 Oktober 2020
Penegasan Kembali Indonesia Uncommitted Omnibus Facility dengan jumlah s/d
Perjanjian Fasilitas (“Bank”); fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar 30 Juni 2021
Perbankan No.64 tanggal 2.Perseroan Rp32.280.844.589,- dengan Bunga untuk Sub
21 Desember 2011 (“Nasabah”) Fasilitas Fasilitas L/C Impor dan Fasilitas SKBDN:
yang keduanya dibuat Bunga UPAS dengan tingkat Bunga dari Bank
di hadapan Sri Ismiyati, sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan
S.H., Notaris di Kota oleh Bank dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan,
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu
2. Perjanjian Pemberian 1. PT Bank Fasilitas pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000.000,- 27 Oktober 2020

Fasilitas Perbankan Bagi HSBC dengan rincian sub fasilitas sebagai berikut: s/d
Korporasi (Corporate Indonesia 1. Fasilitas Impor 1 dengan nilai maksimum 27 Oktober 2021
Facility Agreement) (“Bank”); berjumlah  sebesar  Rp3.000.000.000.000,-
No.JAK/100176/U/100120 2. Perseroan dengan rincian sub limit yakni: (i) Fasilitas Kredit
tanggal 24 Mei 2010, yang (“Debitur”) Berdokumen 1; (ii) Fasilitas Kredit Berdokumen

dibuat di bawah tangan
dan bermaterai cukup dan
telah beberapa kali diubah

dan terakhir kali diubah
dengan Akta Perjanjian
Pemberian Fasilitas

Perbankan Korporasi No.
110 tanggal 27 Oktober
2020, vyang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H.,
Notaris di Jakarta

dengan Pembayaran Tertunda 1; (iii) Pinjaman
Impor 1; (iv) Kredit Berdokumen Berjangka Yang
Dibayar Atas Unjuk 1 (UPAS 1);

2. Fasilitas Bank Garansi 1 dengan nilai maksimum
berjumlah  sebesar  Rp1.800.000.000.000,-
dengan rincian sub limit yakni: (i) Jaminan
Pembayaran di Depan 1; (i) Jaminan
Pelaksanaan 1; (iii) Jaminan Pemeliharaan 1; (iv)
Jaminan Penawaran 1;

3. KreditBerdokumen Siaga dengan nilai maksimum
berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,-;

4. Cerukan dengan nilai maksimum berjumlah
sebesar Rp125.000.000.000,-; dan

5. Limit Gabungan 2 dengan nilai maksimum
berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- dengan
rincian sub limit yakni: (i) Fasilitas Impor 2; (ii)
Fasilitas Bank Garansi 2; (iii) Pinjaman Berulang.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas Piutang sebesar
Rp3.000.000.000.000,-. Piutang yang dijaminkan
adalah piutang milik Debitur yang berasal dari
pengelolaan bersama (joint operations) namun tidak
termasuk piutang milik Debitur yang sudah berjalan
selama lebih dari 1 tahun, sebagaimana ternyata
dalam Daftar Piutang Perseroan yang diagunkan
ke PT Bank HSBC Indonesia, yang dibuat di bawah
tangan tanggal 30 Oktober 2019, berdasarkan Akta
Perubahan Pertama Jaminan Fidusia No. 5 tanggal
19 November 2019, yang dibuat di hadapan Yualita
Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta
Pusat, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia No. W10.00812179.AH.05.02
Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp3.928.023.090.909,- dan
nilai penjaminan sebesar Rp3.000.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada

atau terkait dengan Perjanjian ini telah dinyatakan

lunas oleh Bank secara tertulis:

1. Debitur berjanji untuk memastikan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia akan tetap
memiliki saham mayoritas dari seluruh modal
Debitur yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dari waktu ke waktu, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

2. Kesepakatan Finansial
Debitur akan menjaga:

a. Rasio Lancar pada minimum 1 (satu) kali;

b. Rasio Gearing Eksternal 3,5 kali;

c. Rasio Kecukupan Membayar Bunga pada
minimum 2 (dua) kali.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00167/2021 tanggal
27 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Aksi
Korporasi yang telah diterima oleh PT Bank HSBC
Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021.
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telah beberapa kali dan
terakhir kali diubah dengan
Akta Perubahan terhadap
Perjanjian Kredit (Kredit
Rekening Koran) No. 88
tanggal 20 Oktober 2020,
yang dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

kerja.

Jaminan:

Jaminan Fidusia dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp65.588.877.481,- berdasarkan Akta Perubahan
terhadap Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No. 26
tanggal 20 April 2011, yang dibuat di
hadapan Endang Betty Budiyanti Moesigit, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan dantelah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. AH.05.01.
TH2011/STD tanggal 20 April 2011 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp65.588.877.481,- dan nilai
penjaminan sebesar Rp345.000.000.000,-.

Affirmative Covenants

a. Selama Fasilitas Kredit masih berlaku dan
selama masih ada outstanding, menjaga dan
mempertahankan Rasio Keuangan, sebagai
berikut:

i.  Current Ratio minimum 1 (satu) kali;

ii. Total Debt terhadap Equity (Gearing Ratio)
maksimum 3 (tiga) kali;

iii. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
minimum 1 (satu) kali; dan

iv. ISCR minimum 1 (satu) kali.

a. Debitur wajib memberitahukan dalam waktu
14 (empat belas) hari kalender setelah Rapat
Umum Pemegang Saham Debitur kepada
Bank apabila mengumumkan dan membagikan
deviden saham Debitur.

Negative Covenants
Debitur wajib memberitahukan dalam waktu sesuai

dengan ketentuan keterbukaan informasi yang

berlaku pada Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPPEPAM) kepada Bank apabila akan melakukan

hal-hal sebagai berikut:

a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak
atau menyewakan/menyerahkan pemakaian
seluruh atau sebagian kekayaan/aset Debitur,
baik barang-barang bergerak maupun tidak
bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka
menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

b. Menjaminkan/mengagunkan  dengan  cara
bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/
pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan
kekayaan kepada Bank sebagai mana termaktub
dalam perjanjian-perjanjian Jaminan.

c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan
kewajiban Debitur untuk membayar kepada
pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan
usaha Debitur sehari-hari.

d. Menjamin langsung maupun tidak langsung
pihak ketiga lainnya, termasuk tetapi tidak
terbatas subsidiary, afiliasi, kecuali melakukan
endorsemen atas surat-surat yang dapat
diperdagangkan untuk keperluan pembayaran
atau penagihan transaksi-transaksi lain yang
lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.

e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima
pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka
menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu
3. Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit 20 Oktober 2020
No.14 tanggal 8 Mei 2007, Danamon Rekening Koran (Overdraft) sesuai dengan s/d
yang dibuat di hadapan Indonesia Tbk  ketersediaan dana pada Bank (Uncommited) dan 22 Mei 2021

Endang Betty Budiyanti (“Bank”) bersifat Revolving sampai dengan jumlah pokok
Moesigit, S.H., Notaris 2. Perseroan setinggi-tingginya  sebesar  Rp45.000.000.000,-
di Jakarta Selatan, yang (“Debitur”) dengan suku bunga 9,5% per tahun untuk modal
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Perjanjian

Para Pihak

Deskripsi Singkat

Jangka Waktu

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub dalam
Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. No. B.0389.
EB.RT.SRT/I1/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang
Jawaban Surat No. SE.01.01/A.DIR.00168/2021
yang pada prinsipnya Bank mengetahui dan dapat
menyetujui Rencana Transaksi Perseroan.

Akta  Perjanjian  Kredit
No.15 tanggal 8 Mei
2007, vyang dibuat di
hadapan Endang Betty
Budiyanti Moesigit, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah beberapa kali
dan terakhir kali diubah
dengan Akta Perubahan
terhadap Perjanjian Kredit
(Omnibus) No. 89 tanggal
20 Oktober 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

1. PT Bank
Danamon
Indonesia Tbhk
(“Bank”)

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank memberikan Fasilitas Omnibus Trade Finance
Uncommited dengan jumlah pokok setinggi-
tingginya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus
miliar Rupiah) ekuivalen dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat (USD) dan/atau Euro (EUR) dan/
atau Yen Jepang (JPY) dan/atau mata uang lain yang
tersedia di Bank.

Jaminan:

Jaminan Fidusia dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp65.588.877.481,- berdasarkan Akta Perubahan
terhadap Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No. 26
tanggal 20 April 2011, yang dibuat di
hadapan Endang Betty Budiyanti Moesigit, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan dantelah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. AH.05.01.
TH2011/STD tanggal 20 April 2011 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp65.588.877.481,- dan nilai
penjaminan sebesar Rp345.000.000.000,-.

Affirmative Covenants

a. Selama Fasilitas Kredit masih berlaku dan
selama masih ada outstanding, menjaga dan
mempertahankan Rasio Keuangan, sebagai
berikut:

i.  Current Ratio minimum 1 (satu) kali;

ii. Total Debt terhadap Equity (Gearing Ratio)
maksimum 3 (tiga) kali;

iii. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
minimum 1 (satu) kali; dan

iv. ISCR minimum 1 (satu) kali.

b. Debitur wajib memberitahukan dalam waktu 14
(empat belas) hari kalender setelah Rapat Umum
Pemegang Saham Debitur kepada Bank apabila
mengumumkan dan membagikan deviden saham
Debitur.

Negative Covenants
Debitur wajib memberitahukan dalam waktu sesuai

dengan ketentuan keterbukaan informasi yang

berlaku pada Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPPEPAM) kepada Bank apabila akan melakukan

hal-hal sebagai berikut:

a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak
atau menyewakan/menyerahkan  pemakaian
seluruh atau sebagian kekayaan/aset Debitur, baik
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak
milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan
usaha Debitur sehari-hari.

b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara
bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/
pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan
kekayaan kepada Bank sebagai mana termaktub
dalam perjanjian-perjanjian Jaminan.

c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan
kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak
ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha
Debitur sehari-hari.
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No.

Perjanjian

Para Pihak

Deskripsi Singkat

Jangka Waktu

d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak
ketiga lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas
subsidiary, afiliasi, kecuali melakukan endorsemen
atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk
keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-
transaksi lain yang lazim dilakukan dalam
menjalankan usaha.

e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima
pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka
menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub dalam
Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. No. B.0389.
EB.RT.SRT/I/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang
Jawaban Surat No. SE.01.01/A.DIR.00168/2021
yang pada prinsipnya Bank mengetahui dan dapat
menyetujui Rencana Transaksi Perseroan.

Akta Perjanjian Pemberian
Fasilitas Perbankan No.74
tanggal 21 Mei 2010 yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, SH., Notaris di
Jakarta Utara, yang telah
beberapa kali dan terakhir
kali diubah dengan Akta

Perubahan Kesebelas
Perjanjian Pemberian
Fasilitas Perbankan Akta
Perubahan Keduabelas
Perjanjian Pemberian

Fasilitas Perbankan No.
12 tanggal 15 Juli 2020
yang dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

1. PT Bank
Permata Tbk
(“Bank”)

2. Perseroan
(“Nasabah”)

Bank memberikan fasilitas kredit berupa:

1. Fasilitas Letter of Credit (L/C) dan/atau SKBDN
(Sight/Usance/UPAS/UFAM/SBLC) dengan pagu
fasilitas sebesar Rp500.000.000.000,-

2. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan
pagu fasilitas sebesar Rp125.000.000.000,-

Jaminan:

Jaminan Fidusia berupa tagihan/piutang dagang
milik Pemberi Fidusia yang telah ada dan/atau akan
dimiliki oleh Pemberi Fidusia, dengan nilai piutang
Rp1.219.627.216.470,- sebagaimana ternyata dalam
Daftar Piutang yang Diagunkan ke Bank Permata,
yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia tanggal
24 Juni 2019, termasuk piutang yang akan ada di
kemudian hari yang jumlahnya dari waktu ke waktu
tidak boleh kurang dari nilai Penjaminan sebesar
125% dari total Fasilitas Kredit yang diberikan oleh
Bank kepada Nasabah berdasarkan Akta Perubahan
Keempat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.
23 tanggal 5 Juli 2019, dan telah didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00611598.AH.05.02.Tahun 2019 tanggal 29
September 2019 dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp1.219.627.216.470,- nilai penjaminan sebesar
Rp1.156.250. 000.000,-.

Affirmative Covenants

Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut,

antara lain:

Nasabah harus menjaga

sebagai berikut:

a. Current Ratio setiap saat tidak kurang dari 1 kali;

b. Perbandingan (Rasio) antara “Total Interest
Bearing Debt” terhadap “Total Ekuitas” setiap saat
tidak lebih dari 3,5 kali; dan

c. Perbandingan (Rasio) antara Profit sebelum
bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)
dengan Biaya Bunga setiap saat tidak kurang dari
1,5 kali.

rasio-rasio keuangan
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Negative Covenants
Nasabah waijib mendapat persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Bank apabila akan melakukan antara
lain tindakan-tindakan yang menurut pendapat
Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran
Nasabah kepada Bank, yaitu menjaminkan,
mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada
pihak lain atas Barang Jaminan.

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00154/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Permata Tbk. pada
tanggal 5 Februari 2021.

Akta Perjanjian Transaksi
Valuta Asing No. 49
tanggal 18 Oktober 2017,
yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., Notaris
di Jakarta, sebagaimana
telah diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
Perjanjian Transaksi Valuta
Asing No. 13 tanggal 15
Juli 2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H.,
Notaris di Jakarta

1. PT Bank
Permata Tbk
(“Bank”)

2. Perseroan
(“Nasabah”)

Bank memberikan fasilitas kredit berupa: Fasilitas
Uncommitted Foreign Exchange (Tod, Tom, Spot)
dengan limit sebesar LER Limit: USD 400,000.

Jaminan:

Jaminan Fidusia berupa tagihan/piutang dagang
milik Pemberi Fidusia yang telah ada dan/atau akan
dimiliki oleh Pemberi Fidusia, dengan nilai piutang
Rp1.219.627.216.470,- sebagaimana ternyata dalam
Daftar Piutang yang Diagunkan ke Bank Permata,
yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia tanggal
24 Juni 2019, termasuk piutang yang akan ada di
kemudian hari yang jumlahnya dari waktu ke waktu
tidak boleh kurang dari nilai Penjaminan sebesar
125% dari total Fasilitas Kredit yang diberikan oleh
Bank kepada Nasabah berdasarkan Akta Perubahan
Keempat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.
23 tanggal 5 Juli 2019, dan telah didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00611598.AH.05.02.Tahun 2019 tanggal 29
September 2019 dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp1.219.627.216.470,- nilai penjaminan sebesar
Rp1.156.250. 000.000,-.

Affirmative Covenants

Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut,

antara lain:

Nasabah harus menjaga

sebagai berikut:

a. Current Ratio setiap saat tidak kurang dari 1 kali;

b. Perbandingan (Rasio) antara “Total Interest
Bearing Debt” terhadap “Total Ekuitas” setiap saat
tidak lebih dari 3,5 kali; dan

c. Perbandingan (Rasio) antara Profit sebelum
bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)
dengan Biaya Bunga setiap saat tidak kurang dari
1,5 kali.

rasio-rasio keuangan

Negative Covenants
Nasabah waijib mendapat persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Bank apabila akan melakukan antara
lain tindakan-tindakan yang menurut pendapat
Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran
Nasabah kepada Bank, yaitu menjaminkan,
mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada
pihak lain atas Barang Jaminan.
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Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00154/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Permata Tbk. pada
tanggal 5 Februari 2021.
Akta Perjanjian Kredit No. 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada 28 April 2017
03 tanggal 5 Januari 2015 Tabungan Peminjam dalam jumlah total pokok pinjaman yang s/d
juncto Akta Addendum Pensiunan terdiri dari: 30 Juni 2021
Perjanjian Kredit No. 17 Nasional Tbk. - Fasilitas Loan on Note dengan jumlah
tanggal 17 Juni 2016, (“Bank”); Rp450.000.000.000,-;
yang keduanya dibuat di 2. Perseroan - Fasilitas Loan on Note T/R dengan jumlah
hadapan Lolani Kurniati (“Peminjam”) Rp50.000.00.000,-;
Irdham-Idroes, S.H., LL.M, - Fasilitas Guarantee dengan jumlah

Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah  beberapa
kali diubah dan terakhir
kali diubah dengan Akta
Addendum Ketujuh
Perjanjian Kredit No. 38
tanggal 23 Juni 2020,
yang ketiganya dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H.,
M.Kn, Notaris di Jakarta

Rp50.000.000.000,-;

- Fasilitas Loan on Note 2 (Account Receivable
Financing) dengan jumlah Rp50.000.000.000,-;

- Fasilitas Loan on Note 4 (Supplier Financing)
dengan jumlah Rp50.000.000.000,-;

- Fasilitas Loan on Note 3 dengan
Rp2.000.000.000.000,-.

jumlah

Jaminan Fidusia atas Tagihan/Piutang, sebagaimana
ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia (Atas Piutang)
No. 7 tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Akta Perubahan Il Jaminan Fidusia
(Atas Piutang) No. 5 tanggal 2 Juni 2017, yang
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris

di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00576073.
AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019
dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp790.421.033.440,- dan dengan nilai
penjaminan sebesar Rp500.000.000.000,-.

Affirmative Covenants

Harus memastikan ketentuan-ketentuan keuangan

sebagai berikut:

i. Utang terhadap Nilai Bersih dipertahankan tidak
lebih dari 2,5 banding 1,0;

ii. harus memastikan bahwa Interest Coverage Ratio
dipertahankan tidak kurang dari 1,5 banding 1,0;

iii. Rasio Lancar dipertahankan tidak kurang dari 1,0
banding 1,0.

Negative Covenants

Peminjam juga menyetujui bahwa, selama Pinjaman
atau jumlah lain yang waijib dibayar berdasarkan
Perjanjian ini masih belum dilunasi, Peminjam tidak
boleh tanpa persetujuan tertulis dari Bank, antara
lain:

Membuat atau menimbulkan utang tambahan atas
dana yang dipinjam atau kredit yang diberikan
(termasuk utang kontinjensi dengan jaminan atau
lainnya) selain dari pada yang dibuat dalam kegiatan
usaha sehari-hari, atau memberikan pinjaman
apapun kepada orang atau badan manapun (kecuali
dalam kegiatan usaha sehari-hari) atau memberikan
jaminan atau untuk kepentingan pihak manapun
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Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub dalam
Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00155/2021
tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan
Persetujuan Tindakan Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Tabungan Pensiun Nasional
Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021.

8. Akta Perjanjian Letter of 1. PT Bank
Credit No. 4 tanggal 5 Tabungan
Mei 2015, yang dibuat di Pensiunan
hadapan Lolani Kurniati Nasional Tbk.
Irdham-Idroes, S.H., (“Bank”);
LL.M., Notaris di Jakarta, 2. Perseroan
sebagaimana telah (“Peminjam”)
diubah  beberapa  kali
dan terakhir kali dengan
Akta Addendum Kelima
Perjanjian Letter of Credit
No. 39 tanggal 23 Juni
2020, vyang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H.,

Notaris di Jakarta

Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Commercial
L/C dengan jumlah Rp50.000.00 0.000,- untuk
Penerbitan Letter of Credit (“LIC”") dan L/C/Lokal/
SKBDN (sight dan usance) untuk memfasilitasi
pengadaan bahan baku terkait dengan aktifitas bisnis
Peminjam.

Jaminan Fidusia atas Tagihan/Piutang, sebagaimana
ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia (Atas Piutang)
No. 7 tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Akta Perubahan Il Jaminan Fidusia
(Atas Piutang) No. 5 tanggal 2 Juni 2017, yang
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris

di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00576073.
AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019
dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp790.421.033.440,- dan dengan nilai
penjaminan sebesar Rp500.000.000.000,-.

Negative Covenants

Peminjam juga menyetujui bahwa, selama Pinjaman
atau jumlah lain yang waijib dibayar berdasarkan
Perjanjian ini masih belum dilunasi, Peminjam tidak
boleh tanpa persetujuan tertulis dari Bank, antara
lain:

Membuat atau menimbulkan utang tambahan atas
dana yang dipinjam atau kredit yang diberikan
(termasuk utang kontinjensi dengan jaminan atau
lainnya) selain dari pada yang dibuat dalam kegiatan
usaha sehari-hari, atau memberikan pinjaman
apapun kepada orang atau badan manapun (kecuali
dalam kegiatan usaha sehari-hari) atau memberikan
jaminan atau untuk kepentingan pihak manapun

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub dalam
Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00155/2021
tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan
Persetujuan Tindakan Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Tabungan Pensiun Nasional
Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021.

28 April 2017
s/d
30 Juni 2021
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dan terakhir kali dengan
Akta Perubahan Perjanjian
Kredit No. 19 tanggal 10
Juli 2020, yang dibuat
di hadapan Adi Triharso,
S.H., Notaris di Jakarta

untuk pembiayaan pembelian impor dan lokal
untuk produk dan jasa untuk semua proyek;

b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Overdraft)
sebesar Rp25.000.000.000,- yang akan digunakan
untuk membiayai kebutuhan jangka pendek
Debitur seperti operasional, gaji, dan sebagainya.
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9. Akta  Perjanjian  Bank 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Jenis Fasilitas: 28 April 2017
Garansi No. 06 tanggal 5 Tabungan Guarantee dengan jumlah Rp50.000.00 0.000,- untuk s/d
Mei 2015, yang dibuat di Pensiunan menerbitkan payment bond, bid bond, performance 30 Juni 2021
hadapan Lolani Kurniati Nasional Tbk. bond dan maintenance bond untuk kegiatan bisnis
Irdham-Idroes, S.H., (“Bank”); Peminjam.

LL.M., Notaris di Jakarta, 2. Perseroan
sebagaimana telah (“Peminjam”)  Jaminan Fidusia atas Tagihan/Piutang, sebagaimana
diubah  beberapa  kali ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia (Atas Piutang)
dan terakhir kali dengan No. 7 tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana telah diubah
Akta Addendum Kelima terakhir dengan Akta Perubahan Il Jaminan Fidusia
Perjanjian Bank Garansi (Atas Piutang) No. 5 tanggal 2 Juni 2017, yang
No. 40 tanggal 23 Juni dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris
2020, vyang dibuat di di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor
hadapan Sri Ismiyati, S.H., Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam
Notaris di Jakarta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00576073.
AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019
dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp790.421.033.440,- dan dengan nilai
penjaminan sebesar Rp500.000.000.000,-.
Negative Covenants
Peminjam juga menyetujui bahwa, selama Pinjaman
atau jumlah lain yang waijib dibayar berdasarkan
Perjanjian ini masih belum dilunasi, Peminjam tidak
boleh tanpa persetujuan tertulis dari Bank, antara
lain:
Membuat atau menimbulkan utang tambahan atas
dana yang dipinjam atau kredit yang diberikan
(termasuk utang kontinjensi dengan jaminan atau
lainnya) selain dari pada yang dibuat dalam kegiatan
usaha sehari-hari, atau memberikan pinjaman
apapun kepada orang atau badan manapun (kecuali
dalam kegiatan usaha sehari-hari) atau memberikan
jaminan atau untuk kepentingan pihak manapun
Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub dalam
Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00155/2021
tanggal 28 Januari 2021 tentang Permohonan
Persetujuan Tindakan Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Tabungan Pensiun Nasional
Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021.

10. Akta Perjanjian Kredit No. 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit 11 Juli 2020
53 tanggal 24 Juni 2015, Maybank kepada Debitur dalam bentuk: s/d
yang dibuat di hadapan Indonesia Tbk. a. Fasilitas Letter of Credit (L/C) dan/atau Fasilitas 11 Juli 2021
Adi Triharso, S.H., Notaris (“Bank”); Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

di Jakarta Selatan dan 2. Perseroan Line (Sightl Usance/UPAS/UPAU) sebesar
telah beberapa kali diubah (“Debitur”) Rp1.000.000.000.000,- yang akan digunakan
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Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh
Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun juga
berdasarkan perjanjian- perjanjian yang sekarang
telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh
Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga manapun
juga, sebagaimana ternyata dalam Daftar Nilai
Tagihan Proyek yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia
kepada Penerima Fidusia tanggal 24 September
2019, berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia
No. 49 tanggal 24 September 2019, yang dibuat
di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris

Kota Jakarta  Selatan dan telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00690907.AH.05.02 Tahun 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.043.663.721. 533,-, dan
nilai penjaminan sebesar Rp1.025.000.000.000.-.

Affirmative Covenants

Persyaratan Keuangan (Financial Covenant)
a. Current Ratio minimal 1,00 kali.

b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,50 kali.

Negative Covenants

Debitur dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan
tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal,
antara lain:

Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali
atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun
selain pembayaran normal karena sifat usaha
Nasabah dan/atau penjamin.

Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Bank dalam hal-hal sebagai
berikut:

Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau
untuk mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk
menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang
dagang yang dibuat dalam rangak, menjalankan
usaha sehari-hari).

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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11. Akta Akad Line Fasilitas 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Musyarakah 11 Juli 2020
Pembiayaan Musyarakah Maybank Line iB (Invoice Financing) dengan jumlah setinggi- s/d
iB No 46 tanggal 24 Indonesia Tbk. tingginya sebesar Rp1.000.000. 000.000,- untuk 11 Juli 2021
September 2019, yang (“Bank”); pembiayaan kebutuhan modal kerja Nasabah
dibuat di hadapan Adi 2. Perseroan (general corporate purpose) termasuk pelunasan
Triharso, S.H., Notaris (“Debitur”) fasilitas invoice financing syariah yang diberikan

di Kota Jakarta Selatan
jo. Akta Perubahan Akad
Line Fasilitas Pembiayaan
Musyarakah iB No. 22
tanggal 10 Juli 2020, yang
dibuat di hadapan Adi
Triharso, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Selatan

Nasabah dari Bank..

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh
Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun
juga berdasarkan perjanjian- perjanjian yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga
manapun juga, sebagaimanaternyata d a | a m
Daftar Nilai Tagihan Proyek yang diserahkan oleh
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tanggal
24 September 2019, berdasarkan Akta Perubahan
Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 24 September
2019, yang dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H.,
Notaris Kota Jakarta  Selatan dan telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00690907.AH.05.02 Tahun 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.043.663.721. 533,-, dan
nilai penjaminan sebesar Rp1.025.000.000.000.-.

Affirmative Covenants

Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis
selambatnya 5 hari kerja setelah terjadi kejadian,
antara lain:

Mendapatkan pinjaman/pembiayaan modal kerja dari
bank lain.

Persyaratan Keuangan (Financial Covenant)
a. Current Ratio minimal 1,00 kali.
b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,50 kali.

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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12. Akta Akad Line Fasilitas 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Line Fasilitas 11 Juli 2020
Qardh No. 35 tanggal 11 Maybank Qardh untuk Debitur dengan jumlah setinggi- s/d
Juli 2018, yang dibuat di Indonesia Tbk. tingginya sebesar Rp1.000.000.000.000,-. Bank 11 Juli 2021

hadapan Adi Triharso, S.H., (“Bank”); menyediakan Fasilitas Qardh yang berfungsi sebagai
Notaris di Kota Jakarta 2. Perseroan talangan/pinjaman Debitur kepada Bank yang akan
jo. Akta Perubahan Akad (“Debitur”) digunakan oleh Debitur sebagai dana talangan

Line Fasilitas Qardh No.
21 tanggal 10 Juli 2020,
yang dibuat di hadapan Adi
Triharso, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Selatan

guna memenuhi Kewajiban Pembayaran Nasabah.
Tujuan penggunaan Line Fasilitas Qardh adalah
untuk dipergunakan sebagai pinjaman atau talangan
terhadap Kewajiban Pembayaran Nasabah yang
belum dilunasi oleh Debitur.

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh

Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun
juga berdasarkan perjanjian- perjanjian yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga
manapun juga, sebagaimanaternyata d a | a m
Daftar Nilai Tagihan Proyek yang diserahkan oleh
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tanggal
24 September 2019, berdasarkan Akta Perubahan
Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 24 September
2019, yang dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H.,
Notaris Kota Jakarta  Selatan dan telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00690907.AH.05.02 Tahun 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.043.663.721. 533,-, dan
nilai penjaminan sebesar Rp1.025.000.000.000.-.

Affirmative Covenants

Persyaratan Keuangan (Financial Covenant)
a. Current Ratio minimal 1,00 kali.

b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,50 kali.

Negative Covenants

Debitur dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan
tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal,
antara lain:

Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali
atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun
selain pembayaran normal karena sifat usaha
Nasabah dan/atau penjamin.

Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Bank dalam hal-hal sebagai
berikut:

Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau
untuk mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk
menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang
dagang yang dibuat dalam rangak, menjalankan
usaha sehari-hari).

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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13. Akta Akad Line Kafalah 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Line Kafalah bil 11 Juli 2020
Bil Ujrah No. 35 tanggal Maybank Ujrah dengan jumlah pagu maksimum sebesar s/d
11 Juli 2018, yang dibuat Indonesia Tbk. Rp1.000.000. 000.000,- untuk menjamin pembayaran 11 Juli 2021

di hadapan Adi Triharso, (“Bank”); tagihan/invoice merujuk kepada Dokumen Realisasi
S.H., Notaris di Kota 2. Perseroan Kafalah bil Ujrah guna membiayai modal kerja
Jakarta Selatan jo. Akta (“Debitur”) Nasabah melalui pembelian raw material dan

Perubahan Akad Line
Kafalah Bil Ujrah No. 20
tanggal 10 Juli 2020, yang
dibuat di hadapan Adi
Triharso, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Selatan

termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran
sub kontraktor, penyedia tenaga kerja yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yang diperoleh
dari supplier/sub kontraktor/penyedia tenaga kerja
Debitur.

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh
Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun
juga berdasarkan perjanjian- perjanjian yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga
manapun juga, sebagaimanaternyata d a | a m
Daftar Nilai Tagihan Proyek yang diserahkan oleh
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tanggal
24 September 2019, berdasarkan Akta Perubahan
Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 24 September
2019, yang dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H.,
Notaris Kota Jakarta  Selatan dan telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00690907.AH.05.02 Tahun 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.043.663.721. 533,-, dan
nilai penjaminan sebesar Rp1.025.000.000.000.-.

Affirmative Covenants

Persyaratan Keuangan (Financial Covenant)
a. Current Ratio minimal 1,00 kali.

b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,50 kali.

Negative Covenants

Debitur dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan
tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal,
antara lain:

Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali
atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun
selain pembayaran normal karena sifat usaha
Nasabah dan/atau penjamin.

Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Bank dalam hal-hal sebagai
berikut:

Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau
untuk mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk
menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang
dagang yang dibuat dalam rangak, menjalankan
usaha sehari-hari).

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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14. Akta Perjanjian Transaksi 1. PT Bank Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Transaksi 11 Juli 2020
Valuta Asing No. 55 Maybank Valuta Asing dengan pagu sebesar USD5,000,000, s/d
tanggal 24 Juni 2015, Indonesia Tbk. yang mencakup Transaksi Tom, Transaksi Spot, 11 Juli 2021

yang dibuat di hadapan (“Bank”); Transaksi Swap dan Transaksi Forward untuk
Adi Triharso, S.H., Notaris 2. Perseroan mengadakan transaksi jual atau transaksi beli valuta
di Kota Jakarta Selatan jo. (“Debitur”) asing yang mencakup Transaksi Tom, Transaksi

Akta Perubahan Perjanjian
Transaksi Valuta Asing No.
23 tanggal 10 Juli 2020,
yang dibuat di hadapan Adi
Triharso, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Selatan

Spot, Transaksi Forward dan Transaksi Swap.

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh
Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun
juga berdasarkan perjanjian- perjanjian yang
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan
dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga
manapun juga, sebagaimanaternyata d a |l a m
Daftar Nilai Tagihan Proyek yang diserahkan oleh
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tanggal
24 September 2019, berdasarkan Akta Perubahan
Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 24 September
2019, yang dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H.,
Notaris Kota Jakarta  Selatan dan telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.
W10.00690907.AH.05.02 Tahun 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.043.663.721. 533,-, dan
nilai penjaminan sebesar Rp1.025.000.000.000.-.

Affirmative Covenants

Persyaratan Keuangan (Financial Covenant)
a. Current Ratio minimal 1,00 kali.

b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,50 kali.

Negative Covenants

Debitur dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan
tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal,
antara lain:

Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali
atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun
selain pembayaran normal karena sifat usaha
Nasabah dan/atau penjamin.

Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Bank dalam hal-hal sebagai
berikut:

Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau
untuk mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk
menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang
dagang yang dibuat dalam rangak, menjalankan
usaha sehari-hari).

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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15. Akta Perjanjian Kredit 1. MUFG Bank Bank memberikan Fasilitas Penyelesaian Impor 18 November
No.94 tanggal 18 (d/h The Bank sebesar Rp1.000.000.000.000,-. 2020
November 2015, yang of Tokyo s/d
dibuat di hadapan Sri Mitsubishi Ufj. Jaminan: 18 November
Ismiyaiti, S.H., Notaris Ltd.) (“Bank”); Piutang dagang dengan nilai penjaminan sampai 2021
di Kota Jakarta Utara, 2. Perseroan dengan 120% dari nilai batas Fasilitas berdasarkan
yang telah beberapa kali (“Debitur”) Akta Perubahan Ill Jaminan Fidusia (Piutang) No. 46
dan terakhir kali diubah tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan
dengan Akta Perubahan Sri Ismiyati, S.H., dengan nilai objek jaminan sebesar
Atas Perjanjian Kredit No. Rp1.138.818.407.009,-.

44 tanggal 18 November

2020, yang dibuat di Affirmative Covenants

hadapan Sri Ismiyaiti, S.H., Mematuhi kewajiban-kewajiban keuangan berikut ini,

Notaris di Kota Jakarta termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

Utara berikut Lampirannya a. Current Ratio paling sedikit 1 kali;
b. Rasio antara hutang dengan ekuitas yang tidak

melebihi 2,50 kali.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
selambat- lambatnya 20 Hari kerja setelah terjadi
hal-hal antara lain:
Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu
pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali dalam
rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari
atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan
partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya
manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak
perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat MUFG Bank, Ltd Cabang Jakarta No.
074/02/GCIB/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang
Permohonan dan Persetujuan Aksi Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

16. Akta Perjanjian Kredit 1. MUFG Bank Bankmemberikan Fasilitas PinajamanJangkaPendek 18 November
No.68 tanggal 18 (d/h The Bank Tanpa Komitmen sebesar Rp500.000.000.000,- 2020
November 2016, yang of Tokyo untuk mendukung kebutuhan modal kerja Debitur. s/d
dibuat di hadapan Sri Mitsubishi Ufj. 18 November
Ismiyaiti, S.H., Notaris Ltd.) (“Bank”); Jaminan: 2021

di Kota Jakarta Utara,
yang telah beberapa kali
dan terakhir kali diubah
dengan Akta Perubahan
Atas Perjanjian Kredit No.
45 tanggal 18 November
2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyaiti, S.H.,
Notaris di Kota Jakarta
Utara berikut Lampirannya

2. Perseroan
(“Debitur”)

Piutang dagang dengan nilai penjaminan sampai
dengan 120% dari nilai batas Fasilitas berdasarkan
Akta Perubahan Ill Jaminan Fidusia (Piutang) No. 46
tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., dengan nilai objek jaminan sebesar
Rp1.138.818.407.009,-.

Affirmative Covenants

Mematuhi kewajiban-kewajiban keuangan berikut ini,

termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

a. Current Ratio paling sedikit 1 kali;

b. Rasio antara hutang dengan ekuitas yang tidak
melebihi 2,50 kali.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
selambat- lambatnya 20 Hari kerja setelah terjadi
hal-hal antara lain:

Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu
pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali dalam
rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari
atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan
partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya
manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak
perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
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17.

Akta Perjanjian Kredit No.
15 tanggal 13 Juni 2007,
yang dibuat di hadapan
Endang Betty Budiyanti
Moesigit, S.H., Notaris di
Jakarta jis Akta Perubahan
Terhadap Perjanjian Kredit
No. 4 tanggal 7 Oktober
2019 dan. Akta Perubahan
terhadap Perjanjian No.
29 tanggal 14 September
2020, yang dibuat di
hadapan Karin Christiana
Basoeki, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Pusat

1. PT Bank Pan
Indonesia
Tbk. (PT Bank
Panin Tbk.)
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Perseroan telah memperoleh persetujuan

sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan

| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap

Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub

dalam Surat MUFG Bank, Ltd Cabang Jakarta No.

074/02/GCIB/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang

Permohonan dan Persetujuan Aksi Korporasi PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya

Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana

Transaksi Perseroan.

Bank memberikan:

1. Fasilitas Pinjaman Money Market sebesar
Rp750.000.000.000,- untuk modal kerja umum;

2. Fasilitas SKBDN sebesar Rp750.000.000.000,-
untuk memfasilitasi pembelian bahan baku, bahan
baku pendukung, barang modal, mesin dan suku
cadang mesin; dan

3. Fasilitas Bank Garansi sebesar
Rp750.000.000.000,- atau setara dalam mata
uang USD untuk jaminan pembayaran uang muka
proyek, jaminan keikutsertaan tender proyek,
jaminan retensi proyek dan jaminan lainnya
sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Dengan suku bunga untuk 1 bulan sebesar Tingkat
Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan ditambah
2,25%, 3 bulan sebesar Tingkat Suku Bunga
Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 2,50%
dan 6 bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Lembaga
Penjamin Simpanan ditambah 2,75%.

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim
terhadap pihak ketiga yang sekarang telah dimiliki
oleh Pemberi Fidusia dan/atau di kemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan/dikerjakan
oleh Pemberi Fidusia sendiri dan/atau dikerjakan
bersama-sama (joint venture) antara Pemberi
Fidusia dan pihak ketiga siapapun juga berdasarkan
perjanjian yang sekarang telah dan/atau di kemudian
hari akan dibuat oleh Pemberi Fidusia sebagaimana
ternyata dalam Daftar Piutang yang Diagunkan ke
PT Bank Pan Indonesia Tbk tanggal 7 Oktober 2019
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 57 tanggal 30
Juni 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana
Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Perubahan
Jaminan Fidusia No. W10.00775174.AH.05.02
Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp486.456.184.298,-.

Affirmative Covenants

Selama Fasilitas Kredit masih berlaku dan
selama masih ada outstanding, menjaga dan
mempertahankan Ratio Keuangan, sebagai berikut:
i. Pinjaman berbunga dibagi total modal sendiri

(ekuitas) tidak melebihi 3 kali;

ii. EBITDA (laba sebelum pajak ditambah biaya
bunga pinjaman dan beban depresiasi dan
amortisasi) dibagi beban bunga pinjaman lebih
besar dari 1,6 kali;

Aktiva lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar
dari 1 kali.
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Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan
dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh
Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini,
maka Debitur harus memberitahukan dalam waktu 7
hari kalender kepada Bank setelah melakukan hal-
hal antara lain:

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan
kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak
ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha
Debitur sehari hari.

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00158/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Panin Tbk. pada tanggal
5 Februari 2021.

18.

Surat Fasilitas Perbankan 1.
kepada PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk No. 274/
IBD/EXT/20 tanggal 9
September 2020, yang
dibuat di bawah tangan 2.
dan bermeterai cukup

PT Bank Pan
Indonesia
Tbk. (PT Bank
Panin Tbk.)
(“Bank”);
Perseroan
(“Debitur”)

Bank memberikan Fasilitas Valuta Spot (Today &
Tomorrow), Forward dan Swap dengan plafond
sebesar USD5.000.000. Untuk menjaga kebutuhan
operasional Debitur akan valuta asing yang timbul
sehubungan adanya beberapa proyek di luar
negeri yang sedang dan akan dikerjakan Nasabah
denominasi USD.

Dengan suku bunga untuk 1 bulan sebesar Tingkat
Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan ditambah
2,25%, 3 bulan sebesar Tingkat Suku Bunga
Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 2,50%
dan 6 bulan sebesar Tingkat Suku Bunga Lembaga
Penjamin Simpanan ditambah 2,75%.

Jaminan:

Jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim
terhadap pihak ketiga yang sekarang telah dimiliki
oleh Pemberi Fidusia dan/atau di kemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan/dikerjakan
oleh Pemberi Fidusia sendiri dan/atau dikerjakan
bersama-sama (joint venture) antara Pemberi
Fidusia dan pihak ketiga siapapun juga berdasarkan
perjanjian yang sekarang telah dan/atau di kemudian
hari akan dibuat oleh Pemberi Fidusia sebagaimana
ternyata dalam Daftar Piutang yang Diagunkan ke
PT Bank Pan Indonesia Tbk tanggal 7 Oktober 2019
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 57 tanggal 30
Juni 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana
Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Perubahan
Jaminan Fidusia No. W10.00775174.AH.05.02
Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp486.456.184.298,-.

Affirmative Covenants:

Selama Fasilitas Kredit masih berlaku dan

selama masih ada outstanding, menjaga dan

mempertahankan Ratio Keuangan, sebagai berikut:

i. Pinjaman berbunga dibagi total modal sendiri
(ekuitas) tidak melebihi 3 kali;

ii. EBITDA (laba sebelum pajak ditambah biaya

bunga pinjaman dan beban depresiasi dan

amortisasi) dibagi beban bunga pinjaman lebih

besar dari 1,6 kali;

. Aktiva lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar

dari 1 kali.
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Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan
dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh
Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini,
maka Debitur harus memberitahukan dalam waktu 7
hari kalender kepada Bank setelah melakukan hal-
hal antara lain:

Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan
kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak
ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha
Debitur sehari hari.

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00158/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Panin Tbk. pada tanggal
5 Februari 2021.

19.

Akta Perjanjian Fasilitas 1. Perseroan

Kredit No. 24 tanggal 11

(“Debitur”);

April 2018, yang dibuat di 2. PT Bank

hadapan Sri Ismiyati, S.H.,
Mkn., Notaris di Jakarta jo
Perjanjian  Perpanjangan
Jangka Waktu Kredit No.
126/PPWK/V/20  tanggal
26 Mei 2020 yang dibuat
di bawah tangan dan
bermeterai cukup

Shinhan
Indonesia
(“Bank’)

Bank memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Demand
Loan dengan batas penggunaan maksimum
(jumlah pokok) sebesar Rp200.000.000.000,- untuk
membiayai modal kerja/investasi/konsumer Debitur.

Dengan suku bunga setiap penarikan bersifat bisa
dikondisikan (indicative) dimana suku bunga yang
dikenakan sebesar 7% sampai dengan 7,5%.

Affirmative Covenants:

Memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya
14 hari kalender setelah kejadian tersebut dibawah
ini, antara lain:

Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun kredit modal kerja, kecuali dalam
transaksi dagang yang lazim serta subordinate loan
dari para pemegang saham Debitur.

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00159/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Shinhan Indonesia pada
tanggal 5 Februari 2021.

26 Mei 2020
s/d
26 April 2021
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20. Akta Perjanjian Kredit 1. Perseroan Bank memberikan Pinjaman Tetap On Demand-A 18 Maret 2019
No. 51 tanggal 18 Maret (“Debitur”); sebesar Rp100.000.000.000,- yang dipergunakan s/d
2016, yang dibuat di 2. PT Bank ICBC untuk membiayai modal kerja dan proyek baru 14 Agustus 2021

hadapan Mellyani Noor Indonesia Debitur.

Shandra, S.H., Notaris (“Bank”)

di Jakarta yang telah Fasilitas Omnibus Line dengan plafond sampaijumlah
beberapa kali  diubah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,-
dan terakhir kali diubah yang dipergunakan  untuk = mengakomodasi

dengan Akta Perubahan
Terhadap Perjanjian
Kredit No. 42 tanggal 25
Agustus 2020, yang dibuat
di hadapan Ashoya Ratam,
S.H., Notaris di Jakarta

kebutuhan modal kerja dan proyek Debitur dan dapat
dipergunakan untuk anak perusahaan Debitur dan
proyek yang dikerjakan denga skema KSO (Kerja
sama Operasi).

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas Piutang dagang (A/R) milik
Debitur, termasuk piutang dagang yang akan datang
(sisa omzet kontrak) sehubungan dengan kontrak
pada proyek yang dijaminkan kepada Bank dengan
nilai penjaminan minimal 125% dari total plafond
Fasilitas Kredit, sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan atas Proyek yang diagunkan ke ICBC per
Februari 2017 berdasarkan Perubahan Akta Jaminan
Fidusia atas Tagihan Piutang Dagang No. 47 tanggal
16 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Mellyani
Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp390.428.666.657,- dan
nilai penjaminan sebesar Rp375.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada

Bank selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah

adanya perubahan/pelaksanaan terhadap hal-hal

sebagai berikut, antara lain:

- Menerima tambahan pinjaman dari pihak ketiga.

- Mempertahankan resiko keuangan, yaitu DER 3X
(tiga kali) (Hutang dengan bunga/ekuitas) yang
akan ditinjau secara triwulan.

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00160/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank ICBC Indonesia pada
tanggal 4 Februari 2021.
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Akta Perjanjian Fasilitas
Kredit No. 28 tanggal 17
Juni 2020, yang dibuat
di hadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta

. Perseroan

(“Debitur”);

. PT Bank

CTBC
Indonesia
(“Bank’)

Bank setuju memberikan Fasilitas Kredit kepada
Debitur berupa Fasilitas Omnibus Line:

a.

b.

g.
h.

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Short Term
Loan) sebesar Rp300.000.000.000,-

Fasilitas SuratKreditBerdokumenAtas Unjuk (Sight
Letter of Credit) sebesar Rp200.000.000.000,-

. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen

Berjangka (Usance Letter of Credit) sebesar
Rp200.000.000.000,-

. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Atas Unjuk (Local Sight Letter of Credit) sebesar
Rp200.000.000.000,-

. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Berjangka (Local Usance Letter of Credit) sebesar
Rp200.000.000.000,-

Fasilitas Usance Payable at Sight (UPAS) sebesar
Rp200.000.000.000,-

Fasilitas Usance Payable at Usance (UPAU)
sebesar Rp200.000.000.000,-

Fasilitas Akad Trust (Trust
Receipt) sebesar Rp200.000.000.000,-

Dengan ketentuan total pemakaian Fasilitas tersebut
di atas tidak boleh lebih dari Rp300.000.000.000,-.

Dengan ketentuan Bunga sebagai berikut:

a.

Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan):
JIBOR + 2,5% per tahun atau minimal 8% per
tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah
atau LIBOR + 2,5% per tahun atau minimal 3% per
tahun, untuk penarikan dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat, dihitung dari posisi debet Debitur
dan waijib dibayar setiap bulan pada Tanggal
Pembayaran Bunga atau sesuai periode yang
disetujui oleh Bank.

. Akad Trust (Trust Receipt): JIBOR + 2,5% per

tahun atau minimal 8% per tahun, dihitung dari
posisi debet Debitur dan wajib dibayar setiap
bulan pada Tanggal Pembayaran Bunga atau
sesuai periode yang disetujui oleh Bank.

. Usance Payable at Sight (UPAS): JIBOR + 2,25%

per tahun atau minimal 7,5% per tahun untuk
penarikan dalam mata uang Rupiah atau LIBOR
+ 2,25% per tahun atau minimal 2,5% per tahun,
untuk penarikan dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat, dihitung dari posisi debet Debitur dan waijib
dibayar setiap bulan pada Tanggal Pembayaran
Bunga atau sesuai periode yang disetujui oleh
Bank.

. Usance Payable at Usance (UPAU): JIBOR +

2,25% per tahun atau minimal 7,5% per tahun
untuk penarikan dalam mata uang Rupiah atau
LIBOR + 2,25% per tahun atau minimal 2,5% per
tahun, untuk penarikan dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat, dihitung dari posisi debet Debitur
dan waijib dibayar setiap bulan pada Tanggal
Pembayaran Bunga atau sesuai periode yang
disetujui oleh Bank.
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Untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja
umum Debitur, mendukung pengadaan bahan baku,
peralatan dan mesin-mesin melalui supplier lokal dan
impor Debitur serta membiaya dokumen-dokumen
impor Debitur melalui Surat Kredit Berdokumen
(Letter of Credit) dan/atau Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (Local Letter of Credit) yang diterbitkan
oleh Bank, dan oleh karena itu akan menggunakan
seluruh jumlah yang diberikan oleh Bank berdasarkan
Ketentuan dan Syarat- Syarat Umum Fasilitas
Kredit ini dalam atau untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan pembiayaan tersebut.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas semua dan setiap hak,
wewenang, tagihan-tagihan atau piutang yang
sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi
Fidusia terhadap pihak ketiga berdasarkan perjanjian
yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan
dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan pihak ketiga
manapun juga, termasuk akan tetapi tidak terbatas
pada tagihan atau piutang sebagaimana ternyata
dalam Daftar Objek Jaminan (Piutang) No. 1505/
Leg/V1/2020 tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan
Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 17 Juni
2020, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00299226.
AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan
nilai tagihan atau piutang keseluruhannya sebesar
Rp308.823.422.584,- dan nilai penjaminan sebesar
Rp300.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Debitur wajib menjaga dan mempertahankan rasio

keuangan Debitur pada setiap waktu yaitu:

a. Hutang Konsolidasi dibagi Ekuiti Konsolidasi < 3
kali.

b. Current Asset Konsolidasi dibagi Current Liabilities
Konsolidasi > 1 kali.

c. Pendapatan sebelum dikurangi Bunga, Pajak,
Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) Konsolidasi
dibagi Beban Pajak Konsolidasi > 2 kali.

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
oleh PT Bank CTBC Indonesia pada tanggal 5
Februari 2021.
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22. Akta Perjanjian Kredit No. 1. Perseroan Bank memberikan kepada Debitur Fasilitas Kredit 7 November
31 tanggal 7 November (“Debitur”); Jangka Pendek sebesar Rp200.000.000.000,- dan 2020
2019 vyang dibuat di 2. PT Bank Kredit Modal Kerja R/C Terbatas Switchable Non s/d
hadapan Sri Ismiyati, S.H., Pembangunan Cash Loan sebesar Rp400.000.000.000,-. Untuk 7 November
Notaris di Jakarta jo. Akta Daerah Jawa tujuan Kredit Jangka Pendek: modal kerja usaha 2021
Addendum | Perjanjian Barat dan jangka pendek Debitur dan Kredit Modal Kerja R/C
Kredit No. 7 tanggal 5 Banten Tbk. Terbatas Switchable Non Cash Loan berupa Supply
November 2020, vyang (“Bank”) Chain Financing (SCF): (i) modal kerja usaha Debitur,

dibuat di hadapan Karin
Christiana Basoeki, S.H.,
Notaris di Jakarta

(i) sebagai Backup Facility atas penerbitan Fasilitas
Supply Chain Financing (SCF), dan (iii) penerbitan
fasilitas non cash berupa supply chain financing.

Jaminan:

Piutang usaha milik Pemberi Fidusia baik yang
sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian
hari dimiliki oleh Pemberi Fidusia, sebagaimana
ternyata dalam Daftar Piutang yang Diagunkan ke
PT Bank BJB yang dibuat di bawah tangan pada
tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Akta Jaminan
Fidusia (Piutang) No. 8 tanggal 5 November 2020,
yang dibuat di hadapan Christiana Bosoeki, S.H.,
Notaris di Jakarta dengan nilai objek jaminan
sebesar Rp656.431.481.000,- dan nilai penjaminan
sebesar Rp600.000.000.000,- serta telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00490002.
AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 18 November 2020.

Affirmative Covenants:

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
selambat- lambatnya 14 hari kalender setelah terjadi
hal-hal sebagai berikut, antara lain

Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada
pemegang sahamnya.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit sebagaimana dimaksud

dalam Perjanjian Kredit ini belum lunas, tanpa

pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari

Bank, maka Debitur tidak diperkenankan untuk:

a. Memindahtangankan jaminan  kredit
diberikan kepada Bank.

b. Memperoleh Fasilitas Kredit dari pihak ketiga
untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai oleh
Bank.

c. Menjaminkan harta kekayaan Debitur
dijaminkan di Bank kepada pihak lain.

d. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh
pihak lain mengajukan permohonan kepada
Pengadilan  untuk dinyatakan pailit atau
penundaan pembayaran hutang.

e. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau
kewajiban Debitur atas Fasilitas Kredit kepada
pihak lain.

yang

yang

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00161/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021.
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23. Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank DKI Bank memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja 23 Juli 2020
No.77 tanggal 23 Juli (“Bank”); dengan jumlah sebesar Rp900.000.000.000,- yang s/d
2014, yang telah diubah 2. Perseroan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk 23 Juli 2021

beberapa kali dan (“Debitur’)  operasional Debitur, dengan rincian:

terakhir kali dengan Akta
Addendum VII Perjanjian
Kredit Modal Kerja No.
39 tanggal 21 Juli 2020,
yang keduanya dibuat di
hadapan Sri Ismiyati S.H.,
M.Kn, Notaris di Jakarta

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja — Pinjaman Rekening
Koran dengan limit sebesar Rp100.000.000.000,-;

2. Fasilitas Kredit Modal Kerja — Pinjaman Tetap
Berjangka Sublimit Kredit Money Market Line,
Bank Garansi dan SKBDN dengan limit sebesar
Rp600.000.000.000,-;

3. Fasilitas Non Cash Loan Sub Limit Fasilitas Kredit
Modal Kerja — Pinjaman Tetap Berjangka dengan
limit kredit sebesar Rp250.000.000.000,-.

Dengan suku bunga sebesar 9%per annum.

Jaminan:

Tagihan Debitur kepada pihak ketiga sebagaimana
ternyata dalam Daftar Piutang yang Diagunkan ke
Bank per Juli 2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan
nilai objek jaminan sebesar Rp161.650.803.636,-
dan nilai penjaminan sebesar Rp137.500.000.000,-
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No.
70 tanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana
ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.
W10.00037662.AH.05.02.Tahun 2015 tanggal 28
Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan
Akta Perubahan Il Jaminan Fidusia No. 62 tanggal
18 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta dengan objek penjaminan
Daftar Piutang yang Diagunkan ke Bank DKI
tanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Sertifikat Perubahan
Jaminan Fidusia No. W10.00344475.AH.05.02
Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp1.011.396.752.994,- dan
nilai penjaminan sebesar Rp810.000.000.000,-..

Affirmative Covenants:

Menjaga financial covenant/memiliki keuangan yang

baik yang tercermin pada laporan keuangannya,

antara lain:

a. Memelihara Current Ratio minimal 100%.

b. DER - Interest Bearing maksimal sebesar 450%.

c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1
kali.

d. Memelihara cash flow Debitur.

e. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan,
administrasi dan pengawasan keuangan sesuai
Prinsip- Prinsip Akuntansi yang berlaku di
Indonesia dan diterapkan secara terus menerus
untuk mencerminkan secara wajar keadaan
kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Debitur
melakukan hal-hal sebagai berikut:

Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari
lembaga keuangan lain, apabila tidak memenuhi
ketentuan financial covenant pada saat sebelum dan
sesudah mendapatkan fasilitas kredit tersebut.
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Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00165/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank DKI pada tanggal 4
Februari 2021.

24.

Akta  Perjanjian  Kredit
No. 89 tanggal 28 Januari
2019 jis. Akta Perubahan
| Perjanjian Kredit No.
08 tanggal 3 Maret 2020
yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., Notaris
di Jakarta dan Surat PT
Bank UOB Indonesia
No. 21/CBO/015 tanggal
27 Januari 2021 tentang

Perpanjangan Jangka
Waktu Fasilitas  Kredit,
yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai
cukup

1. Perseroan
(“Debitur”);

2. PT Bank UOB
Indonesia
(“Bank”)

Bank memberikan Fasilitas Multi Iption Trade Finance
(MOTF) dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000,-
untuk keperluan Fasilitas LC/SKBDN, Fasilitas Trust
Receipt, Fasilitas Bank Guarantee, Fasilitas Bill
Export Purchase Buyer, Fasilitas Revolving Credit
Facility. Untuk tujuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Trust Receipt: keperluan pelunasan L/C

dan/atau SKBDN.
b. Fasilitas BG: kebutuhan modal kerja Debitur.

c. Fasilitas BEP-Buyer: keperluan membiayai
pembelian bahan baku (barang dan jasa)
dan pembayaran subkontraktor ~ dengan

mendiskontokan piutang suplier.
d. Fasilitas RCF: membiayai kebutuhan umum
perusahaan.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas setiap hak, wewenang, tagihan-
tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki
oleh Pemberi Fidusia dan/atau di kemudian hari
akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh
Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga siapapun juga
berdasarkan perjanjian yang sekarang telah dan/atau
di kemudian hari akan dibuat oleh Pemberi Fidusia
dengan pihak ketiga manapun juga yang dibiayai
dengan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian
Kredit, sebagaimana ternyata dalam Daftar Piutang
yang Diagunkan ke PT Bank UOB Indonesia yang
dibuat di bawah tangan, tanggal 28 Januari 2019
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan/Piutang)
No. 90 tanggal 28 Januari 2019, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Perubahan
Jaminan Fidusia No. W10.00154493.AH.05.02
Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 dengan nilai objek
jaminan sebesar Rp569.091.303.856,- dan nilai
penjaminan sebesar Rp500.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan

perjanjian kredit dan selama jumlah terutang

belum dibayar penuh, Debitur berkewajiban untuk

memenuhi rasio finansial setiap saat sesuai dengan

rasio yang telah ditentukan sebagai berikut:

a. Debt/Equity maksimal sebesar 3,5 kali;

b. Interest Service Coverage Ratio (“ISCR”) minimal
sebesar 1,5 kali; dan

c. Current ratio minimal sebesar 1 kali.

Rasio Finansial diatas akan dihitung jangka waktu 90

hari dari akhir setiap semester dan jangka waktu 180

hari dari setiap akhir tahun fiskal selama masih ada

outstanding Fasilitas.

84

28 Januari 2021
s/d
28 Maret 2021



D>

No.

Perjanjian

Para Pihak

Deskripsi Singkat

Jangka Waktu

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00164/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank UOB Indonesia pada
tanggal 5 Februari 2021.

Perjanjian sehubungan Kegiatan Usaha

25.

Perubahan dan
Penegasan Kembali
Perjanjian Konsorsium
tanggal 11 Juli 2011, yang
dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup
dan telah dilegalisasi oleh
Yurisa Martanti, S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta dengan
No. 274/Leg/Not/VII/2011
tanggal 11 Juli 2011

1. Perseroan
(“Perseroan”)

2. PT Navigat
Energy (“NE”)

Para Pihak sepakat untuk mendirikan suatu
konsorsium dan dengan ini merupakan mereka
sendiri sebagai anggota konsorsium yang
tidak didirikan dengan tujuan mengeksekusi,
melaksanakan dan menyelesaikan Proyek.

NE memiliki Hak untuk Membeli (Call Option) sampai
30% dalam Konsorsium untuk maksimum 6 bulan
setelah tanggal pengoperasian komersial Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang dibangun
berdasarkan Pekerjaan (“Pembangkit’). Para Pihak

Perjanjian ini
akan berlaku, sah
dan mengikat
dan dapat
dilaksanakan
oleh Para Pihak
sejak tanggal
ditandatanganinya
Perjanjian ini.

akan menandatangani perjanjian Hak untuk Membeli
(Call Option) terpisah untuk mengatur prosedur
lebih rinci. Prosedur untuk melaksanakan Hak untuk
Membeli (Call Option) akan tunduk pada undang-
undang yang berlaku, termasuk undang-undang
BUMN, undang-undang PT dan undang-undang
tentang PT Tbk. Atas pelaksanaannya harga bagian
yang diminta adalah nilai nominal ditambah premi
20% per tahun (pro rata secara harian sejak letter
of credit dicarikan pertama kali) atas ekuitas yang
disyaratkan untuk Proyek, atau nilai pasar dari
porsi tersebut yang mana lebih tinggi, metode untuk
menentukan pasar akan disepakati dalam Perjanjian
Call Option

Masih terdapat kewajiban Perseroan terkait dengan
Proyek tersebut yaitu kewajiban serah terima Unit.
Perseroan telah melakukan Serah Terima Unit |
pada bulan September 2019 dan akan melakukan
Serah Terima Unit Il pada akhir bulan Oktober 2020,
dan ada kemungkinan Serah Terima Unit Il tersebut
tertunda dan akan dilakukan pada bulan November
2020. Berdasarkan konfirmasi Perseroan tanggal 1
Desember 2020, Serah Terima Unit Il masih belum
dilakukan.

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Informasi mengenai Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi Perseroan telah diungkapkan dalam
Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan-perubahan
adalah sebagai berikut:
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Perjanjian Kredit
1. Akta Perubahan dan 1. PT Bank Mandiri Bank menyetujui penambahan jumlah Fasilitas 11 Juni 2020
Penegasan  Perjanjian (Persero) Tbk. Kredit Modal Kerja Revolving dari Rp40.000.000.000 s/d
Kredit Modal Kerja (“Bank”) menjadi sebesar total Rp100.000.000.000 untuk 10 Juni 2021
(Revolving) No. KP- 2. Perseroan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek
CRO/013/PK-KMK/2010 (“Debitur”) konstruksi dengan suku bunga 9,50% per annum.

No. 06 tanggal 9 Juni
2016, yang dibuat di
hadapan Lolani Kurniati
Irdham-Idroes, S.H,
LL.M, Notaris di Jakarta
Selatan dan telah
beberapa kali diubah
terakhir kali dengan Akta
Addendum VI Perjanjian
Kredit Modal Kerja
(Revolving) No. KP-
CRO/013/PK-KMK/2010
No. 88 tanggal 23
November 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta

Jaminan_

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/
Karangrejo, seluas 1.773 m2, yang terletak di
Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang,
Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan
Karangrejo, sebagaimana diuraikan dalam Surat
Ukur No. 1543/1980 tanggal 11 Maret 1980
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas
nama Debitur tanggal 18 September 1991, yang
diikat dengan:

i. Hak Tanggungan Peringkat | sebesar
Rp2.157.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
1004/1999 tanggal 24 November 1999;

i. Hak Tanggungan Peringkat Il sebesar
Rp338.935.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
657/2003 tanggal 3 Maret 2003;

iii. Hak Tanggungan Peringkat Il sebesar
Rp723.215.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
6748/2004 tanggal 26 November 2004;

iv. Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar
Rp2.275.850.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
8362/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

v. Hak Tanggungan Peringkat V sebesar
Rp9.150.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
10247/2014 tanggal 14 Agustus 2014;

vi. Hak Tanggungan Peringkat VI sebesar
Rp9.232.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan No. 110 tanggal 26 November
2020.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00444/Kelapa
Dua Wetan, seluas 905 m2 sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur No. 00076/2006 tanggal 5 Juli
2006, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
tanggal 24 Juli 2006 yang diterbitkan di Jakarta
Timur dan tercatat atas nama Debitur dan Sertikat
Hak Guna Bangunan No. 00436/Kelapa Dua
Wetan, seluas 4.955 m2 sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur No. 00123/2005 tanggal
20 Oktober 2005, berdasarkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan tanggal 31 Oktober 2005 yang
diterbitkan di Jakarta Timur dan tercatat atas
nama Debitur yang terletak di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta
Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Kelapa
Dua Wetan yang diikat dengan:

i. Hak Tanggungan Peringkat | sebesar
Rp4.000.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
2667/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
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ii. Hak Tanggungan Peringkat Il sebesar
Rp1.000.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
4611/2008 tanggal 10 November 2008;

iii. Hak Tanggungan Peringkat Il sebesar
Rp6.750.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
04527/2014 tanggal 8 September 2014;

iv. Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar
Rp6.750.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.
06208/2014 tanggal 1 Desember 2014; dan

v. Hak Tanggungan Peringkat V sebesar
Rp13.662.000.000,- sebagaimana ternyata
dalam Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan No. 111 tanggal 26 November
2020.

. Piutang/tagihan yang dimiliki Debitur berdasarkan

Kontrak Proyek, yang diikat dengan Akta
Perubahan XlII Jaminan Fidusia No. 90 tanggal
23 November 2020, yang dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10.00035693.AH.05.02 Tahun 2021
tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti objek
berupa Daftar Tagihan atas Proyek yang Diagunkan
ke Mandiri per Juni 2019 yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai cukup dan ditandatangani
oleh Pemberi Fidusia dengan nilai objek jaminan
sebesar Rp15.803.701.916.411,- dan nilai
penjaminan sebesar Rp16.000.000.000.000,-;

. Seluruh persediaan/stock barang baik yang

sekarang ada maupun yang akan dimiliki di
kemudian hari oleh Debitur, yang diikat dengan
Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 11 Mei
2001, yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo
Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W7-1752 HT.04.06.TH.2001 tanggal
16 Juli 2001 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Akta Perubahan XI Jaminan
Fidusia (Atas Barang Persediaan) No. 64 tanggal
23 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati,
S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia, dan telah diubah
terakhir sebagaimana ternyata dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia No. W10.00349626.AH.05.02
Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai
objek jaminan sebesar Rp258.357.368.200,- dan
nilai penjaminan sebesar Rp581.833.787.695,-;

. Omzet Kontrak Proyek milik Debitur, baik yang

telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari yang telah diikat dengan Akta Perubahan
Kesepuluh Cessie atas Omzet Kontrak Proyek
No. 91 tanggal 23 November 2020, yang dibuat
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta sebagai Jaminan dengan nilai
objek jaminan dan nilai penjaminan sebesar
Rp29.043.302.620.683,-.
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(selanjutnya disebut dengan “Jaminan Bank Mandiri”)

Affirmative Covenants

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.

Menjaga rasio keuangan:
a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

Akta Perubahan
Penegasan  Perjanjian
Kredit Modal Kerja

dan 1. PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk.
(“Bank”)

(Transaksional) No. KP- 2. Perseroan

CRO/014/PK-KMK/2010
No. 07 tanggal 9 Juni
2016, yang  dibuat
di hadapan Lolani
Kurniati  Irdham-Idroes,
S.H., LL.M, Notaris di
Jakarta Selatan dan
telah  beberapa  kali
diubah  terakhir  kali
dengan Akta Addendum
VIl Perubahan dan
Penegasan  Perjanjian
Kredit Modal Kerja
(Transaksional) No. KP-
CRO/014/PK-KMK/2010
No. 87 tanggal 23
November 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta.

(“Debitur”)

Bank menyetujui penambahan jumlah Fasilitas
Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar
Rp900.000.000.000,- untuk (i) tambahan modal
kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek Jasa
Konstruksi dengan bouwheer BUMN Group dan/
atau yang dibiayai oleh dana APBN, khusus untuk
proyek-proyek di dalam negeri, baik untuk proyek
baru maupun untuk membiayai proyek yang pernah
diajukan atau dibiayai sebelumnya oleh Fasilitas
Kredit dan telah dilunai sepanjang masih terdapat sis
kontrak atau sisa termin lebih besar dari 50% dari
nilai kontrak bruto; (ii) proyek-proyek yang dapat
dibiaai tersebut termasuk untuk proyek joint operation
atau konsorsium yang menjadi porsi Debitur dengan
suku bunga 8,65% per annum. Untuk Tambahan
modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek
Jasa Konstruksi dengan bouwheer Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Group dan/atau yang dibiayai
oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN), khusus untuk proyek- proyek di dalam
negeri, baik untuk proyek baru (proyek yang belum
pernah diajukan pembiayaannya) maupun untuk
membiayai proyek yang pernah diajukan atau
dibiayai sebelumnya oleh Fasilitas Kredit dan telah
dilunasi, sepanjang masih terdapat sisa kontrak
atau sisa termin lebih besar dari 50% dari nilai
kontrak bruto. Proyek-proyek yang dapat dibiayai
tersebut termasuk untuk proyek Joint Operation atau
Konsorsium yang menjadi porsi Debitur.

Jaminan
Jaminan Bank Mandiri.

Affirmative Covenants

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.
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Menjaga rasio keuangan:
a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

Akta Perubahan
Penegasan  Perjanjian
Pemberian Fasilitas
Non Cash Loan Dengan
Fasilitas Trust Receipt
No. KP-CRO/015/
PNCL/2008 No. 08
tanggal 9 Juni2016, yang
dibuat di hadapan Lolani
Kurniati  Irdham-Idroes,
S.H., LL.M, Notaris di
Jakarta Selatan dan
telah  beberapa  kali
diubah dan terakhir kali
dengan Akta Addendum
IX Pemberian Fasilitas
Non Cash Loan Dengan
Fasilitas Trust Receipt

No. KP-CRO/015/
PNCL/2008 No. 85
tanggal 23 November

2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati,
S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta.

dan 1. PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk.
(“Bank”)

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank menyetujui pemberian Fasilitas Revolving Non

Cash Loan dengan ketentuan:

a. Bank Garansi sebesar Rp11.750.000.000.000,-
digunakan untuk kepentingan Debitur dan
pihak ketiga yang terkait yang merupakan joint
operation/joint venture.

b. Fasilitas  Letter of Credit/Surat  Kredit
Berdokumen Dalam  Negeri  (LC/SKBDN)
sebesar  Rp3.000.000.000.000,-  digunakan

untuk proyek yang dibiayai atau dikerjakan
dan tidak boleh digunakan untuk impor barang
modal sublimit Fasilitas Trust Receipt (TR)
sebesar Rp800.000.000.000,- digunakan untuk
menampung kewajiban impor/SKBDN yang tidak
dapat dilakukan pelunasan pada saat jatuh tempo.

c. Fasilitas Supplier Financing | (SF 1) sebesar
Rp3.000.000.000.000,- dihunakan untuk
pembiayaan SF kepada supplier/sub kontraktor
atas dasar akseptasi invoice Debitur dan dapat
digunakan untuk membiayai proyek KSO sesuai
porsi Debitur pada KSO tersebut.

d. Fasilitas Supplier Financing Il (SF 1) sebesar
Rp2.500.000.000.000,- dihunakan untuk
pembiayaan SF kepada supplier/sub kontraktor
atas dasar akseptasi invoice Debitur dan dapat
digunakan untuk membiayai proyek KSO sesuai
porsi Debitur pada KSO tersebut..

Jaminan
Jaminan Bank Mandiri.

Affirmative Covenants

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.

Menjaga rasio keuangan:
a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%

Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

23 November
2020
s/d
10 Juni 2021
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4. Akta Perubahan dan 1. PT Bank Mandiri Bank memberikan fasilitas kredit Fasilitas Treasury 11 Juni 2020
Penegasan  Perjanjian (Persero) Tbk. Line sebesar USD40.000.000 untuk melakukan s/d
Jasa Pelayanan (“Bank”) transaksi jual beli USD/IDR valuta hari ini atau esok 10 Juni 2021
Transaksi Treasury 2. Perseroan dan untuk melakukan transaksi spot dan forward sell
Line No. KP-CRO/028/ (“Debitur”) guna mengurangu resiko kurs (hedging).

PFL/2010 No. 10 tanggal

9 Juni 2016, yang dibuat Jaminan

di hadapan Lolani Jaminan Bank Mandiri.

Kurniati  Irdham-Idroes,

S.H., LL.M, Notaris di Affirmative Covenants

Jakarta Selatan dan Debitur memberitahukan secara tertulis kepada

telah  beberapa  kali Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:

diubah  terakhir  kali Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari

dengan Akta Addendum lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit

VI Perubahan  dan investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali

Penegasan  Perjanjian dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta

Jasa Pelayanan subordinated loan dari para pemegang saham

Transaksi Treasury Debitur.

Line No. KP-CRO/028/

PFL/2010 No. 89 tanggal Menjaga rasio keuangan:

23 November 2020, a. Current Ratio di atas 100%; dan

yang dibuat di hadapan b. Leverage maksimal sebesar 350%

Sri Ismiyati, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta. Perseroan  telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

5. Surat Penawaran 1. PT Bank Mandiri Bank memberikan Fasilitas  Invoice Financing 19 Mei 2020
Pemberian Kredit (Persero) Tbk. dengan limit maksimal sebesar Rp500.000.000.000,- s/d
(SPPK)  Perpanjangan (“Bank”) untuk  mempercepat penerimaan dana hasil 10 Juni 2021
Jangka Waktu dan 2. Perseroan penjualan barang/jasa, khusus untuk proyek dengan
Tambahan Fasilitas (“Debitur”) bouwheer BUMN Group dan/atau yang dibiayai oleh
Kredit No. CBG.CB2/ dana APBN yang diaksep oleh Bank.

SCD.SPPK.029/2019
tanggal 20 Mei 2019,
yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai

cukup, sebagaimana
telah diubah
terakhir  kali dengan
Surat Penawaran
Pemberian Kredit
(SPPK) Perpanjangan
Jangka Waktu dan
Perubahan  Ketentuan
No. CBG.CB2/SCD.
SPPK.03/2020 tanggal
19 Mei 2020, yang

dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup

Jaminan
Jaminan Bank Mandiri.

Affirmative Covenants:

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.

Menjaga rasio keuangan:
a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.
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Akta Perjanjian 1. PT Bank Mandiri

Kredit Modal Kerja
Transaksional Il No.
WCO.KP/298/KMK/2020
No. 84 tanggal 23
November 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta

(Persero) Tbk.
(“Bank”)

2. Perseroan

(“Debitur”)

Bank menyetujui penambahan jumlah Fasilitas
Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar
Rp1.000.000.000.000,- untuk (i) tambahan modal
kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek Jasa
Konstruksi dengan bouwheer BUMN Group dan/
atau yang dibiayai oleh dana APBN, khusus untuk
proyek-proyek di dalam negeri, baik untuk proyek
baru maupun untuk membiayai proyek yang pernah
diajukan atau dibiayai sebelumnya oleh Fasilitas
Kredit dan telah dilunai sepanjang masih terdapat
sisa kontrak atau sisa termin lebih besar dari 50%
dari nilai kontrak bruto; (ii) proyek-proyek yang
dapat dibiayai tersebut termasuk untuk proyek
joint operation atau konsorsium yang menjadi porsi
Debitur dengan suku bunga 8,65% per annum.
Jaminan

Jaminan Bank Mandiri.

Affirmative Covenants:

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.

Menjaga rasio keuangan:
a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

23 November
2020
s/d
10 Juni 2021

Akta Perjanjian Fasilitas 1. PT Bank Mandiri

Term Loan No. WCO.
KP/299/TLN/2020  No.

(Persero) Tbk.
(“Bank”)

86 tanggal 23 November 2. Perseroan

2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati,
S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta

(“Debitur”)

Bank menyetujui penambahan jumlah Fasilitas Kredit
Kredit Term Loan Non Revolving, Advised, Commited
sebesar Rp1.000.000.000.000,- untuk pembiayaan
Defisit Cash Flow Bridging Penawaran Umum
Berkelanjutan (PUB) dalam rangka refinancing jatuh
tempo Komodo Bonds atas nama Debitur dengan
suku bunga 9,50% per annum dengan avaibility
period sampai dengan 31 Januari 2021. Untuk
modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek
konstruksi.

Jaminan
Jaminan Bank Mandiri.

Affirmative Covenants:

Debitur memberitahukan secara tertulis kepada
Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender:
Memperoleh fasilitas kredit atas pinjaman dari
lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas kredit
investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali
dalam rangka transaksi dagang yang lazim serta
subordinated loan dari para pemegang saham
Debitur.

Menjaga rasio keuangan:

a. Current Ratio di atas 100%; dan
b. Leverage maksimal sebesar 350%.
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Pembayaran Dipercepat:
Debitur telah memberitahukan secara tertulis terlebih

dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari
kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat
tersebut

Perseroan telah  melakukan  pemberitahuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 kepada Bank sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.
DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima
dan disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
pada tanggal 4 Februari 2021.

Akta
Pemberian
Kredit  Modal
Konstruksi
No.73 tanggal 30
November 2006 yang
dibuat di hadapan Emi
Susilowati, S.H., Notaris
di Jakarta, dan telah
beberapa kali diubah
terakhir kali dengan Akta
Addendum Persetujuan
Pemberian Fasilitas
Kredit Modal Kerja
No. 125 tanggal 29
Desember 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

Fasilitas
Kerja
Plafond

Persetujuan 1. PT Bank Rakyat

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank setuju memberikan plafond Fasilitas Modal
Kerja Konstruksi dalam bentuk Rekening Koran
(R/K) Maksimum CO Tetap dengan plafond sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Dengan suku bunga sebesar 9,25% per tahun.
Tujuan penggunaan fasilitas kredit ini sehubungan
dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada
Debitur yang digunakan untuk tambahan modal
kerja.

Jaminan

Agunan Pokok:

a. Piutang usaha milik Debitur dengan nilai
penjaminan  sebesar Rp524.000.000.000,-,
yang diikat dengan Akta Jamnan Fidusia No.
131 tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta; dan

b. Piutang usaha yang timbul dari omzet kontrak
proyek yang dikerjakan oleh Debitur yang dibiayai
oleh Bank dengan nilai penjaminan setiap saat
minimal sebesar Rp 12.460.000.000.000,- yang
diikat dengan Akta Perubahan Cessie No. 130
tanggal 20 Desember 2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta.

Agunan Tambahan:

a. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 4/Kembangkuning,
dengan luas tanah 124.417 m? dan luas
bangunan 12.441 m? terletak di Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi,
Kelurahan Kembangkuning, tercatat atas
nama Perseroan, demikian berikut bangunan-
bangunan yang sekarang ada maupun
yang akan didirikan di atas tanah tersebut
di kemudian hari dan segala turunannya,
yang menurut sifat dan peruntukannya atau
menurut  peraturan  perundang-undangan
dapat dianggap sebagai benda tetap dan atas
tanah tersebut yang telah dibebani dengan:

i Hak Tanggungan Peringkat | dengan
nilai Rp45.000.000.000,- sebagaimana
ternyata dalam Sertifikat Hak
Tanggungan No. 943/2010 tanggal 27
September 2010; dan

ii. Hak Tanggungan Peringkat Il dengan
nilai Rp62.000.000.000,- sebagaimana
ternyata dalam dalam Sertifikat Hak
Tanggungan No. 4092/2016 tanggal 3
Maret 2016.
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b. Tanah dan Bangunan Diklat dan Gudang Arsip
dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00410/
Kelapa Dua Wetan, dengan luas tanah 5.710
m2 dan luas bangunan 1.474 m2, terletak di
Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta
Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Kelapa
Dua Wetan, yang telah dipecah menjadi dua
SHGB vyaitu:

i SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan
tanggal 24 Juni 2002, diterbitkan di
Jakarta, tercatat atas nama Perseroan,
dengan luas tanah 4.894 m2
sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur
No. 23/2002 tanggal 19 Juni 2002; dan

ii. SHGB No. 456/Kelapa Dua Wetan,
diterbitkan di Jakarta tanggal 2 Maret
2010, tercatat atas nama Perseroan,
dengan luas tanah 816 m? sebagaimana
ternyata dalam Surat Ukur No. 00024/
Kelapa Dua Wetan/2010 tanggal 17
Februari 2010;

yang telah dibebani dengan:

i Hak Tanggungan Peringkat | dengan
nilai Rp7.600.000.000,- sebagaimana
ternyata dalam Sertifikat Hak
Tanggungan No. 3086/2010 tanggal 25
Agustus 2010;

ii. Hak Tanggungan Peringkat Il dengan
nilai Rp4.400.000.000,- sebagaimana
ternyata dalam Sertifikat Hak
Tanggungan No. 01606/2016 tanggal 11
April 2016.

(Selanjutnya disebut “Jaminan Bank BRI”).

Negative Covenants:

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara
lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal, antara lain:
Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga
keuangan lainnya sepanjang tidak menyebabkan
Ratio DER melebihi 567%.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.
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9. Akta Persetujuan 1. PT Bank Rakyat Bank setuju memberikan plafond Fasilitas Modal 30 November
Pemberian Fasilitas Indonesia Kerja Konstruksi dalam bentuk Pseudo Rekening 2020
Kredit Modal Kerja (Persero) Tbk Koran (R/K) Maksimum CO Tetap dengan plafond s/d
Konstruksi No.56 (“Bank”); sebesar Rp400.000.000.000,- dengan suku bunga 30 November
tanggal 27 Februari 2. Perseroan 9,25% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas kredit 2021
2009 vyang dibuat di (“Debitur”) ini yaitu untuk tambahan modal kerja proyek yang
hadapan Sri Ismiyati, ditangani Debitur, khusus proyek sebagai berikut:

S.H., Notaris di Jakarta, a. Reklamasi Kalibaru Semarang;

dan telah beberapa b. Bendungan Tiga Dihaji Paket 4;

kali diubah terakhir kali c. Irigasi Sei Silau, Sumut (Deli Serdang);

dengan Akta Addendum d. PLTU 1x1000 MW Cilacap Expansion.

Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dapat dipergunakan untuk proyek

Fasilitas Kredit Modal baru yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha

Kerja Konstruksi No. 126 Milik Negara di luar proyek tersebut sepanjang

tanggal 29 Desember Debitur telah menyerahkan dokumen-dokumen

2020, yang dibuat di proyek dan mendapat persetujuan Bank.

hadapan Sri Ismiyati,

S.H., Notaris di Jakarta Jaminan
Jaminan Bank BRI.
Negative Covenants:
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara
lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal, antara lain:
Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga
keuangan lainnya sepanjang tidak menyebabkan
Ratio DER melebihi 567%.
Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

10. Akta Perjanjian 1. PT Bank Rakyat Bank setuju memberikan Fasilitas Non Cash 30 November
Pemberian Fasilitas Indonesia Loan sebesar Rp10.000.000.000.000,-. Tujuan 2020
Bank Garansi/SBLC dan (Persero) Tbk penggunaan fasilitas ini yaitu: s/d
PJI/Trust Receipt No.74 (“Bank”); 1. Bank Garansi (BG) digunakan untuk penerbitan 30 November
tanggal 30 November 2. Perseroan jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan 2021
2006 yang dibuat di (“Debitur”) pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, jaminan

hadapan Emi Susilowati,
S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah  beberapa
kali diubah terakhir kali
dengan Akta Addendum

Perjanjian Pemberian
Fasilitas Non Cash Loan
No. 127  tanggal 29

Desember 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

pembayaran dan jaminan pengadaan barang;

2. Standby Letter of Credit (SBLC) digunakan untuk
keperluan jaminan pembayaran ke supplier atau
pihak lain;

3. Forfaiting digunakan untuk pengambialihan hak
tagih sub-kontraktor, supplier dan mandor kepada
Debitur dan untuk kepentingan joint operation;

4. Penangguhan Jaminan Impor (PJI__/trust Receipt
(TR) digunakan untuk pembelian barang dalam
rangka proyek yang dikerjakan Debitur baik dari
luar negeri maupun dalam negeri;

5. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP)
digunakan untuk pembiayaan modal kerja jangka
pendek.

Jaminan
Jaminan Bank BRI.

Negative Covenants:

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara
lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal, antara lain:
Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga
keuangan lainnya sepanjang tidak menyebabkan
Ratio DER melebihi 567%.
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Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

1.

Akta
Pemberian Fasilitas
Foreign Exchange Line
No.17 tanggal 6 Januari
2010 yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah beberapa
kali diubah terakhir kali
dengan Akta Addendum
Perjanjian Pemberian
Fasilitas Foreign
Exchange Line No. 128
tanggal 20 Desember
2020, yang dibuat di
hadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta

Perjanjian 1. PT Bank Rakyat

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank setuju memberikan jasa pelayanan transaksi
Foreign Exchange Line berupa Today, Tomorrow,
Spot, Forward, dan Swap kepada Debitur yang
bersifat Uncommitted.

Bank tidak berkewajiban memberikan Fasilitas Forex
Line kepada Debitur dan Fasilitas Transaksi Forex
Line merupakan hak penuh Bank, sehingga Bank
dapat menolak pemberian transaksi forex tanpa
alasan apapun.

Tujuan perjanjian yaitu memberikan pelayanan
transaksi Today, Tomorrow, Spot, Forward, dan
Swap untuk melindungi terhadap risiko fluktuasi
kurs nilai Dolar Amerika Serikat, Europe, dan Yen
terhadap Rupiah atau sebaliknya.

Pagu Transaksi Foreign Exchange Line secara
kumulatif setinggi-tingginya sebesar USD 10,000,000
(sepuluh juta Dollar Amerika) atau equivalen.

Transaksi Foreign ~ Exchange  Line  tidak
diperkenankan menjadi efektif/Fasilitas Cash Loan.

Jaminan

a. Jaminan Transaksi Foreign
Tomorrow dan Spot sebesar 0%
transaksi.

b. Jaminan Transaksi Foreign Exchange Line Today
sebesar 0%.

Exchange Line
dari nilai

Negative Covenants:

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara
lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal, antara lain:
Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga
keuangan lainnya sepanjang tidak menyebabkan
Ratio DER melebihi 567%.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

30 November
2020
s/d

30 November
2021
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Akta
Pinjaman Transaksi
Khusus No. 129 tanggal
29 Desember 2020 yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

Perjanjian 1. PT Bank Rakyat

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank setuju memberikan Fasilitas Kredit Non
Revolving sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun. Tujuan
penggunaan fasilitas kredit ini untuk dana talangan
atas penerbitan penawaran umum berkelanjutan
obligasi atau sukuk tahun 2020 dan 2021 tahap Il
dan selanjutnya. Dengan avaibility period sejak 29
Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021.

Jaminan

a. Dana atas penerbitan penawaran umum
berkelanjutan obligasi atau sukuk tahun 2020
dan 2021, yang akan diikat dalam bentuk
perjanjian  cessie dengan nilai sebesar
Rp1.000.000.000.000,-;

b.Rekening penampungan atas dana penawaran
umum berkelanjutan obligasi atau sukuk tahun
2020 dan 2021, yang akan diikat dalam bentuk
perjanjian gadai dengan nilai sebesar Pre Memory
(PM); dan

c. Piutang proyek-proyek yang dikerjakan Debitur,
yang diikat dalam bentuk perjanjian cessie dengan
nilai sebesar Pre Memory (PM).

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

29 Desember
2020
s/d

31 Desember
2021

13.

Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Rakyat

No. 27 tanggal 21 Mei
2010 yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah  beberapa
kali diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
Kesepuluh Perjanjian
Kredit No. 27 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Maksimum Kredit yang diberikan Bank kepada
PenerimaKreditadalahsebesarRp300.000.000.000,-
yang terdiri atas:

a. Fasilitas  Kredit
Revolving:

i. existing sebesar Rp150.000.000.000,-
ii. tambahan sebesar Rp150.000.000.000,-

b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Promes existing
sebesar Rp150.000.000.000,- dan tambahan
sebesar Rp50.000.000.000,-.

Dengan bunga efektif 9,25% p.a. Untuk Pengerjaan

proyek-proyek yang dimenangkan baik proyek

pemerintah maupun swasta.

Modal Kerja RC Terbatas/

Jaminan

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020,
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris
di Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.

Affirmative Covenants:

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap
peristiwa di bawah ini, antara lain:

Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika
pinjaman diterima dalam rangka kegiatan operasional
perusahaan yang berkaitan dengan usahanya.
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Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk, antara lain:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

14.

Akta Perjanjian Fasilitas 1. PT Bank Rakyat

Kredit Tidak Langsung
(Non Cash Loan) No.
28 tanggal 21 Mei 2010
yang dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, dan
telah  beberapa  kali
diubah  terakhir  kali
dengan Akta Perubahan
XII Perjanjian Pemberian
Fasilitas Kredit Tidak
Langsung (Non Cash
Loan) No. 29 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Bank memberikan fasilitas  kredit sebesar
Rp3.500.000.000.000,- yang terdiri atas:

1. Fasilitas existing sebesar Rp2.500.000.000.000,-;
2. Fasilitas tambahan sebesar

Rp1.000.000.000.000,-.

Bunga fasilitas T/R sebesar 10,00% untuk fasilitas
Supply Chain Financing (SCF) berlaku tingkat bunga
(diskonto), provisi dan biaya administrasi ditetapkan
oleh Divisi Internasional Bank secara mingguan.

Untuk tujuan:

- Garansi Bank/SBLC: untuk keperluan
penjaminan tender/luang muka/pelaksanaan /
pemeliharaan/ pembayaran/pe njaminan lainnya
untuk proyek-proyek pemerintah/swasta;

- Penerbitan irrevocable L/C atau SKBDN untuk
pembelian barang yang berasal dari dalam
negeri dan/atau luar negeri;

- Supply Chain Financing (SCF) dengan skim
Open Account Financing (OAF) secara manual
maupun otomasi untuk pembiayaan invoice/
tagihan supplier/subkon traktor yang telah
diakseptasi oleh oleh Penerima Kredit; dan

- Penerima Trust Receipt (T/R): untuk menampung
pembayaran kewajiban yang timbul atas L/C/
SKBDN yang dibuka secara sight atau usance
untuk menampung kewajiban SCF yang jangka
waktunya belum mencapai 180 hari.
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Jaminan

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020,
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris
di Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.

Affirmative Covenants:

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap
peristiwa di bawabh ini, antara lain:

Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika
pinjaman diterima dalam rangka kegiatan operasional
perusahaan yang berkaitan dengan usahanya.

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa
pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk, antara lain:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.
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15. Akta Perjanjian 1. PT Bank Rakyat Bank setuju untuk melakukan satu atau beberapa 21 Mei 2020
Pemberian Forex Line Indonesia Transaksi Forex dengan Nasabah sampai dengan s/d
No.107 tanggal 25 Juli (Persero) Tbk pagu Forex Line sebesar USD10,000,000 (revolving 20 Mei 2021

2014, yang dibuat di (“Bank”); uncommitted facility) setelah Nasabah memenuhi
hadapan M. Nova Faisal, 2. Perseroan semua ketentuan dan syarat-syarat yang telah
S.H., M.Kn, Notaris di (“Debitur”) ditentukan oleh Bank.

Jakarta Selatan, dan
telah  beberapa  kali
diubah  terakhir  kali

dengan Akta Perubahan
VI (Keenam) Perjanjian
Pemberian Forex Line
No. 30 tanggal 20 Mei
2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Jaminan

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020,
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris
di Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.

Affirmative Covenants:

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap
peristiwa di bawah ini, antara lain:

Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika
pinjaman diterima dalam rangka kegiatan operasional
perusahaan yang berkaitan dengan usahanya.

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk, antara lain:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan lIzin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.
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16. Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Rakyat Bank memberikan fasilitas kredit sebesar 21 Desember
No. 24 tanggal 24 Indonesia Rp1.700.000.000.000,- yang terdiri atas: 2020
Februari 2016 yang (Persero) Tbk 1. Fasilitas existing sebesar Rp700.000.000.000,-; s/d
dibuat  di hadapan (“Bank”); 2. FasilitastambahansebesarRp1.000.000.000.000,- 20 Mei 2021
Fathiah Helmi, S.H., 2. Perseroan .

Notaris di Jakarta, dan (“Debitur”) Dengan bunga efektif sebesar 8,50% per annum.
telah  beberapa kali Untuk Tambahan Modal Kerja untuk pengerjaan
diubah  terakhir  kali proyek-proyek yang dimenangkan baik proyek
dengan Akta Perubahan pemerintah maupun swasta.
VI (Keenam) Perjanjian
Kredit No. 95 tanggal 21 Jaminan
Desember 2020, yang Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
dibuat di hadapan Sri proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
Ismiyati, S.H., Notaris di satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Jakarta Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020, yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.
Affirmative Covenants:
Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:
- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;
- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;
- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

17. Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Rakyat Bank memberikan fasilitas kredit term loan sebesar 9 Mei 2020
No. 24 tanggal 9 Mei Indonesia Rp1.000.000.000.000,- yang terdiri atas: s/d
2017, yang dibuat di (Persero) Tbk 1. Fasilitas existing sebesar Rp500.000.000.000,-; 8 Mei 2021
hadapan Fathiah Helmi, (“Bank”); 2. Fasilitas tambahan sebesar Rp500.000.000.000,-.

S.H., Notaris di Jakarta, 2. Perseroan Dengan bunga efektif sebesar 8,5% per annum.
dan telah  beberapa (“Debitur”) Untuk Keperluan capital expenditure yang akan

kali diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
IV (Keempat) Perjanjian
Kredit No. 26 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

dilunasi melalui aksi korporasi di pasar modal
(Obligasi/Right Issue) maupun sumber pendanaan
lainnya.

Jaminan

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020, yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.
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Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk, antara lain:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

18.

Akta Perjanjian Kredit 1.
No. 94 tanggal 21
Desember 2020 yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di 2.
Jakarta

PT Bank Rakyat
Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);
Perseroan
(“Debitur”)

Bank memberikan fasilitas  kredit sebesar
Rp1.000.000.000.000,- dengan suku bunga 8,75%
per annum. Untuk bridging penerbitan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Tahap
Il dan selanjutnya oleh Penerima Kredit.

Jaminan

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020, yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk, antara lain:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Pembayaran Dipercepat:

Penerima Kredit wajib menyampaikan pemberitahuan
tentang rencana pelunasan selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
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Perseroan telah memperoleh persetujuan
sehubungan dengan Rencana Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap
Il Tahun 2021 dari Bank sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-
SOO/CON/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
tentang Persetujuan lIzin Tindakan Korporasi PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
Bank mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan.

19.

Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Negara

No. 27 tanggal 21 Mei
2010 yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah  beberapa
kali diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
Kesepuluh Perjanjian
Kredit No. 27 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Penerima
Kredit”)

Maksimum Kredit yang diberikan Bank kepada
PenerimaKreditadalahsebesarRp300.000.000.000,-
yang terdiri atas:

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas/
Revolving:

i. existing sebesar Rp150.000.000.000,-
ii. tambahan sebesar Rp150.000.000.000,-

b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Promes existing
sebesar Rp150.000.000.000,- dan tambahan
sebesar Rp50.000.000.000,-.

Dengan bunga efektif 9,25% p.a.

Untuk Pengerjaan proyek-proyek yang dimenangkan
baik proyek pemerintah maupun swasta.

Jaminan:

Pengikatan Cessie berupa tagihan termin atas
proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Daftar
Tagihan Piutang Termin Proyek yang Dijaminkan
secara Cessie kepada BNI per April 2020 tanggal
18 Mei 2020 dengan nilai Rp5.563.491.879.284,-
berdasarkan Akta Addendum Il (Kedua) atas
Perjanjian Cessie No. 31 tanggal 20 Mei 2020, yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang merupakan pembaharuan dari Akta
Perjanjian Cessie No. 29 tanggal 21 Mei 2010, yang
dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di
Jakarta. (“Jaminan Bank BNI”).

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa
pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:

Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.

21 Mei 2020
s/d
20 Mei 2021
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20. Akta Perjanjian Fasilitas 1. PT Bank Negara Bank memberikan fasilitas  kredit sebesar 21 Mei 2020
Kredit Tidak Langsung Indonesia Rp3.500.000.000.000,- yang terdiri atas: s/d
(Non Cash Loan) No. (Persero) Tbk 1. Fasilitas existing sebesar Rp2.500.000.000.000,-; 20 Mei 2021

28 tanggal 21 Mei 2010 (“Bank”); 2. Fasilitas tambahan sebesar Rp1.000.000.000.000,-.
i ih 2. P

’;z?rﬂa?]'b“ﬁeﬁ'ni adg‘_ﬁf‘ (?,;Sfe":lz]a Bunga fasilitas T/R sebesar 10,00% untuk fasilitas

Notaris di Jaka’rta, dar; Kredit”) Supply Chain Financing (SCF) berlaku tingkat bunga

telah  beberapa  kali
diubah  terakhir  kali
dengan Akta Perubahan
XII Perjanjian Pemberian
Fasilitas Kredit Tidak
Langsung (Non Cash
Loan) No. 29 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

(diskonto), provisi dan biaya administrasi ditetapkan
oleh Divisi Internasional Bank secara mingguan.
Untuk tujuan:

- Garansi Bank/SBLC: untuk keperluan penjaminan
tender/uang muka/pelaksanaan /pemeliharaan/
pembayaran/pe njaminan lainnya untuk proyek-
proyek pemerintah/swasta;

- Penerbitan irrevocable L/C atau SKBDN untuk
pembelian barang yang berasal dari dalam
negeri dan/atau luar negeri;

- Supply Chain Financing (SCF) dengan skim Open
Account Financing (OAF) secara manual maupun
otomasi untuk pembiayaan invoice/tagihan
supplier/subkon traktor yang telah diakseptasi
oleh oleh Penerima Kredit; dan

- Penerima Trust Receipt (T/R): untuk menampung
pembayaran kewajiban yang timbul atas L/C/
SKBDN yang dibuka secara sight atau usance
untuk menampung kewajiban SCF yang jangka
waktunya belum mencapai 180 hari.

Jaminan:
Jaminan Bank BNI.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:

Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.
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21. Akta Perjanjian 1. PT Bank Negara Bank setuju untuk melakukan satu atau beberapa 21 Mei 2020
Pemberian Forex Line Indonesia Transaksi Forex dengan Nasabah sampai dengan s/d
No.107 tanggal 25 Juli (Persero) Tbk pagu Forex Line sebesar USD10,000,000 (revolving 20 Mei 2021
2014, yang dibuat di (“Bank”); uncommitted facility) setelah Nasabah memenuhi
hadapan M. Nova Faisal, 2. Perseroan semua ketentuan dan syarat-syarat yang telah
S.H., M.Kn, Notaris di (“Penerima ditentukan oleh Bank.

Jakarta Selatan, dan Kredit”)

telah  beberapa kali Jaminan:

diubah  terakhir  kali Jaminan Bank BNI.

dengan Akta Perubahan

VI (Keenam) Perjanjian Affirmative Covenants:

Pemberian Forex Line Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio

No. 30 tanggal 20 Mei keuangan:

2020, yang dibuat di - Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

hadapan Fathiah Helmi, - Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

S.H., Notaris di Jakarta - Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.
Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa
pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:
Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.
Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.

22. Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Negara Bank memberikan fasilitas kredit sebesar 21 Mei 2020
No. 24 tanggal 24 Indonesia Rp1.700.000.000.000,- yang terdiri atas: s/d
Februari 2016 yang (Persero) Tbk 1. Fasilitas existing sebesar Rp700.000.000.000,-; 20 Mei 2021
dibuat  di hadapan (“Bank”); 2. FasilitastambahansebesarRp1.000.000.000.000,-

Fathiah Helmi, S.H., 2. Perseroan .

Notaris di Jakarta, dan (“Penerima Dengan bunga efektif sebesar 8,50% per annum.
telah  beberapa kali Kredit”)

diubah  terakhir  kali Untuk Tambahan Modal Kerja untuk pengerjaan

dengan Akta Perubahan
VI (Keenam) Perjanjian
Kredit No. 95 tanggal 21
Desember 2020, yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

proyek-proyek yang dimenangkan baik proyek
pemerintah maupun swasta.

Jaminan:
Jaminan Bank BNI.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.
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Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:

Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.

23.

Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Negara

No. 24 tanggal 9 Mei
2017, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah beberapa
kali diubah terakhir kali
dengan Akta Perubahan
IV (Keempat) Perjanjian
Kredit No. 26 tanggal 20
Mei 2020, yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta

Indonesia
(Persero) Tbk
(“Bank”);

2. Perseroan
(“Penerima
Kredit”)

Bank memberikan fasilitas kredit term loan sebesar
Rp1.000.000.000.000,- yang terdiri atas:

1. Fasilitas existing sebesar Rp500.000.000.000,-;
2. Fasilitas tambahan sebesar Rp500.000.000.000,-.
Dengan bunga efektif sebesar 8,5% per annum.

Untuk Keperluan capital expenditure yang akan
dilunasi melalui aksi korporasi di pasar modal
(Obligasi/Right Issue) maupun sumber pendanaan
lainnya.

Jaminan:
Jaminan Bank BNI.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa
pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:

Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.

9 Mei 2020
s/d
9 Mei 2021
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Akta Perjanjian Kredit 1. PT Bank Negara

No. 94 tanggal 21 Indonesia

Desember 2020 yang (Persero) Tbk

dibuat di hadapan Sri (“Bank”);

Ismiyati, S.H., Notaris di 2. Perseroan

Jakarta (“Penerima
Kredit”)

Bank memberikan fasilitas  kredit sebesar
Rp1.000.000.000.000,- dengan suku bunga 8,75%
per annum.

Untuk bridging penerbitan Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Tahap Il dan
selanjutnya oleh Penerima Kredit.

Jaminan:
Jaminan Bank BNI.

Affirmative Covenants:

Penerima Kredit wajib mempertahankan rasio-rasio
keuangan:

- Current Ratio (CR) minimal 1 kali;

- Debt Equity Ratio maksimal 4 kali;

- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Negative Covenants:
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa

pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima
Kredit tidak diperkenankan untuk:

Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/
lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan
obligasi, kecuali dalam hal setelah melakukan
penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih
memenuhi financial covenant CR = 100% , DER <
400% dan DSC = 100% maka Penerima Kredit/
Nasabah cukup memberitahukan secara tertulis
kepada Bank.

Pembayaran Dipercepat:

Penerima Kredit wajib menyampaikan pemberitahuan
tentang rencana pelunasan selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal
29 Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan
Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021.

21 Desember
2020
s/d
20 Desember
2021

25.

Akta Perubahan dan 1. Indonesia

Penegasan Kembali Eximbank

Perjanjian Kredit Modal (“Kreditur”);
Kerja Ekspor No. 18 2. Perseroan
tanggal 19 November (“Debitur”)
2020, yang dibuat oleh

Sri Ismiyati, S.H., MKn.,

Notaris di Jakarta

Kreditur setuju untuk meberikan Fasilitas Kredit
Modal Kerja (KMKE) sebesar Rp400.000.000.000,-
untuk pembiayaan modal kerja ekspor yang
dapat digunakan untuk pembiayaan percepatan
pembayaran piutang usaha proyek dalam negeri
yang berorientasi ekspor yang telah dan akan
diperoleh Debitur sub limit dengan Fasilitas KMKE
Trade Finance sebesar Rp200.000.000.000,-
untuk pembiayaan modal kerja ekspor yang dapat
digunakan untuk pembiayaan atas hutang usaha
kepada supplier atas proyek luar negeri atau proyek
dalam negeri yang berorientasi ekspor yang telah
dan akan diperoleh Debitur dengan suku bunga
8,25% per tahun.
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Jaminan:

Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang dibiayai
dan/atau dijamin Kreditur, dengan nilai penjaminan
sebesar sebesar 125% dari total plafond yang telah
diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia
(Piutang) No. 81 tanggal 23 Juli 2014, yang dibuat
di Hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris  di Jakarta
dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10-00597317.AH.05.01 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Akta Perubahan Keempat Perjanjian Jaminan
Fidusia (Piutang) No. 59 tanggal 18 Juli 2018, yang
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat
Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00557568.
AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018
dengan nilai objek jaminan Rp1.021.725.118.334,-
dan telah berubah menjadi Rp1.034.094.391.564,-
dan nilai penjaminan Rp1.125.000.000.000,-.

26.

Akta Perjanjian
Pemberian Fasilitas
Jaminan Indonesia
Eximbank No. 80 tanggal
23 Juli 2014, yang telah
diubah beberapa kali
dan terakhir kali dengan
Akta Perubahan Ketujuh
Perjanjian Pemberian
Fasilitas Jaminan
Indonesia Eximbank No.
19 tanggal 9 November
2020, yang keduanya
dibuat oleh Sri Ismiyati,
S.H., Mkn., Notaris di
Jakarta

1. Indonesia
Eximbank
(“Kreditur”);

2. Perseroan
(“Debitur”)

Penjamin setuju memberikan fasilitas Penjaminan
Indonesia Eximbank kepada Terjamin dengan
Limit Penjaminan Indonesia Eximbank sebesar
Rp100.000.000.000,- bersifat commited dan
Rp400.000.000.000,- bersifat uncommited yang
hanya dapat dipergunakan untuk penerbitan Fasilitas
Jaminan Indonesia Eximbank yang terdiri dari
atas Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan,

Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan
dan/atau jaminan lainnya untuk proyek-proyek
infrastruktur berorientasi Ekspor dan penunjang
Ekspor.
Jaminan:

Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang dibiayai
dan/atau dijamin Kreditur, dengan nilai penjaminan
sebesar sebesar 125% dari total plafond yang telah
diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia
(Piutang) No. 81 tanggal 23 Juli 2014, yang dibuat
di Hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris  di Jakarta
dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10-00597317.AH.05.01 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Akta Perubahan Keempat Perjanjian Jaminan
Fidusia (Piutang) No. 59 tanggal 18 Juli 2018, yang
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat
Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00557568.
AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018
dengan nilai objek jaminan Rp1.021.725.118.334,-
dan telah berubah menjadi Rp1.034.094.391.564,-
dan nilai penjaminan Rp1.125.000.000.000,-.

21 Oktober 2020
s/d
21 Juli 2021

107



D>

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu

27. Akta Perjanjian Line 1. Perseroan Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan Islamic 25 Juni 2020
Facility Pembiayaan (“Debitur”); Banking Buyer Financing dalam skema Line Facility- s/d
Berdasarkan Prinsip 2. PT Bank Syariah Hawala Bil Ujrah dengan limit pembiayaan maksimal 25 Desember
Syariah No. 48 tanggal Mandiri (“Bank”) Rp300.000.000.000,- untuk pengalihan utang buyer 2021

25 Juni 2020 yang dibuat
di hadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta

kepada Bank berdasarkan dokumen tagihan/invoice
yang telah diaksep buyer.

Jaminan

Jaminan Fidusia adalah tagihan/piutang usaha
yang telah ada dan/atau akan dimiliki oleh Pemberi
Fidusia, sebagaimana ternyata dalam Daftar Proyek
yang Diagunkan ke PT Bank Syariah Mandiri yang
dibuat di bawah tangan, pada tanggal 18 Juni 2020
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No.
49 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10.00307028.AH.05.01 Tahun 2020
tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai objek jaminan
Rp407.427.607.547,- dan nilai penjaminan sebesar
Rp300.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Selama fasilitas pembiayaan belum dinyatakan
lunas oleh Bank, Nasabah wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
maksimal 14 hari kalender setelah terjadinya hal-hal
sebagai berikut, antara lain:

Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman
dari lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas
kredit investasi maupun modal kerja, kecuali dalam
transaksi dagang yang lazim serta subordinated loan
dari para pemegang saham Nasabah.

Selama pembiayaan belum dinyatakan lunas oleh

Bank, Nasabah berkewajiban untuk memelihara

kondisi keuangan konsolidasi sebagai berikut:

i. Current Ratio minimal 100% (seratus persen) .

ii. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 300% (tiga
ratus persen).

iii. Debt  Service Coverage Ratio (DSCR)
minimal100% (seratus persen).

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00163/2021 tanggal
28 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT
Bank Syariah Mandiri pada tanggal 5 Februari 2021.
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28.

Akta
Facility
Berdasarkan
Syariah No. 112 tanggal
23 Desember 2020 yang
dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H., Notaris di
Jakarta

Perjanjian
Pembiayaan

Line 1. Perseroan

(“Debitur”);

Prinsip 2. PT Bank Syariah

Mandiri (“Bank”)

Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan
prinsip Musyarakah dalam bentuk Fasilitas Modal
Kerja Non Revolving dengan limit pembiayaan
maksimal Rp400.000.000.000,- untuk modal kerja
operasional Debitur dengan jangka waktu penarikan
sampai dengan 31 Januari 2021.

Jaminan

Jaminan Fidusia adalah tagihan/piutang usaha
yang telah ada dan/atau akan dimiliki oleh Pemberi
Fidusia, sebagaimana ternyata dalam Daftar Proyek
yang Diagunkan ke PT Bank Syariah Mandiri yang
dibuat di bawah tangan, pada tanggal 18 Juni 2020
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No.
49 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan
Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10.00307028.AH.05.01 Tahun 2020
tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai objek jaminan
Rp407.427.607.547,- dan nilai penjaminan sebesar
Rp300.000.000.000,-.

Affirmative Covenants:

Selama fasilitas pembiayaan belum dinyatakan
lunas oleh Bank, Nasabah wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
maksimal 14 hari kalender setelah terjadinya hal-hal
sebagai berikut, antara lain:

Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman
dari lembaga keuangan lain, baik berupa fasilitas
kredit investasi maupun modal kerja, kecuali dalam
transaksi dagang yang lazim serta subordinated loan
dari para pemegang saham Nasabah.

Selama pembiayaan belum dinyatakan lunas oleh

Bank, Nasabah berkewajiban untuk memelihara

kondisi keuangan konsolidasi sebagai berikut:

i. Current Ratio minimal 100% (seratus persen) .

ii. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 300% (tiga
ratus persen).

iii. Debt  Service  Coverage
minimal100% (seratus persen).

Ratio  (DSCR)

Perseroan telah melakukan pemberitahuan dan
memperoleh persetujuan sehubungan dengan
Rencana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00163/2021 tanggal
28 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT
Bank Syariah Mandiri pada tanggal 5 Februari 2021.

23 Desember
2020
s/d

31 Desember
2021

29.

Perjanjian
Pinjaman
11 Desember
juncto Amandemen VI
Perjanjian Pemberian
Pinjaman  tanggal 4
Desember 2020, yang
keduanya dibuat di
bawah tangan dan
bermeterai cukup

tanggal

Pemberian 1. Perseroan

("WIKA”);

2015 2. PT Pilar Sinergi

BUMN Indonesia
(“PSBI”)

Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBI dengan
tujuan untuk melakukan setoran modal kepada PT
Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan tetap
memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak
dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Rp285.000.000.000,- dengan tujuan penambahan
setoran modal pada KCIC oleh PSBI.

Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.

6 Desember
2020
s/d

6 Desember
2021
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30. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBldengan 24 Januari 2021
Pinjaman tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada PT s/d

27 Januari 2017 2. PT Pilar Sinergi  Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan tetap 24 Januari 2022
jo.  Amandemen IV BUMN Indonesia memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak
Perjanjian ~ Pemberian (“PSBI”) dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Pinjaman tanggal 22 Rp440.012.309.000,- dengan tujuan penambahan
Januari 2021, yang setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
keduanya dibuat di
bawah tangan dan Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
bermeterai cukup
31.  Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBIdengan 1 Oktober 2020
Pinjaman Il tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada s/d
2 Oktober 2017 jo. 2. PT Pilar Sinergi  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan 1 Oktober 2021
Amandemen 1 BUMN Indonesia tetap memperhatikan keuntungan bagi kedua belah
Perjanjian ~ Pemberian (“PSBI”) pihak dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Pinjaman 1l tanggal Rp486.400.000.000,- dengan tujuan penambahan
1 Oktober 2020, yang setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
keduanya dibuat di
bawah tangan dan Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
bermeterai cukup
32. Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKA kepada PSBI 20 November
Pinjaman tanggal (“WIKA”); dengan tujuan untuk melakukan setoran modal 2020
20 November 2017 2. PT Pilar Sinergi  kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) s/d
jo.  Amandemen 1 BUMN Indonesia dengan tetap memperhatikan keuntungan bagi 20 November
Perjanjian Pemberian (“PSBI”) kedua belah pihak dan ketentuan peraturan yang 2021
Pinjaman tanggal 20 berlaku sebesar Rp5.244.000.000,- dengan tujuan
November 2020, yang penambahan setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
keduanya dibuat di
bawah tangan dan Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
bermeterai cukup
33. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBlIdengan 6 Februari 2021
Pinjaman V  tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada PT s/d
6 Februari 2018 2. PT Pilar Sinergi  Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan tetap 6 Februari 2022
jo.  Amandemen 1] BUMN Indonesia memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak
Perjanjian ~ Pemberian (“PSBI”) dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Pinjaman VvV  tanggal Rp940.000.000.000,- dengan tujuan penambahan
22 Januari 2021, yang setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
keduanya dibuat di
bawah tangan dan Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
bermeterai cukup
34. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBIdengan 12 Maret 2020
Pinjaman VI tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada s/d
12 Maret 2018 jo. 2. PT Pilar Sinergi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan 12 Maret 2021
Amandemen Perjanjian BUMN Indonesia tetap memperhatikan keuntungan bagi kedua belah
Pemberian Pinjaman (“PSBI”) pihak dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
VI tanggal 13 Juli 2020, Rp373.000.000.000,- dengan tujuan penambahan
yang keduanya dibuat setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
di bawah tangan dan
bermeterai cukup Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
35. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBI dengan 11 April 2020
Pinjaman VIl tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada s/d
11 April 2018 jo. 2. PT Pilar Sinergi  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan 11 April 2021

Amandemen |l Perjanjian
Pemberian Pinjaman
VI tanggal 13 Juli 2020,
yang keduanya dibuat
di bawah tangan dan
bermeterai cukup

BUMN Indonesia
(“PSBI”)

tetap memperhatikan keuntungan bagi kedua belah
pihak dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Rp625.000.000.000,- dengan tujuan penambahan
setoran modal pada KCIC oleh PSBI.

Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.
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36. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBI dengan 19 Juli 2020
Pinjaman VIII tanggal 19 (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada s/d
Juli2018 jo. Amandemen 2. PT Pilar Sinergi  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan 19 Juli 2021
Il Perjanjian Pemberian BUMN Indonesia tetap memperhatikan keuntungan bagi kedua belah
Pinjaman VIII tanggal 17 (“PSBI”) pihak dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar
Juli2019, yang keduanya Rp829.674.850.337,- dengan tujuan penambahan
dibuat di bawah tangan setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
dan bermeterai cukup

Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.

37. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKAkepada PSBIdengan 8 Oktober 2020
Pinjaman IX tanggal (“WIKA”); tujuan untuk melakukan setoran modal kepada PT s/d
8 Oktober 2020, yang 2. PT Pilar Sinergi  Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan tetap 8 Oktober 2021
dibuat di bawah tangan BUMN Indonesia memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak
dan bermeterai cukup (“PSBI”) dan ketentuan peraturan yang berlaku sebesar

Rp645.830.995.516,- dengan tujuan penambahan
setoran modal pada KCIC oleh PSBI.
Dengan Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%.

38. Perjanjian Pinjaman 1. Perseroan Pemberian pinjaman oleh WIKA kepada WSERPAN 15 Juli 2020

Nomor: KU.09.09/A.DIR. (“WIKA”); dan dengan tujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan s/d
WSERPAN.001/2018 2. PT Wijaya Dana Talangan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang 15 Juli 2021
tanggal 16 Juli 2018 Karya Serang sebesar Rp1.245.000.000.000,-. Atas Fasilitas
juncto Amandemen Panimbang Pinjaman yang diberikan oleh WIKA, WSERPAN
Kedua Perjanjian (“WSERPAN”") diwajibkan membayar Bunga dengan besaran suku
Pinjaman Nomor: bunga 9,3% per tahun.
KU.09.09/A.DIR.
WSERPAN.001/2020
tanggal 15 Juli 2020,
yang keduanya dibuat
di bawah tangan dan
bermeterai cukup

39. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian bantuan berupa Pinjaman Fasilitas Cash 4 Maret 2020
Pinjaman Fasilitas Cash (“WIKA”); dan Loan oleh WIKA kepada WIKON guna kepentingan s/d
Loan Perseroan tanggal 2. PT Wijaya dan pengembangan kegiatan operasional WIKON 4 Maret 2021
4 Maret 2020, yang Karya Industri dengan tetap memperhatikan keuntungan bagi
dibuat di bawah tangan & Konstruksi kedua belah pihak dan ketentuan peraturan yang
dan bermeterai cukup (“WIKON”) berlaku, termasuk anggaran dasar masing-masing

serta ketentuan di bidang pasar modal sebesar
Rp750.000.000.000,- dengan Bunga 5% per tahun.

40. Perjanjian  Pemberian 1. Perseroan Pemberian bantuan berupa Pinjaman Fasilitas Cash 4 Maret 2020
Pinjaman Fasilitas Non- (“WIKA”); dan Loan oleh WIKA kepada WIKON guna kepentingan s/d
Cash Loan Perseroan 2. PT Wijaya dan pengembangan kegiatan operasional WIKON 4 Maret 2021
tanggal 4 Maret 2020, Karya Industri dengan tetap memperhatikan keuntungan bagi
yang dibuat di bawah & Konstruksi kedua belah pihak dan ketentuan peraturan yang
tangan dan bermeterai (“WIKON”) berlaku, termasuk anggaran dasar masing-masing
cukup serta ketentuan di bidang pasar modal sebesar

Rp500.000.000.000,- dengan Bunga 0,75% per
tahun.

41. Perpanjangan Perjanjian 1. Perseroan Pemberian Fasiltas Non Cash Loan, Bank 20 Maret 2020
Pemanfaatan Fasilitas (“WIKA”); dan Garansi, Letter of Credit, Surat Kredit Berdokumen s/d
Non Cash Loan PT 2. PT Wijaya Karya Dalam Negeri (SKBDN) dengan limit maksimal 19 Maret 2021
Wijaya Karya (Persero) Bangunan Rp550.000.000.000,- untuk kepentingan dan
Tbk. tanggal 20 Maret Gedung Tbk. pengembangan Kegiatan Operasional WEGE
2020, yang dibuat di (“WEGE”) Berdasarkan persetujuan WIKA dengan tetap

bawah tangan dan

bermeterai cukup

memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak
dan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk
anggaran dasar masing-masing serta ketentuan di
bidang pasar modal.
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu
42. Perpanjangan Perjanjian 1. Perseroan Fasilitas Plafond Cash Loan Modal Kerja dengan limit 20 Maret 2020
Pemberian Pinjaman (“WIKA”); dan kredit maksimal sebesar Rp300.000.000.000,- s/d

tanggal 20 Maret 2020, 2. PT Wijaya Karya untuk Pemberian Bantuan Modal Kerja oleh WIKA 19 Maret 2021

yang dibuat di bawah Bangunan kepad WEGE guna kepentingan dan pengembangan

tangan dan bermeterai Gedung Tbk. Kegiatan Operasional WEGE dengan tetap

cukup (“WEGE”) memperhatikan keuntungan bagi kedua belah
pihak dan ketentuan peraturan yang berlaku,
termasuk anggaran dasar masing-masing serta
ketentuan di bidang pasar modal dengan Bunga:
5 % per tahun di asat Suku Bunga Sertifikat Bank
Indonesia bulanan pada bulanberjalan. dengan
ketentuan Bunga tersbut dapat disesuaikan oleh
WIKA sesuai dengan perkembangan Bunga yang
berlaku.

43. Perpanjangan Perjanjian 1. Perseroan Pemberian  Fasilitas Cash Loan dengan 25 Januari 2021
Pemberian Pinjaman (“WIKA”); dan jumlah plafond pemanfaatan adalah sebesar s/d
Fasilitas Cash Loan PT 2. PT Wijaya Rp300.000.000.000,- untuk Pemberian bantuan 24 Januari 2022
Wijaya Karya (Persero) Karya Bitumen pemanfaatan fasilitas Cash Loan oleh WIKA
Tbk. tanggal 24 Januari (“BITUMEN”) kepada WIKA Bitumen guna kepentingan
2020 jo. Perjanjian dan pengembangan Kegiatan Operasional WIKA
Pemberian Pinjaman Bitumen dengan tetap memperhatikan keuntungan
Fasilitas Cash Loan PT bagi kedua belah pihak dan ketentuan peraturan
Wijaya Karya (Persero) yang berlaku, termasuk anggaran dasar masing-

Tbk. tanggal 22 Januari masing serta ketentuan di bidang pasar modal
2021, yang keduanya dengan Bunga sebesar 5% per tahun di atas Suku
dibuat di bawah tangan Bunga Acuan Bank Indonesia (Repo 7 days) bulanan
dan bermeterai cukup pada bulan berjalan, dengan ketentuan Bunga
tersebut dapat disesuaikan oleh WIKA sesuai
dengan perkembangan bunga yang berlaku.

44.  Perpanjangan Perjanjian 1. Perseroan Pemberian Fasilitas Non Cash Loan milik WIKA 25 Januari 2021
Pemanfaatan Fasilitas (“WIKA”); dan dengan plafond pemanfaatan fasilitas  sebesar s/d
Non Cash Loan PT 2. PT Wijaya Rp500.000.000.000,- yang terdiri atas (i) Bank 24 Januari 2022
Wijaya Karya (Persero) Karya Bitumen Garansi, (i) Letter of Credit, dan/atau (iii) Surat
Tbk tanggal 24 Januari (“BITUMEN”) Kredit Berdokumen Dalam Negeriuntuk Pemberian
2020 jo. Perjanjian bantuan pemanfaatan fasilitas Non Cash Loan oleh
Pemberian Pinjaman WIKA kepada WIKA Bitumen guna kepentingan
Fasiltas Non  Cash dan pengembangan Kegiatan Operasional WIKA

Loan PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. tanggal
22 Januari 2021, yang
dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup

Bitumen dengan tetap memperhatikan keuntungan
bagi kedua belah pihak dan ketentuan peraturan
yang berlaku, termasuk anggaran dasar masing-
masing serta ketentuan di bidang pasar modal
dengan Bunga sebesar 5% (lima persen) per tahun
di atas Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
bulanan pada bulan berjalan, dengan ketentuan
Bunga tersebut dapat disesuaikan oleh WIKA sesuai
dengan perkembangan bunga yang berlaku.

1.5. Aset-Aset yang Dimiliki dan Dikuasai oleh Perseroan

Aset Benda Tidak Bergerak

Bukti Kepemilikan

Luas

No. Lokasi ﬁ:"c‘;fr il ?:r:lga:: (m?) Keterangan
1. Kelurahan Nambo, Kecamatan 17 09/06/2011 09/05/2041 1.005 Tidak sedang dijaminkan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat
2. Kelurahan Cipayung, Kecamatan 1 28/05/2012 03/05/2042  62.923  Tidak sedang dijaminkan
__ Megamendung, Kabupaten Bogor,
3. Provinsi Jawa Barat 2 28/05/2012  03/05/2042  2.630  Tidak sedang dijaminkan
4. Kelurahan Cipayung, Kecamatan 180 13/09/1988 20/11/2041 8.540 Tidak sedang dijaminkan
5. Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi 181 22/03/1990 20/11/2041 17.835  Tidak sedang dijaminkan

Jawa Barat
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Bukti Kepemilikan

Luas

No. Lokasi SHGB Berlaku 5 Keterangan
Nomor fngaal Hingga (m?)

6. Kelurahan Kembangkuning, 4 21/09/1993 17/08/2033  124.417 Sedang dijaminkan kepada
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten PT Bank Rakyat Indonesia
Bogor, Provinsi Jawa Barat (Persero) Tbk

7. Kelurahan Klapanunggal, Kecamatan 26 23/09/2004 02/09/2024 6.093 Tidak sedang dijaminkan
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat

8. Kelurahan Cipinang Cempedak, 1553 07/07/1999 06/07/2039 3.144 Tidak sedang dijaminkan
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta

9. Timur, Provinsi DKI Jakarta 1414 25/06/1998  25/06/2028  3.170  Tidak sedang dijaminkan

10. 00410 24/06/2002 23/06/2022 4.894  Sedang dijaminkan kepada

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
11. 00436 31/10/2005 30/10/2025 4.955  Sedang dijaminkan kepada
PT Bank Mandiri
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, (Pe?snero)?l'r;ﬂ(m
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta ——
12. Timur, Provinsi DKI Jakarta 00444 24/07/2006 24/07/2026 905 Sedang dijaminkan l_(e_pada
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
13. 456 02/03/2010 23/06/2022 816 Sedang dijaminkan kepada
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

14. Kelurahan Karangrejo, Kecamatan 250 18/09/1991 14/08/2031 1.773  Sedang dijaminkan kepada
Semarang Selatan, Kota Semarang, PT Bank Mandiri
Provinsi Jawa Tengah (Persero) Tbhk

15. Kelurahan Pulo Brayan Darat I, 346 22/12/2000 20/12/2040 1.368 Tidak sedang dijaminkan
Kecamatan Medan Timur, Kota

16. Medan, Provinsi Sumatera Utara 347 22/12/2000  20/12/2040  1.142  Tidak sedang dijaminkan

17. Kelurahan Tanjung Pinggir, 00391 13/04/2016 25/03/2043 15.101 Tidak sedang dijaminkan
Kecamatan Sekupang, Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau
18. Kelurahan Dasan Agung Baru, 14 13/08/2019 12/08/2039 2.160 Tidak sedang dijaminkan

Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Kepulauan Nusa
Tenggara Barat

1.6. Asuransi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, aset real estate yang diasuransikan kepada PT Asuransi
Adira Dinamika, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Mandiri Axa General Insurance adalah milik

Entitas Anak PT WIKA Realty.

. Nama Jenis . - Masa
No. Polis No. Tertanggung  Asuransi Obyek Asuransi Nilai Pertanggungan Berlaku
1. 2115010320000109 PT Bank Property All 1. Bangunan yang 1. Bangunan 20-06-2020
Rakyat Risk terletak di Kawasan Rp68.189.300.000,- s/d
Penanggung: Indonesia Industri WIKA, Keperluan 20-06-2021
(Persero) JI Narogong Km. Rp2.085.500.000,-
PT BRI Insurance Tbk. QQ. 26 Kelurahan
Perseroan glapanur‘]ggal, 2. Bangunan
ogor — Jawa Rp1.043.900.000,-
Barat.
2B Keperluan
- Bangunan yang Rp45.000.000,-

terletak di JI. PKP
Kelapa Dua
Wetan No. 38-39
Kelurahan Kelapa
Dua Kecamatan
Ciracas — Jakarta
Timur.
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No. Polis No. Tert':ra\rgngaung A:::::si Obyek Asuransi Nilai Pertanggungan Blr::zu
2. 412.229.110.20.00003/ Perseroan  Property All Gedung Kantor Rp1.070.700.000,- 25-08-2020
000/000 Risk yang terletak di JI. s/d

Teuku Umar No. 21 25-08-2021
Penanggung: Ke!urahan Karang
PT Asuransi Jasa Rej.o Kecamatan
Indonesia Gajah Mungkur
(D/H Semarang
Selatan) Kota
Semarang.
3. 102000109091900074 Perseroan  Property All Gedung Kantor 1. Mesin: 10-09-2020
Risk yang terletak di JI. Rp2.578.700.000,- s/d
Penanggung: DI Panjaitan Kav. 9 3 |nyentaris: 10-09-2021
PT Asuransi Jasaraharja Jakarta 13340. Rp5.300.000.000,-
Putera 3. Bangunan:
Rp21.186.000.000,-
4. 102000109062000038 Perseroan  Property All Gedung Kantor 1.Bagian | 30-06-2020
Risk yang terletak di JI. Bangunan, Peralatan s/d
Penanggung: DI. Panjaitan Kav. 9 & Mesin: 30-06-2021
PT Asuransi Jasaraharja Jakarta 13340. Rp208.529.794.244 -
Putera 2.Bagian Il
Gangguan Usaha:
Rp5.000.000.000,-
5. 102000122091900025 Perseroan Gempa Gedung Kantor Rp29.064.700.000,- 10-09-2020
Bumi yang terletak di JI. s/d
Penanggung: DI. Panjaitan Kav. 9 10-09-2021
PT Asuransi Jasaraharja Jakarta 13340.
Putera
6. 102000122062000013 Perseroan Gempa  Gedung Kantor 1.Bagian | — Kerusakan ~ 30-06-2020
Bumi yang terletak di JI. Material Lain-Lain: s/d
Penanggung: DI. Panjaitan Kav. 9 Rp208529794244,48 30-06-2021
PT Asuransi Jasaraharja Jakarta 13340. 2.Bagian Il -
Putera Gangguan Usaha:
Rp5.000.000.000,-
7. 102000803062000017 Perseroan Machinery Trafo, Genset, Pompa Rp23.358.000.000,- 30-06-2020
Breakdown Plumbing, Pompa s/d
Penanggung: Pemadam, AC VRF, 30-06-2021

PT Asuransi Jasaraharja
Putera

Fan, Lift + Escalator
+ S, Gondola yang
terdapat pada
Gedung Kantor
yang terletak di JI DI
Panjaitan Kav. 10,
Jakarta Timur.

114



D>

No. Polis No. Tert:ralrgn:ung A:::::si Obyek Asuransi Nilai Pertanggungan Blzl:::zu
8. 102000804062000018 Perseroan Peralatan CCTV, Access Rp40.613.465.250,- 30-06-2020
Elektronik  Control, Fire Alarm, s/d

Tata Suara, BAS, 30-06-2021

Server (Blade 8,

Blade 5, SAN,

Rendering, WEB),

VDC &VDI, Storage,

Thin Client, DLP, Doc

Control, Windows

Server, Data

Center Enterprise,

Networking, LCD,

UPS Barrier Gate

yang terdapat pada

Gedung Kantor

yang terletak di JI.

DI Panjaitan Kav. 9,

Jakarta 13340

Penanggung:
PT Asuransi Jasaraharja
Putera

9. 006.4050.201.2021. Perseroan Asuransi  JI. Krakatau No. 15 Rp3.500.000.000,- 04-01-2021
000011.00 Kebakaran Medan s/d
04-01-2022
Penanggung:
PT Asuransi Wahana Tata

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung)
tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas
sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak
berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran
sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana
diungkapkan di atas.

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur kepemilikan saham Perseroan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

AL

g
Negara Republik Indonesia Masyarakat
| 65,05% 34,95% |
‘ol
|
60{)0% Gg,to% 9%90% 98%0% 8142% 99,00% 93,05% | kso-PTwijaya
Karya (Persero) Tbk
5 6 PTrlvh\(ll(atl En)ergy | —1
GIBEON ECeduns GOy, Eomume  EOHUN BITOMEN  GaRealty| 100,00%
I:'o‘;:x‘a‘n.%n‘v: . Kerja Sama Usaha -
PT Wijaya Karya
99'000/ 'ersero)
@ @ AS 6AL ) Pﬁam Pl:tha:a [
) o PRACETAK o, (Persero)
V4 KOBE  51,00% Géding 100,00% ‘
!,__ ° 99,00% ;;n(;(;:/ 100,00%
mmmu G 100,00% INDUSTRI ,00% X50- PT Wijaya
D 60,00% ) S5, 100,00% MR T
SETom 89,34% ot || Prvevesotnerty
@@LT 99,50% 60,00% 'PT:::IL?: e
b A «— Kepemilikan Langsun Engineering
P ESUne 100,00%

Kepemilikan Tidak Langsung

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia.
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2.

Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini dan didukung dengan Daftar
Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pemegang
saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan diatas
5% (lima persen).

3.

Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana termaktub dalam:

a.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 94 tanggal 26 April 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan
Surat No. AHU-AH.01.03.-0209136 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0072746.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 (“Akta No. 94/
tanggal 26 April 2018”);

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (Persero) PT
Wijaya Karya Tbk No. 32 tanggal 25 Maret 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Surat No. AHU-
AH.01.03-0180489 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0053873.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 (“Akta No. 32/tanggal 25 Maret 2019");

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam
database Sisminbakum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0269708 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082973.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21
Mei 2019 (“Akta No. 21/tanggal 8 Mei 2019”); dan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 16 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat
No. AHU-AH.01.03-0250827 tanggal 16 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094997.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 16 Juni 2020 (“Akta
No. 33/tanggal 16 Juni 2020”); adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widyoko

Komisaris Independen : Adityawarman

Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
Komisaris : Edy Sudarmanto
Komisaris : Firdaus Ali
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Direksi

Direktur Utama : Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan : Ade Wahyu

Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid

Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Rudy Hartono
Direktur Operasi | : Hananto Aji

Direktur Operasi ll : Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi lll : Sugeng Rochadi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diatas berlaku efektif sejak

ditutupnya rapat umum pemegang saham berdasarkan:

a. Akta No. 94/tanggal 26 April 2018, sehubungan dengan pengangkatan Suryo Hapsoro Tri
Utomo sebagai Komisaris Independen dan Agung Budi Waskito sebagai Direktur Operasi .

b. Akta No. 32/tanggal 25 Maret 2019, sehubungan dengan pengangkatan Ade Wahyu sebagai
Direktur Keuangan dan Edy Sudarmanto sebagai Komisaris.

c. Akta No. 21/ tanggal 8 Mei 2019, sehubungan dengan pengangkatan Satya Bhakti Parikesit
sebagai Komisaris.

d. Akta No. 33/tanggal 16 Juni 2020, sehubungan dengan pengangkatan Agung Budi Waskito
sebagai Direktur Utama (dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagai
Direktur Operasi | sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 94/tanggal 26 April 2018), Rudy
Hartono sebagai Direktur Quality, Health, Safety And Environment, Mursyid sebagai Direktur
Human Capital dan Pengembangan, Hananto Aji sebagai Direktur Operasi |, Harum Akhmad
Zuhdi sebagai Direktur Operasi ll, Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi lll, Jarot Widyoko
sebagai Komisaris Utama, Firdaus Ali sebagai Komisaris, Adityawarman sebagai Komisaris
Independen, dan Harris Arthur Hedar sebagai Komisaris Independen.

4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (“Good Corporate Governance”)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menerapkan Good Corporate Governance
dengan adanya Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Edisi Tahun 2019 dan Panduan
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Edisi Tahun 2019. Komitmen Perseroan untuk menjalankan
Good Corporate Governance diantaranya menyediakan sarana berupa website dan program-program
pelatihan untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sejak diterbitkannya Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terkait tata
kelola perusahaan

sebagai berikut:

4.1. Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diusulkan oleh Komite
Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah remunerasi Dewan
Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing

sebesar Rp8.873.634 ribu, dan 7.715.112ribu yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan.
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4.2. Direksi

Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi
dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah remunerasi Direksi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.573.014
ribu, dan Rp15.754.248 ribu yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan.

4.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Mahendra Vijaya sebagai Sekretaris
Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/A.
DIR.01155/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Mahendra Vijaya sebagai Sekretaris
Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

4.4. Komite Audit

Susunan Komite Audit per 8 Oktober 2020 yang masa jabatannya mengacu pada Piagam Komite Audit,
adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua | merangkap Anggota : Adityawarman

Anggota : Nirsihing Asmoro
Anggota : Nanda A. Wijayanti

Bahwa seluruh anggota Komite Audit per 8 Oktober 2020 tersebut di atas telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada POJK No0.55/POJK.04/2015 sesuai dengan Surat Pernyataan dari
masing-masing anggota tertanggal 8 Oktober 2020.

4.5. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.00359/2020
tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kepala Unit Audit Internal

Sigit Budi Santoso menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal dan diangkat pada 12 Maret 2020
berdasarkan Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.00324/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang
Pengangkatan Sdr. Sigit Budi Santoso sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020.

4.6. Komite Nominasi Remunerasi

Adapun susunan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG per 8 Oktober 2020 mengacu pada Piagam
Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG), adalah sebagai berikut:

Ketua Nominasi, Remunerasi dan GCG : Harris Arthur Hedar
Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi,

Remunerasi dan GCG : Edy Sudarmanto
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG : Satya Bhakti Parikesit
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG : Firdaus Ali

Bahwa seluruh anggota Nominasi, Remunerasi dan GCG tersebut di atas telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada POJK No0.34/POJK.04/2014 sesuai dengan Surat Pernyataan dari
masing-masing anggota tertanggal 8 Oktober 2020.
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4.7. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses
bisnisnya. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas dan pengambilan keputusan serta dampak
dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan. Seiring dengan
pencapaiannya menjadi Perusahaan EPC dan Investasi, Perseroan membutuhkan sistem manajemen
risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus Perseroan. Manajemen
Risiko menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh
Perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar. Manajemen Risiko adalah suatu
budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna,
terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. Risiko ini telah dimitigasi oleh Perseroan
dengan adanya Prosedur Manajemen Risiko.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola
perusahaanyang baik (GCG), dalam pelaksanaan program Manajemen Risiko terhitung sejak 31 Mei
2018, dibentuk Departemen Manajemen Risiko yang yang berada di bawah Direksi. Fungsi utama
Departemen Manajemen Risiko dalam penerapan, pengembangan dan asesmen sistem manajemen
risiko di tingkat perusahaan yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan Visi/Misi
WIKA dan pengendalian implementasi sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian
produktivitas perusahaan. Perseroan sudah memiliki prosedur yang mengatur tentang Manajemen
Risiko dan Perseroan sudah mendapatkan sertifikasi dari ISO 31000 tahun 2009 untuk penerapan
Manajemen Risiko.

4.8. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini
diterbitkan:

STRUKTUR ORGANISASI PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbhk.

Dewan Komisaris

" Direktorat Human Capital Direktorat Quality, Health, . . n . f
Direktorat Keuangan dan Pengembangan ‘Safety and Environment Direktorat Operasi 1 ] Direktorat Operasi 2 ] Direktorat Operasi 3 ]
Divisi Bangunan
{ Gedung } '

Divisi Luar Negeri

o
Gedung dan Luar Neger:

Divisi Keuangan ] Divisi Perencanaan dan Divisi Engineering ] { Divisi Infrastruktur 1 }

Pengembangan Usaha { Divisi Industrial Plant }

Divisi Human Capital ] Wslg?%ﬁa%w] { g ]__ Divisi Power dan Energi

v (o = 3
H parter
Divisi Supply Chain D P ] o
Management ] { " Infrastruktur ]' { R }

e

[

Divisi Manajemen Risiko
dan Program
Office

Divisi P

Keterangan:

Fungsi

______ Fungsi koordinasi

5. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan sebanyak 5637
orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang
pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 30 Juni 2020,
Desember 2019 dan 2018:
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a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

T 30 September 31 Desember
2020 2019 2018
Perseroan
Sarjana (S1/S2/S3) 2.034 1.938 2.236
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4) 166 158 237
SMU dan sederajat 115 117 115
SD dan SMP
Entitas Anak
Sarjana (S1/S2/S3) 1956 1.964 1.548
Sarjana Muda (D3) 681 590 222
SMU dan sederajat 602 707 1.322
SD dan SMP 83 92 103
Jumlah 5.637 5.566 5.783
b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen
R 30 September 31 Desember
2020 2019 2018
Perseroan
Senior Management 47 38 42
Middle Management 286 246 215
Junior Management 329 340 407
Supervisor 729 600 821
Staff 924 989 1.103
Entitas Anak
Manager Senior 33 32 30
Manager Umum 68 66 54
Manager 365 336 328
Pengawas 297 252 224
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas 723 722 598
Operator, Juru Tulis 1.836 1.945 1.961
Jumlah 5.637 5.566 5.783
c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia
T 30 September 31 Desember
2020 2019 2018
Perseroan
> 50 tahun 364 342 304
40-49 tahun 569 588 584
30-39 tahun 593 566 740
<29 tahun 789 717 960
Entitas Anak
> 50 tahun 467 437 418
40-49 tahun 604 761 791
30-39 tahun 911 905 983
< 29 tahun 1.340 1.250 1.003
Jumlah 5.637 5566 5783
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d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

AT 30 September 31 Desember
2020 2019 2018
Perseroan
Korporasi 923 818 1.039
Infrastruktur 821 769 830
EPC 349 426 495
Gedung 222 200 224
Entitas Anak
Gedung 627 610 566
Realty 359 370 317
Industri & Konstruksi 529 529 525
EPC 125 102 91
O&M 29 23 19
Investasi 10 26 38
Pengelola Jalan Tol 10 7 2
Aspal 91 95 88
Beton 1.542 1.591 1.549
Jumlah 5.637 5.566 5.783

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

T 30 September 31 Desember
2020 2019 2018

Perseroan

Kantor Pusat 980 879 1035

Proyek 1.335 1.334 1.553
Entitas Anak

Kantor Pusat 767 792 717

Proyek 2.555 2.561 2.478
Jumlah 5.637 5.566 5.783

f)  Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

AT 30 September 31 Desember
2020 2019 2018
Perseroan
Tetap 2.315 2.213 2.588
Entitas Anak
Tetap 3.322 3.353 3.195
Jumlah 5.637 5.566 5.783

Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas anak mengalami penurunan di tahun 2019 jika dibandingkan
dengan tahun 2018. Penurunan tersebut terjadi karena beberapa karyawan baik di Induk dan Entitas
Anak sudah pensiun.

Sampai dengan Periode 30 September 2020 Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.
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6. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, serta Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris

Perseroan

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan
No. SE.01.01/A.DIR.00279/2021 tanggal 18 Februari 2021, Perseroan tidak sedang menghadapi
somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha
negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/
badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di
luar pengadilan, kecuali:

No. Perihal Keterangan
1. Nomor Perkara : 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt Utr
Yurisdiksi . Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Para Pihak : 1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Pemohon;

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon I[;
3. PT Jakarta International Container Terminal sebagai Termohon Il

Deskripsi Singkat . Pembatalan atas Putusan Arbitrase pada Perkara Nomor 992/XI/ARB-BANI/2017 Antara
Pemohon dengan para Termohon.

- Bahwa sebelumnya antara Perseroan dengan PT JICT terdapat permasalahan terkait
dengan klaim pembayaran progress pekerjaan, dan klaim tambahan pekerjaan yang
kemudian diselesaikan melalui forum yang disepakati dalam Kontrak yaitu Arbitrase.

- Selanjutnya Perseroan mengajukan Permohonan Arbitrase atas permasalahan klaim
tersebut dengan total nilai sengketa adalah Rp96.445.774.758 yang telah diperiksa
dan diputus Majelis Arbiter dengan amar Putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon atas pekerjaan
tambah DBC sebesar Rp564.461.299,-;

3. Menolak permohonan Pemohon atas pembayaran pekerjaan lumpsum item
sebesar Rp41.864.293.246,-;

4.  Menolak permohonan Pemohon atas penahanan pembayaran pekerjaan
sebesar Rp.12.843.900.543,-;

5. Menolak permohonan Pemohon atas pekerjaan tambah sehubungan rebar
tambahan sebesar Rp755.071.654,-;

6. Menolak permohonan Pemohon atas valuasi item pekerjaan yang tidak
dilakukan berdasarkan kesepakatan sebesar Rp40.417.402.016,-;

7. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi,
pemeriksaan dan arbiter masing-masing setengah bagian.

- Terhadap Putusan Arbitrase  tersebut, Perseroan melakukan upaya hukum
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Utara yang saat ini telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim
yang intinya mengabulkan Permohonan Pemohon (Perseroan) dan membatalkan
Putusan BANI.

Status Terakhir : Perseroan dan PT Jakarta International Container Terminal telah sepakat menyelesaikan
sengketa melalui settlement dengan mengesampingkan isi Putusan Arbitrase maupun
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun Perkara ini diajukan upaya hukum Banding
(Kasasi) oleh BANI terhadap Putusan 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Utr. Majelis Hakim
pemeriksa perkara telah menjatuhkan Putusan amarnya pada intinya menyatakan
menguatkan Putusan 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Utr
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No.

Perihal

Keterangan

Nomor Perkara

2810k/Pdt/2014

Yurisdiksi

Mahkamah Agung

Para Pihak

1. PT Getraco Utama, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi;

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kantor cabang D.I. Panjaitan, selanjutnya disebut
sebagai Termohon |[;

3.  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
Termohon II;

4.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Termohon IIl.

Deskripsi Singkat

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan
Putusan Kasasi Nomor 2810k/Pdt/2014 Tentang Pencairan Bank Garansi yang diterbitkan
Bank Mandiri

selaku Penjamin (Termohon Ill) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung PD Sarana Jaya.

Terhadap Putusan 2810k/Pdt/2014 Tentang Pencairan Bank Garansi, PT Getraco telah
mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan
Perseroan telah mengajukan keberatan terhadap eksekusi Putusan disertai Fatwa
Mahkamah Agung perihal terdapatnya dua Putusan yaitu Putusan 2810k/Pdt/2014 Tentang
Pencairan Bank Garansi dan Putusan 137/Pdt/2000 Tentang Sengketa Wanprestasi yang
dilakukan PT Getraco terhadap Perseroan yang mempermasalahkan Objek Sengketa
yang sama yaitu Bank Garansi Pemeliharaan Gedung yang diterbitkan Bank Bumi Daya
(sekarang Bank Mandiri).

Fatwa Mahkamah Agung telah terbit yang pada intinya menyarankan kepada Perseroan
dan Bank Mandiri untuk mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali yang kedua atas
adanya dua Putusan Kasasi yang berbeda.

Status Terakhir

Para Termohon mengajukan Surat Keberatan atas Pelaksanaan Eksekusi sehubungan
dengan aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Nomor Perkara

02/Pdt.G/2019/PN.Srg

Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Serang

Para Pihak

1. Udini Mahpud, Imam Safei, Jojah, Junariyah, Martinah, Maryati, llham, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

2. Alwi Setiawan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat [;

3. Sapiyah Binti Masna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

4.  Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi

Banten, Cqg. Pemerintah Kota Serang, Cq. Pemerintah Kecamatan Walantak, Cq.
Kepala Desa Pabuaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IlI;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi
Banten, Cq. Pemerintah Kota Serang, Cq. Pemerintah Kecamatan Walantak,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

6. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

7.  Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Kantor Wilayah Badan
Pernatahan Provinsi Banten, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.
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Perihal

Keterangan

Deskripsi Singkat

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat (Warga yang mengaku sebagai
Pemilik Lahan/Tanah) kepada Tergugat, yang menempatkan Perseroan sebagai Turut
Tergugat 6. Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa dirinya berhak atas uang
ganti kerugian atas tanah yang terkena ruas pekerjaan Jalan Tol Serang — Panimbang,
yang faktanya uang ganti rugi tersebut dibayarkan Tim Pembebasan Lahan kepada
Tergugat 1. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan pemilik tanah yang berhak
menerima pembayaran uang ganti kerugian atas tanah milik orang tuanya yaitu Makir bin
Masna yang telah dijual Tergugat 2 kepada Tergugat 1. Atas dasar tersebut Penggugat
mendalilkan sebagai pemilik tanah yang berhak menerima pembayaran uang ganti
kerugian atas pembebasan tanah guna pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang yang
pada pelaksanaannya tanah tersebut berada di ruas pekerjaan yang dilakukan Perseroan.
Sebagai Kontraktor Pelaksana, Perseroan melaksanakan Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian antara Perseroan dengan Badan Usaha Jalan Tol dan tidak memiliki perikatan
dengan Penggugat maupun Tergugat.

Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin,
tanggal 9 Desember 2019 dengan pokok amar putusan sebagai berikut:

1. Menolah gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.731.000,-
- (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Terhadap Putusan 02/Pdt.G/2019/PN.Srg, Penggugat melakukan upaya hukum Banding
yang telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Banten perkara No. 67/PDT/2020/PT.Btn. Majelis
Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan Putusan amarnya pada intinya menyatakan
menguatkan Putusan 02/Pdt.G/2019/PN.Srg. Kemudian Penggugat melakukan upaya
hukum Kasasi.

Status Terakhir

Telah menyusun Kontra Memori Kasasi.

4. Nomor Perkara

635/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Tim

Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

1. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cq. PT Asuransi Umum Bumiputera
Muda 1967 Kantor Cabang Kelapa Gading, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
dan

2.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Deskripsi Singkat

Gugatan Pembatalan Perjanjian Pembayaran Surety Bond atas tidak dikembalikannya
Pembayaran Surety Bond pada Proyek Pembangunan PLTD Ambon.

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2. Dasar/Alasan Hukum Perjanjian Pembayaran Jaminan Surety Bond Berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung No.1181K/PDT/2016 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta
No.605/PDT/2013/PT.DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.115/Pdt.G/2012/
PN.Jkt.Ut., Batal Demi Hukum dan/atau Harus Dinyatakan Batal

Putusan telah dibacakan yang pada intinya mengabulkan sebagian Permohonan
Penggugat, dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dana surety bond sebesar
USD2,037,173 dan menyatakan Perjanjian Pembayaran Jaminan Surety Bond batal demi
hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkara ini telah diputus dengan pokok amar putusan yang pada intinya menyatakan
Perjanjian Pembayaran Jaminan Surety Bond Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.
1181K/Pdt/2016 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 605/PDT/2013/PT.DKI Jo. Pengadilan
Negeri Jakarta Utara No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut., yang dibuat dan ditanda tangani
tanggal 26 Maret 2018 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta
memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dana Surety Bond sebesar USD2,037,173
(dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika) secara tunai dan
sekaligus kepada Penggugat.

Terhadap Putusan tersebut, Perseroan melakukan upaya hukum Banding.

Status Terakhir

Telah disampaikan Kontra Memori Banding.
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No.

Perihal

Keterangan

Nomor Perkara

790/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Para Pihak

PT Putrimandiri Antar Lintas selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

PT Anugrah Berkat Usaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PT Liga Adhi Buana, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

PN =

Deskripsi Singkat

Gugatan Wanprestasi atas pekerjaan pengangkutan barang pada Proyek Pembangunan
Terminal Kijing yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat atas material milik
Perseroan.

Perseroan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara sebagai Turut Tergugat 2. Penggugat
dalam Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk
membayar dan melakukan ganti rugi kepada Penggugat.

Status Terakhir

Perkara telah selesai diperiksa dan telah diputus dalam Putusan Sela, dengan amar yang
pada intinya mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Perseroan.

Nomor Perkara

304/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim

Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

1. PT Nuansa Cipta Realtindo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. Gubernur / Walikota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat |;

3. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;

PT Adhi Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1V;
PT Hutama Karya (Persero),selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
7.  PT Paula Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

o o &

Deskripsi Singkat

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Nuansa Cipta Realtindo terhadap
Putusan Kasasi 2521K/Pdt/2018 yang menempatkan Perseroan sebagai Tergugat 4

- Bahwa sebelumnya Tergugat 2 selaku penerima kuasa Tergugat 1 dalam
melaksanakan pembangunan Bandara Samarinda Baru telah menerbitkan Surat
Perjanjian Kerja beserta Addendumnya kepada Penggugat dan pada pelaksanaannya
antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

- Penyelesaian permasalahan hukum dilakukan melalui forum pengadilan dan saat ini
telah selesai diperiksa dan diputus baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Banding di
Pengadilan Tinggi sampai dengan Kasasi di Mahkamah Agung;

- Perkara telah selesai diperiksa dan diputus Majelis Hakim sampai dengan tingkat
Kasasi, dengan Putusan Kasasi yang amarnya pada intinya menyatakan Tergugat 1
dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menghukum
Perseroan selaku Tergugat 4 untuk tanggung renteng mengganti kerugian.

- Terhadap Putusan Kasasi tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali.

Status Terakhir

Telah menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali.
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Perihal Keterangan
7.  Nomor Perkara 742/Pdt.G/2012/PN.Sby
Yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya
Para Pihak 1. PT Gloria Ramayana Inter Hotel sebagai Penggugat;
2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) qq. Majelis Arbitrase Pemeriksa Perkara
Nomor 430/XI/ARB-BANI/2011, yaitu
a.  Dr. Ir. Suntana S. Djatnika, SE., MM., MT sebagai Tergugat 1;
b.  Humphrey R Djemat, SH., LLM sebagai Tergugat 2;
C. Dr. N. Krisnawenda, M.Si., MH., FCArb sebagai Tergugat 3;
3.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai Turut Tergugat.
Deskripsi Singkat Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan
Arbitrase yang diajukan Penggugat kepada BANI yang menempatkan Perseroan sebagai
Turut Tergugat.
- Bahwa sebelumnya antara PT Gloria Ramayana Inter Hotel dan Perseroan terdapat
permasalahan hukum terkait wanprestasi yang dilakukan PT Gloria Ramayana Inter
Hotel kepada Perseroan yang diselesaikan melalui forum Arbitrase dengan nomor
register perkara 430/XI/ARB-BANI/2011 yang telah diperiksa dan diputus
dengan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut:
1. Menyatakan PT Gloria Ramayana Inter Hotel telah melakukan perbuatan ingkar
janji’lwanprestasi;
2. Menghukum dan memerintahkan PT Gloria Ramayana Inter Hotel untuk
membayar ganti rugi kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebesar
Rp16.347.099.322;
3. Menghukum dan memerintahkan PT Gloria Ramayana Inter Hotel untuk
membayar/mengembalikan sebesar Rp294.064.500 kepada PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter
perkara aquo yang menjadi kewajiban PT Gloria Ramayana Inter Hotel.
- Bahwa terhadap Putusan Arbitrase tersebut PT Gloria Ramayana Inter Hotel
melakukan upaya hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan
Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 742/Pdt.G/2012/PN.Sby dan
menempatkan Perseroan sebagai Turut Tergugat.
- Bahwa Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan PT Gloria
Ramayana Inter Hotel telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang
pada intinya menolak Gugatan/Permohonan PT Gloria Ramayana Inter Hotel untuk
seluruhnya.
- Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 742/Pdt.G/2012/
PN.Sby tersebut PT Gloria Ramayana Inter Hotel melakukan upaya hukum Banding
(Kasasi).
Status Terakhir Telah disampaikan Kontra Memori Banding/Kasasi.
8. Nomor Perkara 109/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Para Pihak 1. PT Dias Tri Mandiri selaku Penggugat;
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selaku Tergugat;
3. Sinotech Engineering Consultant Ltd., selaku Turut Tergugat 1;
4.  PT Bank Syariah Bukopin, selaku Turut Tergugat 2;
5. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, selaku Turut Tergugat 3.

Deskripsi Singkat

Gugatan dari PT Dias Tri Mandiri sehubungan dengan pekerjaan microtunelling yang
dilaksanakan oleh PT Dias Tri Mandiri berdasarkan Perjanjian yang telah ditandatanagani
oleh dan antara Perseroan dan PT Dias Tri Mandiri, sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya PT Dias Tri Mandiri telah mengajukan Permohonan Arbitrase
di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor register perkara 759/XI/
ARB-BANI/2015 yang menempatkan Perseroan sebagai Termohon, terkait dengan
permasalahan pada pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dias Tri Mandiri;

Bahwa Permohonan Arbitrase telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter
yang amar putusannya pada intinya menolak Permohonan PT Dias Tri Mandiri;

Bahwa PT Dias Tri Mandiri mengajukan kembali gugatannya melalui forum
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register perkara 109/Pdt.G/2017/
PN.Jkt. Tim; terhadap duduk perkara yang sama yang telah diperiksa dan diputus
oleh BANI;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus perkara nomor 109/Pdt.G/2017/
PN.Jkt.Tim yang amar Putusannya pada intinya menyatakan mengabulkan Eksepsi
Kompetensi Absolut yang diajukan Perseroan bahwa Pengadilan Negeri tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Status Terakhir

PT Dias Tri Mandiri menyatakan Banding namun tidak menyampaikan Memori Banding.

126



D>

No. Perihal Keterangan
9.  Nomor Perkara 512/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr
Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Para Pihak 1. Emilya Xandria Tjahyadikarta selaku Penggugat;
2.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selaku Tergugat
Deskripsi Singkat Gugatan terhadap Akta Perdamaian No268/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. Perseroan dan
Penggugat telah sepakat untuk melakukan perbaikan dan ganti rugi yang timbul
dari pekerjaan Proyek LRT yang dituangkan dalam Akta Perdamaian, namun pada
pelaksanaannya Penggugat meminta untuk dilakukan perubahan Akta Perdamaian.
Proses mediasi telah dilakukan namun para pihak belum mencapai kesepakatan sehingga
proses persidangan dilanjutkan.
Status Terakhir Perkara dalam proses persidangan dengan agenda terakhir Duplik
10.  Nomor Perkara AIAC/INT/ADM-610-2018C
Yurisdiksi The Asianinternational Arbitration Center, Malaysia
Para Pihak 1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku Pemohon 1;
2. Wijaya Karya Persero Sdn. Bhd., selaku Pemohon 2;
3. Zecon Berhad, selaku Termohon 1; dan
4.  Zecon Construction (Sarawak) Sdn. Bhd., selaku Termohon 2.
Deskripsi Singkat Permohonan Arbitrase atas kewajiban Termohon 1 dan Termohon 2 berdasarkan Kontrak
yang telah ditandatangani oleh para pihak atas pekerjaan yang telah diselesaikan
Pemohon dalam Proyek Pembangunan Mydin Retail Mall sebesar RM6,731,753.61 dan
bunga keterlambatan sebesar RM1,176,196.26.
Status Terakhir Perkara ini dalam proses penyusunan kesimpulan.
11.  Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019

Yurisdiksi

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Para Pihak

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. PT Chevron Pacific Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
3.  PT Inwha Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon I; dan
4. PT Singgar Mulia, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon ||

Deskripsi Singkat

Permohonan Arbitrase atas kewajiban Termohon 1 berdasarkan Kontrak yang telah
ditandatangani oleh Pemohon, Turut Termohon 1 dan Turut Termohon 2 dengan Termohon,
yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon dalam
Proyek North Duri Development Area 13.

Klaim Pemohon dalam Perkara tersebut adalah Pembayaran atas biaya pekerjaan
grubbing, final elevasi, tertiary canal, RFI, box culvert, power pole, steam hookup, Extension
of Time, adanya demonstrasi, kabut asap dan progress tertahan termasuk bunga Bank
total sebesar USD83,997,649,91.

Bahwa persidangan arbitrase telah selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Abiter dengan
dissenting opinion dari salahsatu Anggota Majelis Arbite (Arbiter Pemohon) pada tanggal
21 Desember 2020 yang pada intinya Majelis Arbiter hanya mengabulkan beberapa klaim
yang diajukan oleh WIKA dengan jumlah klaim US$ 1,345,637.03.

Status Terakhir

Monitoring Salinan Putusan
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Perihal

Keterangan

12.

Nomor Perkara

3369452019

Yurisdiksi

Pengadilan Pajak

Para Pihak

1.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Pemohon;
2.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Deskripsi Singkat

Perkara ini telah diputus dengan pokok amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 1159/KPU.01/2019 tanggal 15 Februari
2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Wijaya Karya Tbk terhadap Penetapan Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-023520/NOTUL/
KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 31 Oktober 2018, atas nama PT Wijaya Karya Tbk, NPWP
01.001.615.2-093.000, beralamat di Jalan D.l. Panjaitan Kav. 9, Kelurahan Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan menetapkan pembebanan tarif
bea masuk atas jenis barang impor berupa Gas Compressor Package dan Spares For
Gas Compressor pada PIB Nomor 538358 tanggal 22 Oktober 2018 yang diberitahukan
pada pos tarif 8414.80.19 dan 8414.90.29 mendapat preferensi tarif bea masuk skema
AIFTA dengan pembebanan bea masuk 0% (AIFTA) sesuai dengan yang diberitahukan
oleh Pemohon Banding, sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan denda
administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil.

Status Terakhir

WIKA telah menerima pengembalian Bea Masuk dari Dirjen Bea dan Cukai.

13.

Nomor Perkara

655/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Yuridiksi

Pengadilan Jakarta Pusat

Para Pihak

Dr. Frederik Ndolu, MSi selanjutnya disebut Penggugat

M. Rohanudin S.Sos selaku Direktur Utama LPP RRI selanjutnya disebut Tergugat |
Menteri Agama RI selanjutnya disebut Tergugat Il

Menteri Keuangan RI selanjutnya disebut Tergugat IlI

Menteri Tata Ruang c.q Kepala BPN Depok selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Miftam, S.sosselaku ketua dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat |

7. Hasti Kuncoro, S.H selaku anggota dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat Il

8.  Tantri Relatami, S.sos selaku anggota dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat Il

9.  Dra. Dwi Hernuningsih, M.si selaku anggota dewan pengawasa LPP RRI selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat IV

10. Drs. H. Lukman Hakim Saefudin selaku Menteri Agama 2014-2019 selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat V

11.  Prof. Dr. Phill Kamaruddin Amin, M.A selaku direktur jenderal pendidikan islam
kementerian agama RI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI

12. Waskita Karya selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI
13.  Wijaya Karya selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI
14. PT Brantas Abipraya selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX

IR o

Deskripsi Singkat

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Dr. Frederik Ndolu M,Si selaku Penggugat
kepada beberapa lembaga dan personil termasuk WIKA selaku Turut Tergugat VIII
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Universitas Islam
Internasional Indonesia. Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan bahwa
BAST Barang Milik Negara batal demi hukum, sah dan berharga sita jaminan, Sertipikat
Hak Pakai 0002 milik Kementerian Agama RI tidak memiliki kekuatan hukum, Sertipikat
Hak Pakai 0001 milik LPP RRI memiliki kekuatan hukum, dan memberikan ganti rugi
sebesar Rp4.375.000.000.000 yang terdiri dari:

a. Rp4.275.000.000.000 merupakan kerugian materiil
b.  Rp100.000.000.000 merupakan kerugian immateriil
Kerugian menjadi tanggung renteng oleh Para Tergugat

Status Terakhir

Perkara dalam proses persidangan dengan agenda terakhir Pemeriksaan Para Pihak
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Perkara-perkara tersebut di atas tidak memiliki dampak atau pengaruh secara material terhadap
kelangsungan usaha Perseroan serta Penawaran Umum. Tidak ada permohonan kepailitan atau
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga
pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia dan Perseroan tidak berada dalam keadaan
lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan
pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau
berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah
satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau
karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian
Perseroan terhadap pihak manapun.

Entitas Anak:

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Entitas Anak yang didukung dengan Surat
Pernyataan masing-masing Entitas Anak: (i) tidak terdapat perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh
masing-masing Entitas Anak, kecuali WIKA Beton, WIKA Realty dan WIKA Gedung, dimana perkara-
perkara tersebut tidak bersifat material, tidak mempengaruhi kemampuan WIKA Beton, WIKA Realty
dan WIKA Gedung untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan perkara-perkara tersebut tidak memiliki
dampak atau pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta Penawaran
Umum.

Perkara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas
Anak

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-
masing Dewan Komisaris Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan
Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan
pengadilan maupun di luar pengadilan dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat
berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta
kelangsungan proses Penawaran Umum.

7. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, yaitu:

7.1. Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung

Total Liabilitas. 2 liLanal(Rugi)

Total Aset Entitas Entitas Anak Sebelum Pajak
Anak terhadap Entitas Anak
: Total Aset EEEETD Lzl terhadap Total
Nama _— Tahun Kegiatan  Kepemilikan e Liabilitas e
No. Entitas Anak Domisili p - Usah Saham (%)") Konsolidasian Konsolidasian Laba (Rugi)
efveraan EEDE] Perseroan (%) . Konsolidasian
Perseroan (%) o
per 30 or 30 Perseroan (%)
September 2020 Se t:,mber 2020 per 30
P September 2020
1. WIKA Beton Jakarta Timur 1997 Industri Beton 60,00 15,08 13,14 37,84
2. WIKA Realty Jakarta Timur 2000 Real Estate 93,05 20,26 20,40 211,879
3. WIKA Industri & Jakarta Timur 2000 Industri dan 98,40 5,24 4,25 0,52
Konstruksi Konstruksi
4. WIKA Rekayasa Jakarta Timur 2011 Jasa Konstruksi 96,90 1,52 1,73 7,79
Konstruksi dan Jasa EPC
5. WIKA Gedung  Jakarta Timur 2008 Konstruksi dan 69,30 9,00 7,42 84,23
Properti
6. WIKA Bitumen Buton 2014 Tambang Aspal 99,00" 0,63 0,63 -3,09
7. WIKA Serang Jakarta Timur 2017 Jalan Tol 83,42 5,87 3,56 52,63
Panimbang
8. CLT? Batam 2014 Industri Beton 59,70 99,50 3,61 5,22
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Total Liabilitas 2 AL aal(Rugl)

Total Aset Entitas Entitas Anak Sebelum Pajak
Anak terhadap Entitas Anak
: Total Aset e gtanioal terhadap Total
Nama — Tahun Kegiatan  Kepemilikan Yoot Liabilitas il
No. Entitas Anak Domisili p - Usah Saham (%) Konsolidasian B T ¥ . . Laba (Rugi)
enveraan SEUE] Perseroan (%) . Konsolidasian
Perseroan (%) o
per 30 or 30 Perseroan (%)
September 2020 Se t:mber 2020 per 30
P September 2020
9. WIKA Pracetak Jakarta Timur 2017 Industri Beton 64,74 0,33 0,31 0,48
Gedung ¥
10. WGSP% Jakarta Timur 2019 Properti dan 68,37 0,27 0,31 0,48
Realti
11. WINNER 9 Jakarta Timur 2010 Industri Energi 95,832 0,40 0,19 0,56
Terbarukan
12. WIMA® Jakarta Timur 2018 Industri 88,56 15,08 13,14 37,84
Otomotif
13. WIKA Aspal " Buton 2017 Tambang Aspal 98,01 20,26 20,40 211,877
14. MCC» Jakarta Timur 2016 Industri Realti 91,67 1,55 1,15 -61,60
dan Properti
Jasa

Keterangan:
7 % laba sebelum pajak (EBT) PT Wika Realty melebihi 100% dari laba konsolidasian karena terdapat entitas yang mengalami

kerugian dan terdapat tambahan beban pajak sebagai pengurang saldo laba konsolidasian.
" Bahwa seluruh Entitas Anak pada tabel tersebut merupakan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) di atas 50%, dengan penjelasan sebagai berikut:
" WIKA Gedung memiliki saham sebesar 1% pada WIKA Bitumen.
2 Perseroan memiliki saham sebesar 40% pada WINNER.
Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Beton.
Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Gedung.
Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Realty.
Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Industri & Konstruksi.
Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Bitumen.

Je e s er

Tidak terdapat perbedaan proporsi antara jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh Perseroan.

7.1.1 Keterangan Tentang Entitas Anak

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Entitas Anak yang secara material memiliki kontribusi kepada
laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang memiliki total aset sekitar 10% dari total aset Perseroan:

Entitas Anak (Kepemilikan Langsung)

a. PT Wijaya Karya Beton Tbk (“WIKA Beton”)

Riwayat Singkat WIKA Beton

Informasi mengenai Wika Beton telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan
pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham, Perizinan serta Pengurusan dan
Pengawasan WIKA Beton belum mengalami perubahan.

Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
Wijaya Karya Beton Tbk disingkat PT WIKA Beton Tbk No. 31 tanggal 12 April 2019, yang dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
Persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Beton Tbk No. AHU-0021734.AH.01.02. TAHUN
2019 tanggal 22 April 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Menkumham sesuai
dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0213672 tanggal 22 April 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan
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Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, AHU-AH.01.03-0213672 tanggal 22 April 2019
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, serta
telah diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tanggal 3 September 2019 dan Tambahan No. 26859.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam ribuan Rupiah)

T 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018
Jumlah Aset 9.265.708.385 10.337.895.087 8.881.778.300
Jumlah Liabilitas 5.946.172.076 6.829.449.147 5.744.966.290
Jumlah Ekuitas 3.319.536.309 3.508.445.940 3.136.812.010

“tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

R 30 September* 31 Desember
2020 2019 2019 2018
Pendapatan bersih 2955728.060 4371139547  7.083.384.468  6.930.628.259
Beban pokok pendapatan 2792344570  3.772.550.503  6.132.667.455  6.048.206.381
Laba kotor 163.383.490 598.589.043 950.717.013 882.421.878
Laba bersih periode/tahun berjalan 50.359.004 301.185.085 510.711.733 486.640.174
Penghasilan komprehensif periode/tahun 49.953.607 301.185.085 517.571.726 490.020.360

berjalan
*tidak diaudit

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Laporan Posisi Keuangan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah aset mengalami penurunan sebesar Rp1.072.186.702 ribu
atau sebesar 10,37% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp10.337.895.087
ribu menjadi sebesar Rp9.265.708.385 ribu penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo
kas setara kas dan piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp883.277.071 atau
sebesar 12,93% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp6.829.449.147 ribu
menjadi sebesar Rp5.946.172.076 ribu penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang
usaha dan pinjaman jangka menengah perbankan.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp188.909.631 ribu
atau sebesar 5,38% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp3.508.445.940
ribu menjadi sebesar Rp3.319.536.309, penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen
dan dampak penerapan PSAK 71.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pada periode yang berakhir 30 September 2020, pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar
Rp1.415.411.487 ribu atau sebesar 32,38% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp4.371.139.547 ribu menjadi sebesar Rp2.955.728.060 ribu, yang terutama
disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi sebagai dampak dari ditundanya beberapa proyek
konstruksi.
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Beban pokok penjualan pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan
sebesar Rp980.205.933 ribu atau sebesar 25,98% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30
September 2019, dari sebesar Rp3.772.550.503 ribu menjadi sebesar Rp2.792.344.570 ribu yang
terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi sebagai dampak dari ditundanya beberapa
proyek konstruksi.

Labakotorpada periode yang berakhir 30 September2020 mengalamipenurunansebesarRp435.205.553
ribu atau sebesar 72,71% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar
Rp598.589.043 ribu menjadi sebesar Rp163.338.490 ribu, laba bersih periode berjalan pada periode
yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp250.646.081 ribu atau sebesar
83,22% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar Rp301.185.085
ribu menjadi sebesar Rp50.539.004 ribu dan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan
pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp251.231.478 ribu
atau sebesar 83,41% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar
Rp301.185.085 ribu menjadi sebesar Rp49.953.607 ribu.

b. PT Wijaya Karya Realty (“WIKA Realty”)

Riwayat Singkat WIKA Realty

Informasi mengenai Wika Realty telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan
pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham, Perizinan serta Pengurusan dan
Pengawasan WIKA Realty belum mengalami perubahan.

Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Realty atau disingkat PT WIKA Realty No. 58 tanggal 30
April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham
No. AHU-0037873.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0087145.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 (“Akta No. 58/
tanggal 30 April 2020").

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam ribuan Rupiah)

AT 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018
Jumlah Aset 12.448.507.990 12.250.683.556 9.104.506.457
Jumlah Liabilitas 9.234.539.092 7.985.352.255 4.815.038.083
Jumlah Ekuitas 3.213.968.898 4.265.331.301 4.289.468.374

“tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 September* 31 Desember

9 2020 2019 2019 2018
Pendapatan bersih 370.173.236 814.978.085 1.483.413.318 1.350.320.872
Beban pokok pendapatan 425.502.134 693.042.310 1.327.762.829 1.209.359.930
Laba (Rugi) kotor (55.328.898) 121.935.775 155.650.489 140.960.942
Laba bersih periode/tahun berjalan 327.176.440 48.088.758 64.126.609 289.657.474
E:rrj‘glgis"a” komprehensif periode/tahun 327.176.440 48.088.758 54.569.392 300.477.286
*tidak diaudit
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Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah aset mengalami kenaikan sebesar Rp197.824.435 ribu atau
sebesar 1,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp12.250.683.556
ribu menjadi sebesar Rp12.448.507.991 ribu kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya
persediaan property dan tambahan setoran modal ke entitas asosiasi.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp1.249.186.837 atau
sebesar 15,64% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp7.985.352.255 ribu
menjadi sebesar Rp9.234.539.092 ribu kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang
muka dari pelanggan, utang pihak afiliasi dan medium term notes.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp1.051.362.403 ribu
atau sebesar 24,65% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp4.265.331.301
ribu menjadi sebesar Rp3.213.968.898, disebabkan oleh penurunan laba berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2019

Pada periode yang berakhir 30 September 2020, pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar
Rp444.804.849 ribu atau sebesar 54,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp814.978.086 ribu menjadi sebesar Rp370.173.236 ribu, yang terutama disebabkan
oleh dampak penerapan PSAK 72 yang menggerus penjualan dari bisnis unit apartemen.

Beban pokok penjualan pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar
Rp267.540.176 ribu atau sebesar 38,60% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp693.042.311 ribu menjadi sebesar Rp425.502.134 ribu yang terutama disebabkan
oleh dampak penerapan PSAK 72 dari bisnis unit apartemen.

Laba kotor pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar
Rp177.264.673 ribu atau sebesar 145,38% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp121.935.775 ribu menjadi sebesar minus Rp55.328.898 ribu, laba bersih periode
berjalan pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp279.087.682
ribu atau sebesar 580,36% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari
sebesar Rp48.088.759 ribu menjadi sebesar Rp327.176.440 ribu dan jumlah penghasilan komprehensif
periode berjalan pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar
Rp279.087.682 ribu atau sebesar 580,36% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp48.088.759 ribu menjadi sebesar Rp327.176.440 ribu.

c. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbhk (“WIKA Gedung”)

Riwayat Singkat WIKA Gedung

Informasi mengenai WIKA Gedung telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan
pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Perizinan WIKA Gedung tidak
mengalami perubahan, kecuali Perubahan anggaran dasar terakhir dan Pengurusan dan Pengawasan
WIKA Gedung sebagai berikut:
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Perubahan anggaran dasar WIKA Gedung yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
Bapepam dan LK No. 1X.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1”), (ii) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

No. 7 tanggal 22 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
(“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03- 0046990 tanggal 26 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0015049.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Januari 2021 ("Akta
No. 7/2021").

Pengurusan dan Pengawasan WIKA Gedung

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat WEGE No. 23 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di
bawah No. AHU-AH.01.03-0134279 tanggal 8 Mei 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0059316.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017junctis Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WEGE No. 7 tanggal 10 Agustus 2020 dibuat oleh Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No.
AHU-AH.01.03-0338871 tanggal 10 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0130550.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WEGE No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-
AH.01.03-0182694 tanggal 9 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.
AHU- 0066719.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan WEGE No. 27 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No.
AHU-AH.01.03-0189379 tanggal 5 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU- 0056778.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 22 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih
Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah
No. AHU-AH.01.03-0047294 tanggal 26 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU- 0015163.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sugeng Rochadi
Komisaris Independen . Ance

Komisaris Independen : Joseph Prajogo
Komisaris : Ahmad Fadli Kartajaya
Komisaris : Bambang Pramujo
Direksi

Direktur Utama : Nariman Prasetyo
Direktur Quality Health Safety & Environment : Djaka Nugraha
Direktur Operasi 1 : Bagus Tri Setyana
Direktur Operasi 2 : Mochamad Yusuf

DirekturKeuangan, Human Capital & Manajemen Risiko : Syailendra Ogan
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Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam ribuan Rupiah)

AT 30 September* 31 Desember
2020 2019 2018
Jumlah Aset 5.531.604.727 6.197.314.112 5.890.299.961
Jumlah Liabilitas 3.360.517.763 3.737.909.282 3.753.471.505
Jumlah Ekuitas 2.171.086.963 2.459.404.830 2.136.828.456

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam ribuan Rupiah)

e 30 September* 31 Desember
2020 2019 2019 2018
Pendapatan bersih 2.136.464.388 3.368.926.937 4.567.506.785 5.822.504.928
Beban pokok pendapatan 1.956.121.051 3.000.532.659 4.102.329.913 5.225.748.337
Laba kotor 180.343.337 368.394.277 465.176.872 596.756.592
Laba bersih periode/tahun berjalan 130.714.137 304.151.611 456.366.738 444.498.793
Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan 130.714.137 304.151.611 455.856.902 469.462.853

“tidak diaudit
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Laporan Posisi Keuangan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah aset mengalami penurunan sebesar Rp665.709.385 ribu atau
sebesar 10,74% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp6.197.314.112 ribu
menjadi sebesar Rp5.531.604.727 ribu penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas
dan setara kas untuk pembayaran hutang jatuh tempo & produksi.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp377.391.519 atau
sebesar 10,10% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp3.737.909.282 ribu
menjadi sebesar Rp3.360.517.764 ribu penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman
perbankan jangka pendek dan penurunan saldo beban akrual.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp288.317.866 ribu
atau sebesar 11,72% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari sebesar Rp2.459.404.830
ribu menjadi sebesar Rp2.171.086.964 , penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba
berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pada periode yang berakhir 30 September 2020, pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar
Rp1.232.462.548 ribu atau sebesar 36,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp3.368.926.937 ribu menjadi sebesar Rp2.136.464.389 ribu, yang terutama
disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih dari sektor jasa konstruksi, properti, konsesi dan industri.

Beban pokok penjualan pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar
Rp1.044.411.609 ribu atau sebesar 34,81% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September
2019, dari sebesar Rp3.000.532.660 ribu menjadi sebesar Rp1.956.121.051 ribu yang terutama
disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan pada sektor jasa konstruksi, properti dan konsesi.
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Labakotorpada periode yangberakhir 30 September2020 mengalamipenurunansebesarRp188.050.940
ribu atau sebesar 51,05% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar
Rp368.394.278 ribu menjadi sebesar Rp180.343.338 ribu, laba bersih periode berjalan pada periode
yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp173.437.474 ribu atau sebesar
57,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar Rp304.151.612
ribu menjadi sebesar Rp130.714.137 ribu dan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan
pada periode yang berakhir 30 September 2020 mengalami penurunan sebesar Rp173.437.474 ribu
atau sebesar 57,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2019, dari sebesar
Rp304.151.612 ribu menjadi sebesar Rp130.714.137 ribu.

7.2. Entitas Asosiasi

No. Nama Domisili Tahun Kegiatan Kepemilikan Total Aset Total Liabilitas Total Laba
Entitas Anak Penyertaan Usaha Saham (%)" Entitas Entitas (Rugi) Sebelum
Asosiasi Asosiasi Pajak Entitas
terhadap terhadap Total Asosiasi
Total Aset Liabilitas terhadap Total
Konsolidasian Konsolidasian Laba (Rugi)
Perseroan (%) Perseroan (%) Konsolidasian
per 30 per 30 Perseroan (%)
September September per 30
2020 2020 September
2020
PT Jakarta Jakarta 2016 Industri Realti 45,58 3,29% 0,09% 18,27%
River City dan Properti
Jasa
PT Citra Jakarta 2015 Pembangunan 29,56 2,74% 2,44% -32,52%
Marga Lintas dan
Jabar Pengusahaan
Jalan Tol
PT Patra Jakarta 2019 Industri Realti 34,84 0,35% 0,00% -0,03%
Wijaya dan Properti
Realtindo Jasa
PT Jakarta 2016 Pembangunan 20,00 5,53% 5,17% 1,05%
Jasamarga dan
Manado - Pengusahaan
Bitung Jalan Tol
PT WIKA Jakarta 2015 Industri Realti 46,52 0,87% 0,81% 0,02%
Realty Minor dan Properti
Development Jasa
PT PP Semarang 2019 Pembangunan 26,15 1,97% 2,27% 3,84%
Semarang dan
Demak Pengusahaan
Jalan Tol
PT Hotel Bali 2018 Industri Realti 23,26 0,11% 0,01% 0,40%
Karya dan Properti
Indonesia Jasa
PT Wijaya Jakarta 2017 Industri Realti 47,45 3,05% 4.11% 0,11%
Karunia dan Properti
Realtindo Jasa
PT WIKA Jakarta 2009 Pembangkit 20,44 0,01% 0,00% -0,01%
Jabar Power Tenaga Listrik
PT Pilar Jakarta 2015 Investment 38 77,73% 103,80% -1.091,21%
Sinergi BUMN Management
Indonesia
PT Kurnia Jakarta 2016 Industri Realti 47,45 1,22 1,35 -6,39
Realty Jaya dan Properti
Jasa
PT WIKATirta  Jakarta 2021 Pengolahan & 30,00 0,02 0 0

Jaya Jatiluhur

Penyaluran Air
Minum

Keterangan:
7 Bahwa seluruh Entitas Asosiasi pada tabel tersebut merupakan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) 20% dan di bawah 50%.
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8. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Entitas Anak

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak:

WIKA WIKA WIKA WIKA

. Serang CLT WPG WGSP WIMA WINNER MCC WASPAL
. . Bitumen .

Konstruksi Konstruksi Panimbang

. Jarot Widyoko KU - - - - - - - - - - - - - -
. Adityawarman Ki - - - - - - - - - - - - - -
. Harris Arthur Hedar Kl - - - - - - - - - - - - - -

. Suryo Hapsoro Tri Ki - - - - - - - _
Utomo

. Satya Bhakti Parikesit K - - - - - - - - - - - - - -
Edy Sudarmanto Ki - - - - - - - - - - - - - -
. Firdaus Ali Ki - - - - - - - - - - - - - -
. Agung Budi Waskito DU - - - - - - - - - - - - - -
. Ade Wahyu

10. Mursyid

11. Rudy Hartono

12. Hananto Aji

13. Sugeng Rochadi

14. Harum Akhmad Zuhdi
15. Herry Trisaputra Zuna - K - - - - - - - - - - - - -
16. Heru Wisnu Wibowo - K - - - - - - - - - - - - -
17. Indrieffouny Indra - Kl - - - - - - - - - - - - -

WIKA WIKA WIKA )
No. Nama Perseroan Beton Gedung Realty Industri & Rekayasa

A O N =

© N o o

©

18. Priyo Suprobo - Kl - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
23. Imam Sudiyono -

o

. Hadian Pramudita - DU - - - - - - - - - - - - -

=

. Kuntjara -

N

. Sidig Purnomo -

24. | Ketut Pasek Senjaya -
Putra

25. Nariman Prasetyo - - DU - - - - - - - - - - - -
26. Djaka Nugraha - - D - - - - - - K - - - - -
27.Bagus Tri Setyana - - D - - - - - - - - - - - -
28. Mochamad Yusuf - - D - - - - - - - K - - - -
29. Syailendra Ogan - - D - - - - - - - - - - - -
30. Ance - - Kl - - - - - - - - - - - -
31. Bambang Pramujo - - K - - - - - - - - - - - -
32. Ahmad Fadli Kartajaya - - K - - - - - - - - - - - -
33. Joseph Prajogo - - Kl - - - - - - - - - - - -
34. Puji Haryadi - - - K
35. | Ktut Hadi Priatna - - - K - - - - - - - - - - -
K

36. Endra Saleh -
Atmawidjaja

o

©

R =

o O

3

37. Ismono Wijayanto - - - Kl - - - - - - - - - - -
38. Koko Cahyo Kuncoro - - - DU - - - - - - - - - - -
39. Nusantara Suyono - - - WDU - - - - - - - - - - -
39. | Kadek Suartana - - - D
40. Suyamat - - - D - - - - - - - - - - -
41. Prata Kadir - - - D
42. Akhmadi Tricahyono - - - -
43. Suharyanto - - - -
44. Dini Yulianti - - -
45. Rachmad Permadi

Mulajaya
46. Dwi Johardian - - - - DU - - - - - - - - - -
4

- O ©

J

. Hermawan D - - - -
Dhewayanto

4
4
50. Agus Parmoho - - - -
5
5
5

©

. Eka Santoso - - - -

©

D
. Mahendra Dwisana - - - - D - - - - - - - - - -
D

=

. Indra Kusumaningrum - - - - - - - - - - - - - - -

N

. Danu Prijambodo - - - - - - - - - - - - - - -

w

. Thanon Aria - - - -
Dewangga

54. Hendra Jayusman - - - - - DU - - - - - - - - -
5

o

. Anung Caksono Adi - - - - - D - - - - - - - - -
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WIKA WIKA WIKA WIKA

. Serang CLT WPG WGSP WIMA WINNER MCC WASPAL
. . Bitumen y

Konstruksi Konstruksi Panimbang

56. Abju Wibisono : } ; : ; D _ _ _ - - - _ _ -
Muhammad Abduh

57. Eko Susilo Priyitno - - - - - D - - - - - - - - -
58. Rosman Pria Utama - - - - - - KU - - - - - - - -
59. Ahmad Fauzi - - - - - - K - - - - - - - -

60. Bambang Dwi DU - - K
Wijayanto

WIKA WIKA WIKA )
No. Nama Perseroan Bston Gedung Realty Industri & Rekayasa

61. Munadi Herlambang - - - - - - D - - - - - - - -

62. Sri Mulyono - - - - - - D - - - - - - - -

63. Untung Kurniadi - - - - - - - K - - - - - - -

64. Gandira Gutawa Kl - - -
Sumapraja

65. Ir. Mulyana - - - - - - - DU - - - - - - -

66. Ahmad Zaki D - - -
Suharjanto

67. Dirham Su’udi - - - - - - - D - - - - - - -
68. Khusnul Hakim - - - - - - - - DU - - - - - -
69. Edi Wiyarso - - - - - - - - D - - - - - -
70. Dwi Purnomo - - - - - - - - - DU - - - - -
71. Sugeng Prayitno - - - - - - - - - D - - - - -

72. Bobby Parluhutan - D -
Hasibuan

73. Eka Santoso - - - - - - - - - - - KU - - -
74. Ade Sulistyo - - - - - - - - - - - K - - -
75. Muhammad Samyarto - - - - - - - - - - - DU - - -
76. Tri Hari Agus Riyanto - - - - - - - - - - - D - - -
77. Andi Nugraha - - - - - - - - - - - - DU - -
78. Irsal S. Matondang - - - - - - - - - - - - D - -
79. Adang Hamdani - - - - - - - - - - - - KU K -
80. Atut Meilaksono - - - - - - - - - - - - K - -

81. Dena Ardyan ) KU -
Mohammad

82. Firdaus Mustofa - - - - - - - - - - - - - DU -

83. Aldy Meganda ; D -
Mohammad

84. Waluyo Nugroho - - - - - - - - - - - - - - D

Keterangan:

KU  : Komisaris Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama
K : Komisaris

Kl : Komisaris Independen
DU  : Direktur Utama

WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

9. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan
9.1. Kegiatan Usaha

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang disahkan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya
Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan
Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal
13 Juli 2020, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk
melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan,
investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan
perkeretapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan,
engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan
kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi
dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.
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9.1.1. Sifat Musiman Kegiatan Usaha

Secara umum pola musiman dari proyek/tender yang diperoleh Perseroan biasanya akan sangat tinggi
di kuartal 3 dan kuartal 4 khususnya proyek — proyek yang berasal dari APBN oleh karena itu langkah —
langkah strategis yang diambil Perseroan adalah, Perseroan tidak selalu menargetkan proyek — proyek
pemerintah sebagai backbone dari produksi di tahun berjalan, melainkan dikombinasikan dengan
proyek — proyek yang didapatkan dari BUMN lain, swasta atau proyek — proyek Investasi.

9.1.2. Produk dan Jasa

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi yang Terintegrasi yang memiliki 7 (tujuh) lini bisnis utama.
Segmen pasar yang dibidik Perseroan adalah proyek-proyek konstruksi dan turunannya, baik yang
dikembangkan oleh Pemerintah, sesama BUMN maupun oleh pihak swasta.

Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1.

Infrastruktur dan Gedung

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha jasa Konstruksi Sipil dan Konstruksi Gedung. Segmen
pasar yang dibidik Perseroan di lini bisnis ini adalah proyek konstruksi sipil dan gedung berskala
nasional dan berteknologi tinggi. Bidang usaha konstruksi sipil membawahi sejumlah sub bidang
usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan
dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan
juga mencakup rancang bangun (design and build) dari mulai prosesperencanaan hingga proses
konstruksi. Beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan antara lain Tol Balikpapan-Samarinda,
Tol Lampung, Underpass Yogyakarta International Airport, Mass Rapid Transport dan Light Rail
Transit, sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan diantaranya Kereta Cepat Jakarta-
Bandung, Tol Serang-Panimbang, Fly Over Teluk Lamong, Harbour Road Il Section Ancol-Pluit dan
Terminal Kijing.

Sementara bidang usaha konstruksi gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas.
Berkat dukungan kemampuan di bidang perekayasaan, bidang usaha konstruksi gedung mampu
melakukan pekerjaan rancang bangun atau design and build sejak proses perencanaan sampai
proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian, meliputi pembangunan
apartemen, kondominium, hotel, rumah susun dan kompleks perumahan. Beberapa proyek yang
telah selesai dikerjakan antara lain Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Bandar Udara
Internasional Oeccusse Timor Leste serta beberapa venue Asian Games 2018 seperti Stadion
Madya GBK, Jakarta International Velodrome dan Equestrian Park. Sedangkan yang masih dalam
tahap konstruksi antara lain Jakarta International Stadium dan Mandiri University.

Energi dan Industrial Plant

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha Energi dan Industrial Plant. Bidang usaha Energi ini meliputi
jasa EPC (Engineering, Procurement dan Construction) di bidang ketenagalistrikan. Beberapa
proyek yang telah dikerjakan dalam EPC Power Plant antara lain PLTG Arun 184 MW, PLTU
Jeneponto 2X135MW dan PLTU Ketapang 2x10MW, sedangkan yang masih dalam konstruksi
antara lain yaitu PLTGU Muara Karang 500 MW, PLTU Cilacap Ekspansi 1x1000 MW dan PLTU
Palu-3 2x50MW.

Sementara bidang usaha Industrial Plant membangun suatu processing plant, yang terdiri atas
fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainya
sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari raw material menjadi produk tertentu, di
antaranya Pabrik Pengolahan Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik,
Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng. Beberapa proyek yang telah
dikerjakan antara lain Pabrik Gula Assembagoes Situbondo, Pabrik NPK Fusion Il PUSRI, Pabrik
Minyak Goreng Sei Mangke dan Fasilitas Produksi Gas Matindok. Sedangkan proyek yang saat
ini sedang dikerjakan antara lain Pabrik Feronikel Halmahera Timur, Pembangunan Tanki LPG
Pressurized 3x3.000MT di Terminal LPG Balongan, Pembangunan Terminal LPG Refrigerated
Jawa Timur dan Proyek EPC Storage Tanks Modification & Piping System RDMP RU-V Balikpapan.
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3. Industri

Lini bisnis Industri merupakan pendukung dari kompetensi inti Perusahaan. Lini bisnis ini mampu

menghasilkan beragam variasi produk-produk pendukung aktivitas konstruksi, seperti:

a. Beton, yaitu: produk beton pra cetak, seperti PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge
Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan
Rigid Pavement Fabricated.

b. Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka
baja, conveyor, pipe rack, tower telekomunikasi, tower transmisi listrik, jembatan rangka baja,
tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam dan steel plate work lainnya serta
aluminium casting dan plastic injection.

c. Bitumen, yaitu: granular asphalt dan extraction asphalt.

4. Realti dan Properti

Lini bisnis Realti dan Properti bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya
seperti penggarapan landed house, high-rise building (apartment, condotel, office mixed use)
serta industrial estate. Di bidang realti, Perseroan Group melalui Perseroan Realty telah sukses
mengembangkan produk unggulan Tamansari. Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari
yang berarti peristirahatan raja, Perseroan Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur,
unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian
yang asri dan nyaman.

5. Investasi

Sesuai dengan visi Perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam Investasi dan EPC
berkelanjutan, Perseroan semakin aktif dalam melakukan kegiatan investasi. Melalui investasi yang
dijalankan, Perseroan ingin memperbesar porsi recurring income sehingga kelak bisnis Perseroan
dapat semakin besar dan stabil. Investasi yang dilakukan Perseroan mencakup berbagai sektor
seperti Infrastruktur, energi, transportasi serta pengembangan kawasan. Dalam melakukan
kegiatan investasi tersebut, Perseroan juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain sebagai
upaya untuk memperoleh portofolio investasi yang semakin besar.

6. Construction Engineering

Lini bisnis ini merupakan salah satu motor EPC serta Operation & Maintenance Perseroan.
Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan pada lini ini terbilang kompleks, antara lain, EPC
pembangkit listrik dan industri, termasuk operasi dan pemeliharaannya. Pada EPC pembangkit
listrik, lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi pekerjaan erection, installation, mechanical,
piping dan electrical. Beberapa portofolio pekerjaan yang telah dilakukan Perseroan hingga saat
ini di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro
(PLTMH).

7. Integrated Transportation System

Integrated Transportion System (ITS) merupakan lini bisnis terbaru yang dikembangkan oleh
Perseroan guna mengoptimalkan opportunity market dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung
melalui implementasi moda transportasi kereta cepat masa depan dan pengembangan sentra
ekonomi koridor Jakarta — Bandung.

Ketika infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selesai, mobilitas Jakarta — Bandung,
maupun sebaliknya diprediksi akan berubah. Masyarakat hanya cukup membutuhkan waktu 35
menit untuk menuju ke masing-masing kota tersebut. Kehadiran KCJB juga akan menstimulasi
lahirnya kota-kota baru dengan infrastruktur yang memadai, agar menjadi sentra bisnis, kawasan
hunian, pusat pemerintahan, pendidikan dan wisata yang diminati masyarakat. Lini bisnis ini
diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi kawasan pertumbuhan baru, tetapi juga
akan memberikan kontribusi untuk menopang perekonomian Nasional.
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9.1.3. Bahan Baku

Untuk melakukan monitor kebutuhan material bahan baku Perseroan memiliki unit fungsi Supply Chain
Management yang mengkonsolidasikan total kebutuhan material bahan baku ke depannya (tahun X+1)
berdasarkan proyek yang dituju dan optimis akan didapat dengan dikoordinasikan dengan departemen
operasi. Konsolidasi bermanfaat untuk mendapatkan bargaining power dan reduced price dari supplier.
Selain itu pula Perseroan menerapkan VMI (Vendor Managed Inventory), metode sharing risk dimana
WIKA menyediakan lokasi di proyek untuk digunakan oleh vendor dalam menyediakan persediaan
material, dapat lebih dari satu vendor. Material adalah tanggung jawab vendor, dimana WIKA membayar
berdasarkan material yang terpasang. Kelebihannya adalah dari sisi controlling biaya, kecepatan, dan
mengurangi risiko kebutuhan mendadak dan out of stock.

Terkait tingkat harga, perseroan berpegang pada prinsip pengadaan yaitu prinsip kompetitif. Terdapat
beberapa pendekaatan untuk memastikan tingkat harga pengadaan barang dan jasa seperti penetapan
metode pengadaan yang dirasa pas, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sourcing indeks dan
analisa data harga umum dari sumber yang valid.

Perseroan juga melakukan Price and Market Forecasting untuk bahan baku. Fungsi Supply Chain
Management melakukan forecast harga material bahan baku yang bersifat strategis, berdasarkan
historical spending material di WIKA dan koefisien pergerakan data pasar, menciptakan suatu formula
untuk menentukan harga ke depannya dalam membantu perencanaan tender proyek.

Sedangkan volatilitas harga harga barang baku dan jasa Perseroan terpengaruh oleh beberapa faktor
eksternal seperti faktor ekonomi makro dan politik, apabila kondisi perekonomian di dalam negeri
cukup kondusif maka harga bahan baku tidak akan terlalu volatile namun sebaliknya apabila kondisi
perekonian dalam negeri tidak cukup kondusif maka harga bahan baku dapat bergerak secara volatie,
selain itu pula Kurs valuta asing juga menjadi salah satu contoh yang dapat mempengaruhi volatilitas
harga bahan baku yang didatangkan dari luar negeri.

Salah satu strategi Perseroan untuk menjaga volatilitas harga bahan baku adalah dengan menerapkan
skema kontrak payung khususnya untuk material strategis seperti semen dan besi agar Perseroan
mendapatkan harga yang kompetitif, selain itu pula Perseroan juga bersinergi dengan entitas anak
seperti WIKA beton untuk precast concreate, WIKA Industri konstruksi untuk pabrikasi baja, WIKA
Rekayasa Konstruksi untuk erection mesin — mesin pembangkit, WIKA Bitumen untuk supply aspal,
untuk cara pembayaran kepada supplier perusahaan menggunakan fasilitas perbankan seperti SCF
dan SKBDN.

9.1.4. Pengendalian Mutu

Untuk memastikan Perseroan selalu menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan tuntutan pelanggan,
penerapan Sistem Manajemen Mutu menjadi kunci keberhasilan Perseroan dilapangan. Sistem
Manajemen Mutu Perseroan terdiri dari:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 50 tahun 2012)

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 :2015)

Sistem Manajemen Risiko (ISO 31000 :2018)

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 : 2015)

Sistem Manajemen Pengamanan (OHSAS 180001 : 2007 dan PERKAP 24 tahun 2007)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)

Ok wWN

Keseluruhan proses produksi perseroan mengacu kepada Rencana Kerja Proyek (RKP) dimana di
dalamnya terdapat rencana kerja, metode kerja, instruksi kerja, schedule pekerjaan, schedule alat
dan manpower yang digunakan untuk pelaksanaan konstruksi. Sedangkan untuk pengendalian mutu
perseroan mengacu pada rencana mutu (Q-Plan),
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Pengakuan pekerjaan konstruksi perseroan mengacu pada persyaratan owner yang telah ditetapkan
seperti terkait pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu berita acara progress pekerjaan, berita
acara pembayaran, hasil inspeksi (Quality Control Report) dan dokumentasi proyek yang biasanya
dituangkan dalam kontrak pekerjaan

Perseroan dalam upaya memenuhi sumber ketersediaan bahan baku adalah dengan menggunakan
sistem eProcurement dan eCatalog dengan terlebih dahulu menganalisa sumber bahan baku yang
dirasa paling efisien dalam segi biaya, mutu dan waktu. Pemenuhan sumber bahan baku dapat berasal
dari produk dalam negeri maupun luar negeri, namun tentunya perseroan mengutamakan penggunaan
produk dalam negeri.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan
harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan
Perseroan. Adapun pelaporan kinerja keuangan Perseroan terkena dampak atas penerapan Pernyataan
Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) baru terhadap pelaporan kinerja keuangan perseroan yaitu
PSAK 71 terkait pencadangan kerugian penurunan nilai dan PSAK 72 terkait pengakuan pendapatan
yang baru dapat sepenuhnya diakui setelah dilakukan serah terima pada segmen property. Strategi
yang dilakukan perseroan atas penerapan PSAK 71 adalah dengan membentuk tim khusus percepatan
piutang yang dipimpin oleh direksi perseroan untuk mempercepat proses koleksi piutang. Sedangkan
strategi atas penerapan PSAK 72 adalah dengan melakukan penjualan property secara bulk sale.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui
yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari
operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan
informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi
keuangan masa datang.

9.2. Hak Kekayaan Intelektual

Merek
TANGGAL KELAS BARANG/ TANGGAL
No.MEREK  pbENDAFTARAN R JASA PENERIMAAN bzt ERLELAL
IDM000007265 22-05-2013 PT WIJAYA KARYA 37 03-08-2013 10 tahun
WIKA (03-08-2013 s/d 03-08-2023)
Surat Pendaftaran Ciptaan
Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Pemegang Hak Perseroan, sebagai berikut:
TANGGAL
No. TANGGAL JENIS NAMA .
No. JUDUL CIPTAAN DIUMUMKAN MASA BERLAKU"
PENDAFTARAN PERMOHONAN CIPTAAN PENCIPTA cor ia kALl
Prosedur Quality Product 50 tahun
1. 032789 09-11-2006 Assessment (QPASS) Buku  Perseroan  01-08-2005 1 08 5005 5/d 01-08-2055)
. . . M ” . 50 tahun
2. 001818 19-09-1989 Seni Lukis Tulisan “WIKA Seni Perseroan  Oktober 1989 (01-10-1989 s/d 01-10-2039)
Sistem Informasi
Manajemen Hasil Usaha Program . 50 Tahun
3. 031492 22-07-2005 T \jjaya Karya (SIMHU  Komputer " erseroan  Juli2004 44 47 5004 s/d 01-07-2054)
WIKA)
4 031494 27-01-2006 WIKA System Thinking - 7°9@™  perseroan  Desember 2004 50 Tahun
: ¥ 9 Komputer (01-12-2004 s/d 01-12-2054)
Pedoman Pekerjaan 50 Tahun
5. 032790 29112008 BEroN BT WiayaKarya ~ BUKU  Perseroan  01-04-2006 4 04 5005 /g 01-04-2056)
Project Monitoring and
Controlling System . 50 Tahun
6. 026372 14-07-2004 PT Wijaya Karya (PMCS Karya Tulis Perseroan Maret 2004 (01-03-2004 s/d 01-03-2054)
WIKA)
7 026371 14-07-2004 5 R WIKA Karya Tulis Perseroan April 2003 50 Tahun
: Y P (01-04-2003 s/d 01-04-2053)
9. 028521 10-08-2004  Coaching Mentoring dan .\ 1 i perseroan  10-08-2004 50 Tahun

Counseling (cMc) WIKA (10-08-2004 s/d 10-08-2054)
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TANGGAL
No. TANGGAL JENIS NAMA p
No. JUDUL CIPTAAN DIUMUMKAN MASA BERLAKU"”
PENDAFTARAN PERMOHONAN CIPTAAN PENCIPTA PERTAMA KALI
Ir. Erwin 50 Tahun
10. 032788 29-11-2006 Mars PT Wijaya Karya Lagu Sugarémn 01-03-2005 (01-03-2005 s/d 01-03-2055)
Project Monitoring and
(7. Controlling System Program 50 Tahun
n. 031493 22:072005 b1 \yijaya Karya (PMCS  Komputer crseroan  Maret2004 44 05 5004 s/d 01-03-2054)
WIKA)

7 sebagaimana termaktub dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pelindungan Hak
Cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.

9.3. Kegiatan Pemasaran

Di tengah gencarnya upaya Pemerintah untuk melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur
sebagai upaya untuk mendorong proses percepatan pembangunan nasional, industri konstruksi kembali
memperoleh angina segar. Terlebih Pemerintah telah menyatak an komitmen untuk terus melakukan
pembangunan infrastruktur setidaknya hingga tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Nasional berikut daftar proyek strategis nasional hingga tahun 2024. Untuk mendukung rencana
tersebut, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp6.445 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah
hanya menyediakan

anggaran sebesar 37% dari total anggaran, sisanya diharapkan berasal dari BUMN dan swasta.

Berlandaskan pada hal tersebut, terlihat bahwa industri konstruksi memiliki potensi pasar yang sangat
besar. Namun, dengan besarnya potensi pasar tersebut dapat dipastikan persaingan antar pemain di
industri konstruksi juga akan semakin ketat. Setiap perusahaan, terutama BUMN konstruksi, pastinya
ingin mengambil porsi besar dari potensi pasar tersebut. Karena itu, Perseroan telah menyiapkan
strategi pemasaran yang komprehensif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar
Perseroan di industri konstruksi nasional.

Sebagai bagian dari strategi pemasaran yang diterapkan tahun 2019, Perseroan telah melakukan

analisa segmen pasar dan kondisi persaingan, antara lain dengan menjalankan:

a. Pengembangan dan Implementasi Customized Action Plan untuk memperoleh market share
terbesar.

a. Memperkuat Tim Analis Bisnis yang sejalan dengan kajian makro ekonomi dan strategic bussiness
perspective.

Kedua hal tersebut menjadilandasan dalam penyusunan strategi pemasaran yang dijalankan Perseroan.
Sebelumnya Perseroan juga telah melakukan survei yang dibantu oleh lembaga independen, untuk
memetakan posisi Perseroan di industri konstruksi nasional. Berdasarkan hasil survey tersebut,

Perseroan kuat dicitrakan dengan “perusahaan yang dapat diandalkan”, “harga sesuai kualitas” dan
“memiliki peralatan yang memadai”.

Indeks kepuasan pelanggan Perseroan juga berada pada posisi yang sangat baik, yaitu kategori “Puas”
dengan indeks 4,07 (skala 1-5).

Dengan latar belakang yang disebut di atas, tahun 2019 Perseroan menjalankan strategi pemasaran

yang selektif, yaitu:

a. Perseroan hanya mengambil proyek-proyek dengan nilai Rp200 miliar ke atas
Dengan skala usaha Perseroan saat ini, maka menjadi tidak ekonomis jika Perseroan bermain pada
proyek-proyek dengan nilai di bawah Rp200 miliar. Selain itu, dengan cara ini juga memberikan
kesempatan bagi kontraktor lokal untuk berkembang.
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b. Fokus pada proyek yang menguntungkan

Saat ini, pasar Perseroan terdiri dari pasar domestik dan luar negeri. Strategi Perseroan untuk
pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah, Badan Usaha Milik
Negara dan perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Perseroan tidak lagi bermain pada
proyek-proyek Pemerintah Daerah, kecuali Pemprov DKI. Sedangkan untuk pasar luar negeri,

Perseroan memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai.

c. Investasi nilai tambah

Perseroan juga gencar melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan
bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat
dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, khususnya dalam hal tingkat
pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk
meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai tambah kepada customer

dibanding kompetitor.

Perseroan memasarkan produknya tidak hanya di Indonesia. Perseroan telah berhasil merambah pasar
konstruksi di Afrika, Asia Tenggara dan telah memasuki pasar Timur Tengah. Perseroan juga tercatat
memiliki proyek on going di luar negeri yaitu di antaranya Clarin Bridge di Fillipina, Limbang Bridge di
Malaysia, Lodgement di Aljazair, Presidential Palace di Niger, Circular Railway Yangoon di Myanmar

dan Bandara Oecusse di Timor Leste.

Berikut merupakan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak menurut kelompok produk utama:

(dalam ribuan Rupiah)

30 September

31 Desember

Keterangan 2020 2019

2019 2018

Infrastruktur dan Gedung 6.547.392.519

12.424.747.211

17.585.245.754 20.599.606.700

Industri Beton 1.902.739.536 2.485.883.980 4.276.292.526 4.124.881.774
Energi dan Industrial Plant 1.607.090.984 2.571.186.798 3.911.781.676 5.122.920.493
Realty dan Properti 325.893.794 814.978.086 1.439.594.254 1.310.784.531
Pendapatan Neto 10.383.116.834 18.296.796.075 27.212.914.210 31.158.193.498

Berikut merupakan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak menurut daerah pemasaran:

(dalam ribuan Rupiah)

30 September

31 Desember

Keterangan 2020 2019 2019 2018
Indonesia 10.207.446.252 17.827.671.755 26.453.821.000 29.611.735.000
Luar Negeri 175.670.582 469.124.320 759.093.000 1.546.458.000
Pendapatan Neto 10.383.116.834 18.296.796.075 27.212.914.000 31.158.193.000

Pelanggan Utama

Berikut merupakan data 10 (sepuluh) pelanggan utama Perseroan pada tahun 2019 sampai dengan
Informasi Tambahan ini diterbitkan berdasarkan jumlah proyek Perseroan:

No Pemberi Kerja Jumlah Proyek
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32
2. PT Perusahaan Listrik Negara 19
3. PT Pertamina (Persero) 12
4. PT Angkasa Pura Il 5
5. PT Hutama Karya 5
6. PT Ministere De L Habitat De L Urbanisme Et De La Ville 5
7. PT Aneka Tambang 2
8. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2
9. PT Pelabuhan Indonesia Il 2
10. PT Bukit Asam 2
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Komposisi Segmen Kontrak Baru pada periode Sept 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Sep 2020 Des 2019 Des 2018
Rp % Rp % Rp %
Pemerintah 2.806.220 41,01% 2.696.001 6,55% 7.254.792 14,35%
BUMN/D 651.531 9,52% 11.939.293 28,99% 20.738.671 41,02%
Swasta 3.384.629 49,47% 26.543.792 64,46% 22.567.352 44.63%
Total 6.842.380 100,00% 41.179.086 100,00% 50.560.815 100,00%

Segmen Swasta mendominasi komposisi pelanggan Perseroan dari Tahun 2017 hingga 2019. Diposisi
kedua adalah BUMN/D dan posisi terakhir adalah pemerintah.

Perseroan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan ataupun kontrak tertentu.

9.4. Strategi Usaha

Perseroan fokus pada pengembangan bisnis yang terintegrasi pada empat segmen utama Perseroan,
yaitu Infrastruktur dan Gedung; Energi dan Industrial Plant; Industri; dan Realti & Properti. Perseroan
berupaya untuk memperkuat keunggulan yang dimilikinya pada empat segmen tersebut.

Secara umum, strategi yang dijalankan Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.
2.

3.

© o® N

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Peningkatkan competitiveness melalui perbaikan HPP (Harga Pokok Penjualan).

Pengembangan pasar baru melalui pola Investasi maupun pola kerja sama dengan beberapa
perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

Proses bisnis yang dijalankan sudah menggunakan system yang memadai dan update dengan
perkembangan bisnisnya.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan Perseroan terukur, di-monitoring dan dikendalikan secara
kontinyu.

Pengelolaan manajemen cashflow lebih ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi lingkungan
usaha.

Pemenuhan pendanaan untuk kegiatan produksi maupun Investasi harus memperhatikan kehati -
hatian dan kredibilitas Perseroan.

Manajemen risiko sudah menjadi tools untuk pengelolaan bisnis Perseroan.

Peningkatan Aspek Engagement Pegawai.

Diversifikasi produk dan mengintegrasikan dengan kebutuhan proyek yang dikerjakan Perseroan
maupun kontraktor lain.

Mengambil peran dan ikut serta menyediakan modal untuk proyek-proyek investasi yang berdampak
pada peningkatan perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja pada saat konstruksi hingga
manfaat yang lebih luas saat beroperasi.

Penambahan portfolio jasa konstruksi mechanical & electrical serta operations & maintenance
pada fasilitas kelistrikan maupun nonkelistrikan.

Peningkatan kompetensi pegawai di semua lini bisnis Perseroan.

Pengembangan kota baru dan program Pemerintah yang mendorong pemenuhan kebutuhan
hunian untuk masyarakat.

Mengintegrasikan kawasan baru dan aktivitas perekonomian masyarakat dengan system
transportasi massal.

Menangkap peluang sekaligus sebagai pendukung bisnis EPCC perseroan yang berekspansi
di tingkat domestic maupun mancanegara dengan menyediakan jasa konstruksi mechanical &
electrical serta operations & maintenance pada fasilitas kelistrikan maupun nonkelistrikan.
Meningkatkan aksesibilitas sekaligus menstimulasi munculnya kawasan baru dan aktivitas
perekonomian masyarakat di sepanjang jalur melalui integrasi kawasan dengan system transportasi
massal. Menjadi salah satu fokus bisnis perseroan di masa depan dengan Meyakini adanya potensi
besar dalam pengembangan Kawasan berorientasi transit (TOD).

Perseroan berperan langsung menyediakan modal untuk proyek yang berdampak pada peningkatan
perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja pada saat konstruksi hingga manfaat yang lebih
luas saat beroperasi. Portofolio perseroan pada lini investment meliputi sector jalan tol, pelabuhan,
perkeretaapian, energi dan kelistrikan serta pengelolaan air.
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9.5. Prospek Usaha

Perseroan saat ini memiliki 7 lini bisnis yang berkembang pesat yaitu Industri, Infrastruktur & Gedung,
Energi & Industrial Plant, Realti & Properti, Construction Engineering, Integration Transportation System
dan Investasi. Dengan adanya visi menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan
untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, ke depan Perseroan akan mengakselerasikan program
investasi yang terintegrasi diantaranya pengembangan masterplan kawasan dengan konektivitas jalur
transportasi, antara lain yaitu jalan, jalur kereta api, bandara dan pelabuhan serta pengembangan
teknologi ramah lingkungan pada pembangkit listrik dan pengolahan air bersih. Pada lini bisnis industri,
peningkatan kapasitas produksi beton dan baja yang menjadi kekuatan bisnis hulu Perseroan terus
dilakukan untuk mendukung bisnis hilir Perseroan, ditambah adanya peningkatan nilai tambah Bitumen
sebagai salah satu komoditas di bidang infrastruktur yang turut menjadi penyokong kinerja lini bisnis
industri.

Optimalisasi investasi pada bisnis yang memberikan tingkat keuntungan yang terbaik, serta peningkatan
kapabilitas finansial sebagai pendorong kemajuan pertumbuhan EPC dan investasi juga menjadi salah
satu strategi utama Perseroan ke depannya. Dengan semua hal tersebut, Perseroan optimis dapat
mencapai target pertumbuhan yang diinginkan.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020, kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan

ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu:

1. Penguatan daya saing sumber daya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi innovator yang kreatif
dan sehat secara jasmani-rohani.

2. Penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud nyata
kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan
menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi;

3. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;

4. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan

5. Reformasi birokrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun
2020 direncanakan sebesar Rp 1.670 triliun atau meningkat 9,35% dari outlook APBN tahun 2019, yang
mana terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 884,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 785,4 triliun. Guna
mendukung berbagai kebijakan tersebut, dalam RAPBN tahun 2020 besaran anggaran infrastruktur
diperkirakan mencapai Rp 419.240 miliar, yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp 405.120
miliar, infrastruktur sosial sebesar Rp 8.771 miliar, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 5.348 miliar.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai

berikut. Di bidang konektivitas, target pembangunan infrastruktur, antara lain untuk:

1. Pembangunan jalan 837 km;

2. Pembangunan jalur kereta api (jalur siap operasi dan jalur tahap awal/badan jalan) sepanjang
238,8 km’sp, dan

3. Penyelesaian 3 bandara baru.

Di bidang ketahanan air, pembangunan infrastruktur diarahkan antara lain untuk rehabilitasi dan
pembangunan jaringan irigasi untuk 16 ribu ha, dan pembangunan bendungan sebanyak 49 unit.
Sementara itu, di bidang perumahan, diarahkan antara lain untuk pembangunan rusun sebanyak 5.224
unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 2.000 unit. Selain sasaran pembangunan infrastruktur
tersebut, terdapat pula kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas baru di tahun 2020,
antara lain KSPN Super Prioritas (termasuk GP Mandalika), dan persiapan pelaksanaan PON 2020.
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Pendapatan Usaha Untuk untuk masing-masing segmen adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

e fis e e September 2020 Des 2019 Des 2018
Pendapatan Usaha % Pendapatan Usaha % Pendapatan Usaha %
Infrastruktur dan Gedung 6.547.392.519 63% 17.585.245.754  65% 20.599.606.700  66%
Industri Beton 1.902.739.536 16% 4.276.292.526  16% 4.124.881.774  13%
Energi dan Industrial Plant 1.607.090.984 18% 3.911.781.676  14% 5.122.920.493 16%
Realty dan Property 325.893.794 3% 1.439.594.254 5% 1.310.784.531 4%
Total Bersih 10.383.116.834 100% 27.212.914.210 100% 31.158.193.498 100%

Pelanggan dan Daya Saing Komposisi kontrak baru:

(dalam jutaan Rupiah)

Juni 2020 Des 2019 Des 2018
Rp % Rp % Rp %
Pemerintah 1.218.817 35,68% 2.696,001 6,55% 70254,792 14,35%
BUMN/D 502.835 14,72% 11.939,293 28,99% 20.738,671 41,02%
Swasta 1.694.429 49,60% 26.543,792 64,46% 22.567,352 44,63%
Total 3.416.081 100,00% 41.179,086 100,00% 50.560,186 100,00%

Proyek-proyek yang didapat Perseroan berasal dari lelang dan penunjukkan. Berikut tabel mengenai

perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2018 hingga Juni 2020 adalah sebagai
berikut:

Uraian Sept 2020 Des 2019 Des 2018
Tender diikuti Rp30,18Triliun Rp78,69 Triliun Rp88,71 Triliun
Tender dimenangi Rp6,80Triliun Rp41,18 Triliun Rp50,56 Triliun
Daya Saing 22,53% 52,33% 56,99%
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VIII.LPENJAMINANEMISIOBLIGASIDANSUKUKMUDHARABAH

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 13 tanggal 8 Februari 2021,
yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan
kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 secara kesanggupan
penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua ftriliun lima ratus
miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau
perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian
dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan
perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai
berikut:

Penjaminan Total Penjaminan
Keterangan Seri A Seri B Seri C (Rp %
(Rp) (Rp) (Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BNI Sekuritas 73.000.000.000 118.000.000.000 434.000.000.000 625.000.000.000 25,00
PT BRI Danareksa 88.000.000.000 85.000.000.000 452.000.000.000 625.000.000.000 25,00
Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas 82.000.000.000 383.500.000.000 159.500.000.000 625.000.000.000 25,00
PT RHB Sekuritas 252.000.000.000 159.000.000.000 214.000.000.000 625.000.000.000 25,00
Indonesia

TOTAL 495.000.000.000 745.500.000.000 1.259.500.000.000 2.500.000.000.000 100,00

2. Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 16
tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris
di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui
untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya tahap Il tahun
2021 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah sisa imbalan mudharabah sebesar
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau
perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian
dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan
perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Sukuk adalah sebagai berikut:

Penjaminan Total Penjaminan
Keterangan Seri A Seri B Seri C (Rp) o
(Rp) (Rp) (Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk

PT BNI Sekuritas 23.800.000.000 71.100.000.000 30.100.000.000 125.000.000.000 25,00
PT BRI Danareksa Sekuritas 33.500.000.000 16.500.000.000 75.000.000.000 125.000.000.000 25,00
PT Mandiri Sekuritas 47.000.000.000 50.000.000.000 28.000.000.000 125.000.000.000 25,00
PT RHB Sekuritas Indonesia 30.000.000.000 74.000.000.000 21.000.000.000 125.000.000.000 25,00
TOTAL 134.300.000.000 211.600.000.000 154.100.000.000 500.000.000.000 100,00
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Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk yang turut dalam Emisi Obligasi
dan Sukuk ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan
No IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dalam
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai
dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan
PT Mandiri Sekuritas.

3. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi serta Dana Sukuk
Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil

Harga Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan
beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi
dan sukuk, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi
dan Sukuk Mudharabah), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah).
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IX.LEMBAGADANPROFESIPENUNJANG PASARMODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah

sebagai berikut:
1. Konsultan Hukum
Tumbuan & Partners

Alamat

No. STTD

Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja

Surat Penunjukan

Tugas dan Kewajiban Pokok

2. Notaris

JI. Gandaria Tengah Il No. 8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130

Telepon: (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172
Faksimili : (021) 724 4579, 725 7403
Website: www.tumbuanpartners.com

STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer
B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD.

Anggota HKHPM No. 200211.

Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran
dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.
Kep.02/HKHPM/V111/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan
No. SE.01.01/A.DL.00028/2021 tanggal 8 Januari 2021 Perihal
Penunjukan Jasa Konsultan Hukum

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik
yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai
Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan
penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari
segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang
diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi
yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang
menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang
diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang
berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Alamat

No. STTD

Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja

JI. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542
Faksimili : (021) 726 5090

STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146

Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
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Surat Penunjukan

Tugas dan Kewajiban Pokok

3. Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Alamat

Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

Tugas dan Kewajiban Pokok

4. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Alamat

No. STTD
Keanggotaan Asosiasi

Pedoman Kerja

Surat Penunjukan

Tugas dan Kewajiban Pokok

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.
SE.01.01/A.DL.00029/2021 tanggal 08 Januari 2021.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka

Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum.

b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk antara
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk dan Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk.

c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan
dan Biro Administrasi Efek.

Panin Tower Senayan City Lantai 17
JI. Asia Afrika Lot. 19

Gelora, Jakarta Pusat

Jakarta 12220

Telp : (021) 72782380

Fax : (021) 72782370

POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan
Pemeringkat Efek

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.
KU.01.01/A.DIR.05569/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk dan Perseroan

Menara Bank Mega, Lantai 16

JI. Kapten P. Tendean No 12-14A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 7990 720

20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 atas nama PT Bank
Mega Tbk.

Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat
Keterangan AWAI No.AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008

Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
dan Sukuk, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali
Amanat

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.
TP.01.01/A.DIR.01792/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk baik di dalam
maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi
dan Sukuk sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk,
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
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Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan

tidak:

1. Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25%
dari jumlah Obligasi dan Sukuk yang diwaliamanati.

2. Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk,
dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi dan Sukuk,
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020.

Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

5. Tim Ahli Syariah

Nama

Izin ASPM

Pedoman Kerja

Surat Penunjukan

Tugas dan Kewajiban Pokok

Ketua : Kanny Hidaya, SE, MA
Anggota : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

ASPM No. Kep-17/2016 (Kanny Hidaya, SE, MA)
ASPM No. Kep-19/2016 (Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA)

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait
Tim Ahli Syariah

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan
No. TP.01.01/A.DIR.00111/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup
pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan
kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan,
sebagai pemenuhan POJK No.18/2015

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini,
menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam UU Pasar

Modal.
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X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk, PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) bertindak
sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang
Obligasi dan Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar
di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk ini telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi | Wijaya Karya Tahun 2020 No. 33 tanggal 22 September 2020 sebagaimana diubah dengan
Akta Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020
No. 21 tanggal 8 Oktober 2020, Akta Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 No. 23 tanggal 13 November 2020 dan Akta Addendum Il Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 No. 09 tanggal 3 Desember
2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di
Jakarta dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah | Wijaya Karya Tahun 2020 No. 36 tanggal
22 September 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 No. 23 tanggal 8 Oktober 2020, Akta
Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2020 No. 26 tanggal 13 November 2020 dan Akta Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 No. 13 tanggal 3 Desember
2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris
di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat.

Bank Mega sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka | UUPM. Selain itu, Bank Mega
juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi
dan Sukuk yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020
tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Bank Mega sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap
Perseroan yang dinyatakan dalam surat Bank Mega Ref. No. 0332CAMS-WA/21 tanggal 4 Februari
2021 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5
Ayat (1) Huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan
Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan
No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie,
Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran
Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat
di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi
PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1345
HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega
Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No.
S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana
dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal
21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/
11/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20
tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status
PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh
izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana
termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni
2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris
di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009,
Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta
Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 1 April 2020 No. 01, dibuat di hadapan
Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. AHU-0027549.AH.01.02. TAHUN
2020 tanggal 3 April 2020. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana
dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. Permodalan Wali Amanat

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Januari 2020 berdasarkan Laporan Bulanan
yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada
PT Bank Mega Tbk. berdasarkan Surat No. DE/I1/2020-2620 tanggal 4 Februari 2020 adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Per Jumlah Nilai
Pemegang Saham Jumlah Saham Saham Saham (%)
(Jumlah Penuh) (Rp)
Modal Dasar 27.000.000.000 500 13.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
A. PT. Mega Corpora 4.026.599.755 500 2.013.299.877.500 57,82
B. Publik (masing masing di bawah 5%) 2.937.175.451 500 1.468.587.725.500 42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 6.963.775.206 500 3.481.887.603.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 20.036.224.794 500 10.018.112.397.000
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3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di
Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Chairul Tanjung

. Yungky Setiawan

: Achjadi Ranuwisastra
: Lambock V. Nahattans
. Dr. Aviliani Msi.

Dewan Direksi

Direktur Utama . Kostaman Thayib

Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur . Indivara Emil

Direktur . Lay Diza Larentie
Direktur . C. Guntur Triyudianto

Direktur Independen : Yuni Listianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti
seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang
berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja
organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga
terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-
WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran
Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat,
Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow
Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance,
Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market,
Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll,
Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-
produk simpanan..

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk
berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur
permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus
meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang
Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 377 Cabang.

Pengalaman PT Bank Mega Tbk di pasar modal meliputi:

A. Wali Amanat (Trustee):
- Obligasi Jasa Marga VIl Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi | Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi Inti Fasindo International | Tahun 2002
- Obligasi Il Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga Xl Seri P Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas | Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line | Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya | Tahun 2003
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- Obligasi Amortisasi | Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance | Tahun 2003

- Obligasi | Waskita Karya Tahun 2003

- Obligasi Astra Graphia | Tahun 2003

- Obligasi Clipan Finance | Tahun 2003

- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari | Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance | Tahun 2004
- Obligasi Syariah ljarah | Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya Ill Tahun 2004

- Obligasi Semen Baturaja | Tahun 2004

- Obligasi Tunas Baru Lampung | Tahun 2004

- Obligasi lll Adhi Karya Tahun 2004

- Obligasi Konversi Suba Indah | Tahun 2004

- Obligasi Clipan Finance Il Tahun 2004

- Obligasi Infoasia Teknologi Global | Tahun 2004

- Obligasi Il Matahari Putra Prima Tahun 2004

- Obligasi Panin Sekuritas Il Tahun 2005

- Obligasi Apexindo Pratama Duta | Tahun 2005

- Obligasi Syariah ljarah Apexindo Pratama Duta | Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia Il Tahun 2005

- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada Il Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006

- Obligasi Syariah ljarah PLN | Tahun 2006

- Obligasi Xll Bank BTN Tahun 2006

- Obligasi BCA Finance Il Tahun 2007

- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007

- Obligasi Il Bank Victoria Tahun 2007

- Obligasi Subordinasi | Bank Victoria Tahun 2007

- Obligasi | BNI Securities Tahun 2007

- Obligasi | Bank Danamon Indonesia Tahun 2007

- Obligasi Kresna Graha Sekurindo | Tahun 2007

- Obligasi Bank Mayapada Il Tahun 2007

- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada Il Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas Ill Tahun 2007

- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007

- Obligasi | Radiant Utama Interinsco Tahun 2007

- Obligasi IV Adhi Tahun 2007

- Sukuk Mudharabah | Adhi Tahun 2007

- Obligasi Japfa | Tahun 2007

- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007

- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007

- Obligasi Il Danareksa Tahun 2007

- Obligasi Bhakti Finance Il Tahun 2007

- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008

- Obligasi Subordinasi Il Bank NISP Tahun 2008

- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008

- Obligasi Subordinasi | Bank DKI Tahun 2008

- Obligasi Lautan Luas Il Tahun 2008

- Obligasi Bhakti Securities | Tahun 2008

- Obligasi lll Danareksa Tahun 2008

- Sukuk ljarah Metrodata Electronics | Tahun 2008

- Obligasi Aneka Gas Industri | Tahun 2008

- Sukuk ljarah Aneka Gas Industri | Tahun 2008

- Obligasi Matahari Putra Prima Ill Tahun 2009

- Sukuk ljarah Matahari Putra Prima Il Tahun 2009

- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009

- Obligasi Xl Bank BTN Tahun 2009
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Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009

Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009

Obligasi Apexindo Pratama Duta Il Tahun 2009

Obligasi XIIl Perum Pegadaian Tahun 2009

Sukuk ljarah | Bakrieland Development Tahun 2009

Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009

Obligasi Salim lvomas Pratama | Tahun 2009

Sukuk ljarah Salim Ivomas Pratama | Tahun 2009

Obligasi Jasa Marga Xl Seri Q Tahun 2006

Obligasi SMS Finance | Tahun 2009

Obligasi BFI Finance Indonesia Il Tahun 2009

Obligasi BCA Finance IIl Tahun 2010

Obligasi Subordinasi BCA Finance | Tahun 2010

Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006

Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007

Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010

Obligasi Subordinasi Bank Sulut | Tahun 2010

Obligasi Subordinasi Il Bank OCBC NISP Tahun 2010

Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010

Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010

Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10

Obligasi | Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga

Obligasi V Danareksa Tahun 2010

Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011

Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011

Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011

Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011

Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011

Obligasi MNC Securities Il Tahun 2011

Obligasi Serasi Autoraya Il Tahun 2011

Obligasi | Bank Riau Kepri Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional | Tahap | Tahun 2011
Obligasi BFI Finance Indonesia Il Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional | Tahap Il Tahun 2011
Obligasi Berkelanjutan | Perum Pegadaian Tahap | Tahun 2011

Obligasi Clipan Finance Indonesia Il Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan | Perum Pegadaian Tahap Il Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan | BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap | Tahun 2012
Obligasi Berkelanjutan | Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap | Tahun 2012
Obligasi Panorama Transportasi | Tahun 2012

Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan | Bank BTN Tahap | Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan | BFI Finance Indonesia Tahap | Tahun 2012
Obligasi Medco Energi Internasional 11l Tahun 2012

Obligasi Indomobil Wahana Trada | Tahun 2012

Obligasi Bank Victoria 11l Tahun 2012

Obligasi Subordinasi Bank Victoria Il Tahun 2012

Obligasi Serasi Autoraya Il Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan | SMART Tahap | Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan | ADHI Tahap | Tahun 2012

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | ADHI Tahap | Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional | Tahap 11l Tahun 2012
Obligasi | CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012

Obligasi Aneka Gas Industri Il Tahun 2012

Sukuk ljarah Aneka Gas Industri Il Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan | Medco Energi Internasional Tahap | Tahun 2012
Obligasi | AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
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- Obligasi Berkelanjutan | Danareksa Tahap | Tahun 2012

- Obligasi | Bima Multi Finance Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | OCBC NISP Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | BFI Finance Indonesia Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | ADHI Tahap Il Tahun 2013

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | ADHI Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Medco Energi Internasional Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Bank BTN Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi TPS Food | Tahun 2013

- Sukuk ljarah TPS Food | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Indomobil Finance Indonesia Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Mandiri Tunas Finance Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | ROTI Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap Il Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan | Lautan Luas Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Panorama Sentrawisata Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada Il Tahun 2013

- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

- Obligasi Batavia Prosperindo Finance | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan Il Pegadaian Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Il PNM Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Jasa Marga Tahap | Tahun 2013 Seri S

- Obligasi Berkelanjutan | Duta Anggada Realty Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Indomobil Finance Indonesia Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Verena Multi Finance Tahap Il Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan Il BFI Finance Indonesia Tahap | Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan | Verena Multi Finance Tahap Il Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan | BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan | Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan | Mandiri Tunas Finance Tahap Il Tahun 2014

- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014

- Obligasi | Pupuk Indonesia Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan Il Pegadaian Tahap Il Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan | Jasa Marga Tahap |l Tahun 2014 Seri T

- Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2014

- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014

- Obligasi Subordinasi Bank Capital | Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan | OCBC NISP Tahap Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan | ROTI Tahap Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan Il BFI Finance Indonesia Tahap Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan 1l BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap | Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap | Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan Il Pegadaian Tahap Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan | Panorama Sentrawisata Tahap |l Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan 1l Bank BTN Tahap | Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan | Tiphone Tahap | Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan | Waskita Karya Tahap Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Tahap Il Tahun 2015

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | XL Axiata Tahap | Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan Il Mandiri Tunas Finance Tahap Ill Tahun 2015

- Obligasi Subordinasi Bank Capital Il Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Tahap Il Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan 1l Bank OCBC NISP Tahap | Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan Il Mandiri Tunas Finance Tahap Il Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan Il Waskita Karya Tahap | Tahun 2016

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1l Bank Maybank Indonesia Tahap Il Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Bank Maybank Indonesia Tahap Il Tahun 2016
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Obligasi Berkelanjutan Il BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap Il Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan | Batavia Prosperindo Finance Tahap | Tahun 2016
Obligasi Il Intiland Development Tahun 2016

Obligasi | Angkasa Pura Il Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap | Tahun 2016
Obligasi | Indonesia Infrastructure Tahun 2016

Sukuk ljarah TPS Food Il Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Bank BTN Tahap Il Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Waskita Karya Tahap Il Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap Il Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan Il Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan | Tiphone Tahap Il Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016

Obligasi | Angkasa Pura | Tahun 2016

Sukuk ljarah | Angkasa Pura | Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Japfa Tahap | Tahun 2016

Obligasi | Impack Pratama Industri Tahun 2016

Obligasi Sinar Mas Multifinance 11l Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Berkelanjutan | Hutama Karya Tahap | Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap Il Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan | Hutama Karya Tahap | Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap Il Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan | Hutama Karya Tahap | Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan Il Waskita Karya Tahap Ill Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
Obligasi Berkelanjutan Il Japfa Tahap Il Th. 2017

Sukuk ljarah Berkelanjutan | XL Axiata Tahap Il Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Batavia Prosperindo Finance Tahap Il Th. 2017 DTBT
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap | Th. 2017

Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Hutama Karya Tahap Il Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Ill Mandiri Tunas Finance Tahap Il Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
Obligasi Berkelanjutan Il Lautan Luas Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Tiphone Tahap Il Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Adhi Karya Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | AKR Corporindo Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap |
Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Bank Victoria Tahap | Th. 2017

Obligasi | CSUL Finance Th. 2017

Obligasi Subordinasi Bank Capital Il Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan | Bank Victoria Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Pupuk Indonesia Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Bank OCBC NISP Tahap Il Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Obligasi Berkelanjutan | Hutama Karya Tahap 11l Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
Obligasi Berkelanjutan Il Pegadaian Tahap | Th. 2017

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan | Bank Mayapada Tahap | Th. 2017
Obligasi Berkelanjutan Il Waskita Karya Tahap | Th. 2017

Obligasi | Marga Lingkar Jakarta Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan | Pupuk Indonesia Tahap Il Th. 2017

Obligasi | Kereta Api Indonesia Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan Il Lautan Luas Tahap Il Th. 2017
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- Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Il Th. 2017

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Il Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan | Bank BJB Tahap | Th. 2017

- Obligasi | Moratelindo Th. 2017

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan | Bank BJB Tahap | Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan Il Bank OCBC NISP Tahap Il Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II
Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan 11l Waskita Karya Tahap Il Th. 2018

- Obligasi Berkelanjutan Ill Pegadaian Tahap Il Th. 2018

- Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Th. 2018

- Obligasi Berkelanjutan 11l Medco Energi Internasional Tahap | Th. 2018

- Obligasi Berkelanjutan 1l OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan 1l PNM Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan Il Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IlI
Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan | Bank Victoria Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan | Bank Victoria Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan 1l Batavia Prosperindo Finance Tahap | Tahun 2018 Dengan Tingkat
Bunga Tetap

- Obligasi Medco Power Indonesia | Tahun 2018

- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia | Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan Il Bank OCBC NISP Tahap | Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan | Bank BJB Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan Ill Waskita Karya Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan | XL Axiata Tahap | Tahun 2018

- Sukuk ljarah Berkelanjutan Il XL Axiata Tahap Il Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan | Angkasa Pura Il Tahun 2018

- Obligasi | Kapuas Prima Coal Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan | XL Axiata Tahap Il Th. 2019

- Sukuk ljarah Berkelanjutan Il XL Axiata Tahap Il Th. 2019

- Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap [l Tahun 2019

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Ill Tahun 2019

- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia Il Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap | Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan Il Adhi Karya Tahap Il Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan Il Bank Victoria Tahap | Tahun 2019

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1l Bank Victoria Tahap | Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan Ill Bank BTN Tahap Il Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan | Waskita Beton Precast Tahap | Tahun 2019

- Obl. Berkelanjutan | Bank BJB Tahap Ill Tahun 2019

- Obl. Berkelanjutan | Waskita Beton Precast Tahap Il Tahun 2019

- Obl. Subordinasi Berkelanjutan 1l Bank Victoria Tahap Il Tahun 2019

- Obl. Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap | Th. 2019

- Obl. Berkelanjutan 11l PNM Tahap Il Tahun 2019

- Obl. Il Kereta Api Indonesia Tahun 2019

- Obl. Berkelanjutan | Indonesia Infrastructure Finance Tahap | Tahun 2019

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1l Bank BJB Tahap | Tahun 2020

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1l Bank Victoria Tahap 11l Tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan Il SMART Tahap | tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan 1V Pegadaian Tahap | Tahun 2020

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Pegadaian Tahap | Tahun 2020

- Obl. Berkelanjutan | Dharma Satya Nusantara Tahap | Tahun 2020

- Obl. Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap |

- Obl. Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap | Tahun 2020

- Obl. Berkelanjutan | Angkasa Pura Il Tahap Il Th. 2020
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- Obl. Berkelanjutan Il Aneka Gas Industri Tahap | Tahun 2020

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap | Tahun 2020

- Obl. Berkelanjutan | Indonesia Infrastructure Finance Tahap Il Th. 2020
- Obl. Berkelanjutan Il SMART Tahap Il Th. 2020

- Obl. Berkelanjutan 11l PNM Tahap IV Th. 2020

- Obl. Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Th. 2020

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Th. 2020

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi | Matahari Putra Prima Tahun 2002

- Obligasi Panin Sekuritas | Tahun 2003

- Obligasi Tunas Baru Lampung | Tahun 2004

- Obligasi Il Matahari Putra Prima Tahun 2004

- Obligasi Syariah ljarah | Matahari Putra Prima Tahun 2004

- Obligasi Panin Sekuritas Il Tahun 2005

- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007

- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008

- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004

- Obligasi Panorama Transportasi | Tahun 2012

- Obligasi TPS Food | Tahun 2013

- Sukuk ljarah TPS Food | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Panorama Sentrawisata Tahap | Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Duta Anggada Realty Tahap | Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan | Panorama Sentrawisata Tahap Il Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap | Tahun 2017

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap | Tahun 2017

- Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Il Tahun 2017

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Il Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap Il Th. 2019

- Sukuk ljarah Berkelanjutan | Aneka Gas Industri Tahap 11l Th. 2019

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta
Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

a.

mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;

mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi
perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang
Obligasi;

melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen
lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan

memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas
perwaliamanatan kepada OJK.
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6. Pengganti Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari
kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya
secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk
melaporkan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib
menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk mengenai
rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus
siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan.
Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.

c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal

d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan
putusan berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan
putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya
oleh pihak yang berwenang.

f.  Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau keputusan RUPO.

g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.

h. Atas permintaan para pemegang Obligasi dan Sukuk melalui mekanisme RUPO dan RUPSI
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali
Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
Pemerintah.

j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No: 19/POJK.04/2020.

k. Atas permintaan Wali Amanat.

7. Laporan Keuangan Bank Mega

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing
periode di bawabh ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31
Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen
PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung
jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA auditor independen, berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar
Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Januari 2020.
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Laporan Posisi Keuangan — Konsolidasi

Per 31 Desember 2019 dan 2018

PT BANK MEGA Tbk
NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

POS -POS 2019 2018
ASET
Kas 1.123.163 998.453
Giro pada Bank Indonesia 4.258.626 3.857.831
Grio pada bank lain

Pihak berelasi 106 105

Pihak ketiga 299.518 285.032
Penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain

Pihak berelasi 300.000 200.000

Pihak ketiga 7.736.685 2.689.675
Efek-efek

Pihak berelasi - -

Pihak ketiga 21.131.802 22.805.995
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pihak berelasi - -

Pihak ketiga 3.961.541 2.002.987
Tagihan derivatif 74.969 106.182
Kredit yang diberikan

Pihak berelasi 273.960 320.897

Pihak ketiga 52.748.835 41.942.807

Pendapatan bunga yang ditangguhkan (7.492) (11.002)

Total 53.015.303 42.252.702

Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (280.475) (347.043)
Kredit yang diberikan - neto 52.734.828 41.905.659
Tagihan akseptasi

Pihak berelasi - 720

Pihak ketiga 687.759 701.698
Aset pajak tangguhan - 111.284
Aset tetap 7.322.710 7.276.432

Dikurangi:

Akumulasi penyusutan (1.416.187) (1.231.909)
Aset tetap - neto 5.906.523 6.045.523
Aset lain-lain - neto

Pihak berelasi 6.690 7.968

Pihak ketiga 2.581.621 2.042.834
TOTAL ASET 100.803.831 83.761.946
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(dalam jutaan Rupiah)

POS - POS

31 Desember

2019 2018
LIABILITAS
Liabilitas segera 282.613 458.216
Simpanan dari nasabah
Giro
Pihak berelasi 1.292.243 2.258.451
Pihak ketiga 4.216.166 4.459.753
Tabungan
Pihak berelasi 101.619 111.576
Pihak ketiga 12.402.693 11.687.504
Deposito berjangka
Pihak berelasi 960.495 860.213
Pihak ketiga 53.816.958 41.357.301
Simpanan dari bank lain
Pihak berelasi 36.655 1.781
Pihak ketiga 6.124.443 2.799.996
Efek-efek yang dijual dengan janiji dibeli kembali 3.934.495 4.589.369
Liabilitas derivatif 37.469 85.530
Utang pajak penghasilan 71.439 29.736
Utang akseptasi 687.759 702.418
Pinjaman yang diterima 57.988 -
Liabilitas imbalan pasca kerja 282.558 274.102
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain
Pihak berelasi 4.009 3.043
Pihak ketiga 952.791 300.284
TOTAL LIABILITAS 85.262.393 69.979.273
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.481.888 3.481.888
Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761
Cadangan umum 1.543 1.497
Saldo laba 6.344.571 4.907.921
Penghasilan komprehensif lain 3.664.675 3.342.606
TOTAL EKUITAS 15.541.438 13.782.673
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 100.803.831 83.761.946
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Laporan Laba Rugi — Konsolidasi

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam juta Rupiah)

31 Desember

POS -POS 2019 2018

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga 7.454.236 6.772.448
Beban bunga (3.870.709) (3.258.611)
PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.583.527 3.513.837
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
Provisi dan komisi 1.922.179 1.917.372
Keuntungan penjualan efek-efek - neto 268.381 40.898
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 177.735 48.415
Lain-lain 7.618 11.216
Total pendapatan operasional lainnya 2.398.618 2.016.903
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
Kerugian penjualan efek-efek - neto - -
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto 13.705 (998)
Provisi dan komisi (9.386) (9.890)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan

aset non keuangan - neto (176.933) (370.289)
Beban umum dan administrasi (1.974.732) (1.942.515)
Beban gaji dan tunjangan lainnya (1.262.982) (1.255.113)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 2.549.112 1.952.933
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO (40.701) 49.088
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 2.508.411 2.002.021
BEBAN PAJAK - NETO (505.678) (402.674)
LABA TAHUN BERJALAN 2.002.733 1.599.347
Penghasilan komprehensif lain:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (42.199) (32.705)
Surplus revaluasi aset tetap - neto - 595.338
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas

perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto 597.881 (793.923)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2.558.415 1.368.057
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 288 230

9. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16

Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000 ext. 16210

Faksimili : (021) 799 0720

e-mail : waliamanat@bankmega.co.id / trusteebankmega@gmail.com

Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Services
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Xl. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari
keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses
atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum
sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi
Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir
Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“FPPO” dan/atau “FPPSU”) yang dicetak untuk keperluan
ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dan/atau FPPSU
dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yaitu para Pedagang
Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab XII mengenai
Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Propektus ini.
Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSU asli yang dikeluarkan
oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan
Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup
pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah

didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI

antara Perseroan dengan KSEI (“Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI”)

No. SP-005/0OBL/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021 dan Nomor SP-002/SKK/KSEI/0121 tanggal

5 Februari 2021. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas

Obligasi dan Sukuk Mudharababh ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroantidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan
Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-
lambatnya pada 3 Maret 2021;
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6.

KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai
tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
tercatat dalam Rekening Efek;

Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan
antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang
Rekening;

Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan
Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan
Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan
suara dalam RUPO (kecuali Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan), serta hak-
hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;

Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan jumlah pokok Obligasi
dan dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama
Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan
Pokok Obligasi dan dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga
Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Pokok Obligasi dan dana Sukuk Mudharabah
berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI
kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi
dan Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang memiliki
Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-005/OBL/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021 dan Perjanjian
Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dan No. SP-002/SKK/KSEI/0121 tanggal 5 Februari
2021;

Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi
dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga)
Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang
diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

Seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi
dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari
Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-
tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan
RUPO;

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah waijib
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening Efek di KSEI;

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku, kepada
para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam XiII
mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan
Sukuk Mudharabah pada Propektus ini. Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat
dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
dengan prosedur sebagai berikut:

a.

b.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.

Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan
hukum).

Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan
Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik
Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi
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Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasilscan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan
untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk
persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan,
tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan
pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesan pembelian
akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSU yang
telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan
pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan
kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/
atau FPPSU yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi
dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 (Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjatahan adalah tanggal
1 Maret 2021, dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu)
pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan
terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan
untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan
penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil
Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
penjatahan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT RHB
Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Dana tersebut harus sudah efektif
pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 1 hari bursa
sebelum tanggal distribusi yaitu tanggal 2 Maret 2021 (in good funds). Selanjutnya, para Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 2 Maret 2021
dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:
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Obligasi Sukuk Mudharabah
PT BNI Sekuritas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank BNI Syariah
Cabang Mega Kuningan Cabang JPU
No. Rekening: 7888899787 No. Rekening: 449317429
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Bank Rakyat Indonesia Bank Muamalat
Sekuritas Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Sudirman
No. Rekening: 067101000680304 No. Rekening: 3010070250
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah Cabang Arteri Pondok Indah
No. Rekening: 00971134003 No. Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT RHB Sekuritas Bank Permata Bank Permata Syariah
Indonesia Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 701 350 480 No. Rekening: 702 227 151
Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan
harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2021 pada
rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan
akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk
Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI
maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi dan Sukuk
Mudharabah yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
berhak.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kedalam
Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan penyetoran yang
telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut Bagian Penjaminan.
Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk
Mudharabah selanjutnya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan jatuh pada tanggal 3 Maret
2021.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3
(tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan
ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) hari bursa berturut-turut;

i. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan
dalam Peraturan No. IX.A.2.
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b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin a;

iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan
dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah jika uang pembayaran pemesanan Obligasi dan
Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi dan
Sukuk Mudharabah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan
yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Jika suatu pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat
penjatahan, jika pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi
Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah
Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran
atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian
pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah batalnya Penawaran Umum
Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Apabila terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut
wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen)
per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara
harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Dan
apabila terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah, maka Penjamin
Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas Pendapatan Bagi Hasil
yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan
pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi
pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Perseroan dan/atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/
atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
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Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan
secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam
waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar
bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
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Xll. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat
diperoleh bentuk softcopy melalui email dan faksimile maupun hardcopy pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah

pada tanggal 25 — 26 Februari 2021 sebelum pukul 16.00 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN
PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16

JI. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)
Menara Mandiri Lt. 24-25
JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id
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PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)
Gedung BRI I, Lantai 23
JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 252 0990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

Email: IB-Group1@danareksa.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower Lt. 11 District 8 — SCBD
JI. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 — Indonesia
Telepon: (021) 5093 9888
Faksimili: (021) 5093 9777
website: www.rhbtradesmart.co.id
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
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Xlll. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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TUMBUAN & PARTNERS

Advocates and Counsellors-at-law

Jakarta, 23 Februari 2021
No.: 058/T&P/II/21

Kepada
1. Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JI. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Wijaya Karya (Persero) Thk,
WIKA Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340
u.p.: Direksi

Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan |
”Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021” dan "Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021”

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan | Wijaya Karya
kepada masyarakat dengan nama “Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun
2021” dan “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021" dengan
rincian sebagai berikut:

1. “Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021" dengan jumlah pokok
obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar miliar Rupiah)
yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A sebesar Rp4985.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima
miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan
tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun;

- Obligasi Seri B sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima
miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
emisi dan tingkat bunga sebesar 9,10% per tahun;

- Obligasi Seri C sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh
sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun
sejak tanggal emisi dan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut “Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya

Tahap Il Tahun 2021"); dan

2. "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021” dengan
dana yang dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang
terdiri dari:

- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh
empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
tanggal emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung

JI. Gandaria Tengah Il No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
T :+62 217227736, 722 7737, 720 8172, 720 2516

F . +62 21724 4579, 725 7403

E : general@tumbuanpariners. com | www.tumbuanpartners.com
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berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana
besarnya nisbah adalah 37,2808% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% per tahun;

- Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas
miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana
besarnya nisbah adalah 39,9123% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% per tahun;

- Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp154.100.000.000,- (seratus lima puluh
empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang
Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% dari Pendapatan
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per
tahun.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |

Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021"), yang akan diterbitkan oleh PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk. ("Perseroan”), diperlukan suatu pendapat hukum.

Sebelum Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun
2021, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan | Obligasi Berkelanjutan
| Wijaya Karya dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar
Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana Perseroan telah menawarkan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya secara bersama-
sama disebut “PUB | Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar sebesar Rp500.000.000.000,- (lima
ratus miliar Rupiah) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “PUB | Sukuk
Mudharabah™).

Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUB | Obligasi dan PUB | Sukuk Mudharabah
telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana
termaktub dalam Surat OJK No. S-290/D.04/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 perihal
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap [l Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari PUB | Obligasi dan
Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
merupakan kelanjutan dari PUB | Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 akan dicatatkan pada Bursa Efek
Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan obligasi dan/atau sukuk tidak terpenuhi, maka
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 ini batal demi hukum dan pembayaran
pesanan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 tersebut wajib dikembalikan
kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk dan Peraturan Bapepam dan LK No.
IX.A.2 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei
2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan IX.A.2").
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Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 ini tidak dijamin dengan suatu agunan
khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk sesuai dengan
ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (‘KUHPerdata"),
Hak Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen)
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

PUB | Obligasi dan PUB | Sukuk Mudharabah telah memperoleh persetujuan dari Dewan
Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan No. 65/DK/MWIKA/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Persetujuan Penawaran
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi dan/atau Sukuk PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. Tahun 2020 dan Surat Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
Perseroan No. S-593/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dwiwarna tentang Persetujuan
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi dan/atau Sukuk PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. Tahun 2020 serta Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap I
Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 ini
juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 16/RIS-KOMDIR/WIKA/2020 tanggal
22 Desember 2020 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun 2021, yang menyetujui Penerbitan Penawaran Umum Berjelanjutan
Obligasi Berkelanjutan | Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Tahap Il Tahun 2021.

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap I
Tahun 2021, Perseroan telah memperolah pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli
Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah Tim Ahli Syariah tanggal 3 Februari
2021 untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Tahap Il Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November
2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (‘POJK 18") juncto Peraturan OJK No.
3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 26
Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (‘POJK 37).

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 setelah dikurangi
biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi sebagian pokok
pinjaman talangan dengan rincian sebagal berikut:

1. Debitur . PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kreditur . PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sifat Hubungan Afiliasi : Afiliasi

Fasilitas . Kredit Term Loan

Nomor dan Tanggal Perjanjian . Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn.,
No. 86 tanggal 23 November 2020

Tingkat Bunga © 9,50% p.a. floating dan tetap merujuk pada
kupon bunga PUB Tahap | dan selanjutnya

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Maksimal 12 bulan sejak  tanggal
penandatanganan Perjanjian Kredit

Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak . Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah)

termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang Akan :  Rp830.695.652.326 - (delapan ratus tiga puluh

Dibayarkan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta
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Penggunaan Pinjaman

Riwayat Utang
Prosedur dan persyaratan
pelunasan atau pembayaran

Saldo utang (setelah dibayar)

Debitur

Kreditur

Sifat Hubungan Afiliasi
Fasilitas

Nomor dan tanggal perjanjian

Tingkat Bunga

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Saldo Finjaman Saat Ini (tidak
termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang Akan
Dibayarkan

Penggunaan Pinjaman

Riwayat Utang
Prosedur dan persyaratan
pelunasan atau pembayaran

Saldo utang (setelah dibayar)

Debitur

Kreditur

Sifat Hubungan Afiliasi
Fasilitas

Nomor dan Tanggal Perjanjian

enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua
puluh enam Rupiah)

Pembiayaan Defisit Cash Flow Bridging
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dalam
rangka refinancing jatuh tempo Komodo Bonds
atas nama WIKA

Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021
Pelunasan kredit berasal dari penerbitan PUB
Tahap Il dan selanjutnya, corporate cash flow
dan/atau pendanaan dari Corporate Action
lainnya

Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh
sembilan miliar tiga ratus empat juta tiga ratus
empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh
empat Rupiah)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Afiliasi

KMK Bridging Loan

Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn.,
No. 94 tanggal 21 Desember 2020

8,75% p.a.

12 (dua belas) bulan sejak Penandatanganan
Kredit

Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah)

Rp830.695.652.326,- (delapan ratus tiga puluh
miliar enam ratus sembilan puluh lima juta
enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua
puluh enam Rupiah)
Bridging penerbitan/emisi Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Tahap
Il dan selanjutnya a.n PT Wijaya Karya
Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021
- Dana yang terhimpun dari penerbitan/emisi
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
dan/atau Sukuk Tahap Il dan selanjutnya a.n
PT Wijaya Karya
- Penerimaan termin atas kontrak proyek
yang dijadikan jaminan tambahan atas
fasilitas KMK Bridging Loan
Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh
sembilan miliar tiga ratus empat juta tiga ratus
empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh
empat Rupiah)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Afiliasi

Pinjaman Transaksi Khusus

Akta Perjanjian Notaris Sri Ismiyati, S.H. M.Kn.,
No. 129 tanggal 29 Desember 2020
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Tingkat Bunga
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak
termasuk bunga)

Saldo Pinjaman yang akan
Dibayarkan

9,00% p.a.

Sejak penandatanganan perjanjian kredit
sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat
diperpanjang maksimal 12 bulan setelah WIKA
menunjukkan bukti masih terdapat sisa PUB
yang belum diterbitkan dengan persetujuan
BRI

Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah)

Rp830.695.652.326,- (delapan ratus tiga puluh
miliar enam ratus sembilan puluh lima juta

enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua

puluh enam Rupiah)

Kredit transaksi khusus untuk dana talangan

atas penerbitan Penawaran Umum

Berkelanjutan Obligasi atau Sukuk Tahun 2020

dan 2021 Tahap |l dan selanjutnya.

Riwayat Utang . Keseluruhan dana ditarik pada 27 Januari 2021

Prosedur dan persyaratan : - Dana yang terhimpun dari penerbitan/emisi

pelunasan atau pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
dan/atau Sukuk Tahap Il dan selanjutnya a.n
PT Wijaya Karya

- Cashflow perusahaan

Rp169.304.347.674,- (seratus enam puluh

sembilan miliar tiga ratus empat juta tiga ratus

empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh

empat Rupiah)

Penggunaan Pinjaman

Saldo utang (setelah dibayar)

Dana yang diperoleh dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun
2021 tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya 100%
(seratus persen) untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan gedung yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana Penggunaan
Dana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan/atau Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021, maka Perseroan wajib:

1.  menyampaikan rencana dan alasan perubahan Penggunaan Dana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap [l Tahun 2021 dan/atau Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 kepada OJK paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi
(“‘RUPO") dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk (‘RUPSU”); dan

2. memperoleh persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSU;

serta menyampaikan hasil RUPO dan/atau RUPSU kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah penyelenggaraan RUPQ dan/atau RUPSU sesuai dengan ketentuan Peraturan

OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (‘POJK 307).

Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 telah memperoleh hasil
pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDQO") dengan peringkat “idA
(Single A)' sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-1133/PEF-DIR/IX/2020
tanggal 21 September 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan |
Wijaya Karya Periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021 juncto Surat
PEFINDQO No. RTG-008/PEF-DIR/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Surat Keterangan
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Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan | Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Tahap Il Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum
Berkelanjutan (PUB). Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PEFINDO dengan peringkat “idA(sy) (Single A
Syariah)” sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2020
tanggal 21 September 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September
2021 juncto Surat PEFINDO No. RTG-008/PEF-DIR/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal
Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan | Tahap |l Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Tahap Il Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 akan
dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa
Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku penjamin
pelaksana emisi obligasi (‘Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”) dan dijamin dengan
kesanggupan penuh (full commitment) oleh PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas,
PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi obligasi
("Penjamin Emisi Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 13 tanggal 8 Februari 2021, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”).

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
ini adalah PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "Wali Amanat Obligasi”) berdasarkan
Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 No. 11 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”).

Penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap || Tahun 2021
akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI
Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku
penjamin pelaksana emisi sukuk (“Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk”) dan dijamin
dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh PT BNI| Sekuritas, PT BRI Danareksa
Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi
sukuk (“‘Penjamin Emisi Sukuk”) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap [l Tahun 2021 No. 16 tanggal 8
Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,
Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk”).

Wali amanat yang ditunjuk untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il
Tahun 2021 ini adalan PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "Wali Amanat Sukuk”)
berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 No. 14 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk”).

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, Wali
Amanat Obligasi dan Wali Amanat Sukuk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri
Sekuritas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak
langsung melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.
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Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 ini akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-
05918/BEI.PP2/10-2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang diberikan oleh PT Bursa Efek
Indonesia.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana
termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. SE.01.01/A.DL.00028/2021 tanggal 8
Januari 2021 Perihal Penunjukan Jasa Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") yaitu telah
menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM®) dan telah
mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda
Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama
Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret
2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan
dan Entitas Anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang
dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung cleh Perseroan dengan jumiah
kepemlllkan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

i. PT Wijaya Karya Beton Tbk. (“WTON");

ii. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (‘WEGE");

ii. PT Wijaya Karya Realty ("WR");

iv. PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi ("“WIKON");

v. PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“"WREKON"),

vi. PT Wijaya Karya Bitumen (“BITUMEN");

vii. PT Wijaya Karya Serang Panimbang (“WSERPAN’);

viii. PT Citra Lautan Teduh (“CLT");

ix. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (“WPG");

x.  PT Wege Solusi Proklamasi ("WGSP”);

xi. PT WIKA Industri Manufaktur (“WIMA");

xii. PT Wijaya Karya Industri Energi ("WINNER");

xiii. PT Makassar Coastal City (“MCC"); dan

xiv. PT Wijaya Karya Aspal ("WASPAL").

(selanjutnya WTON, WEGE, WR, WIKON, WREKON, BITUMEN, WSERPAN dengan
kepemilikan saham secara langsung secara bersama-sama disebut sebagai “Entitas Anak
Langsung” dan CLT (secara tidak langsung melalui WTON), WPG (secara tidak langsung
melalui WEGE dan WTON), WGSP (secara tidak langsung melalui WEGE dan WPG),
WIMA (secara tidak langsung melalui WIKON), WINNER (secara langsung oleh Perseroan
dan secara tidak langsung melalui WR), MCC (secara tidak langsung melalui WR) serta
WASPAL (secara tidak langsung melalui BITUMEN) dengan kepemilikan saham secara
tidak langsung secara bersama-sama disebut sebagai “Entitas Anak Tidak Langsung”
(selanjutnya Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung secara bersama-
sama disebut sebagai “Entitas Anak’) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum
mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No.
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang tentang Standar Profesi Himpunan
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Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM
("Pendapat Hukum”).

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami
lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan tanggal
8 Februari 2021 (“LPSH") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami
sampaikan reivisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No.
047/T&P/I/2021 tanggal 8 Februari 2021. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat
Hukum No. 047/T&P/I1/2021 tanggal 8 Februari 2021 tersebut dan karenanya Pendapat
Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan

bahwa:

1.  selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari
segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar,
perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi,
pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun
pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang
berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha,
kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan
dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam
prospektus dan/atau informasi tambahan atas prospektus maupun laporan
pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka
PUB | Obligasi dan PUB | Sukuk Mudharabah adalah benar dan kami tidak mempunyai
alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;

3.  semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh
anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan
Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan
dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya
serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;

4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama
dengan aslinya;

5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang
disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai
kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen
tersebut;

6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana
dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
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7.  pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau
para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan
perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan
Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan
tersebut secara sah dan mengikat.

Il. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen
menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

k

Perseroan yang bermama PT Wijaya Karya (Persera) Tbk. berkedudukan di
Jakarta Timur adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan
terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA
(Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham
sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-
0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11. TAHUN 2020
tanggal 13 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 37978, Berita
Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2020 ("Akta No. 34/2020")
telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui
dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia, kecuali belum disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 Aprii 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK
15/2020%).

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 63 POJK 15/2020, perusahaan
terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK
15/2020 paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya POJK 15/2020.

Perusahaan terbuka yang melanggar ketentuan untuk melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, berdasarkan
ketentuan Pasal 60 POJK 15/2020, perusahaan terbuka dapat dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar
sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan
usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan/atau pembatalan
pendaftaran.

Anggaran dasar Persercan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34/2020

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i)
UUPT; (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
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Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-
Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.17"), (ili) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (‘POJK 32/2014") juncto Peraturan Otforitas Jasa
Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(‘POJK 10/2017") dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (‘POJK 33/2014").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang
dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya
sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas
Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.
95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan
KBLI 2017"). Adapun berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik
No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
berlaku tanggal 24 September 2020 (“Peraturan KBLI 2020"), Peraturan KBLI
2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sampai dengan tanggal
Pendapat Hukum ini diterbitkan, penerapan Peraturan KBLI 2020 belum dapat
dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penggunaan
dan implementasi Peraturan KBLI 2020 tersebut belum diterbitkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham
Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor
penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan
ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam Akta No.
34/2020 juncto Surat PT Datindo Entrycom No. DE/I/2021-0131 tanggal 4 Januari
2021 Perihal Laporan Bulanan yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31
Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per Saham

Keterangan Jumlah Nilai
Jumilah Saham Nomimal %
(Rupiah}
Modal Dagar 1SeriA 5 500,000.000.000,-

34.999.999.999 Seri B

Modal Ditempatkan dan disetor

Penuh

1. Negara Republik Indonesia 1 Seri A 583.485.000.000,- 65,05
5.834.849.999 Seri B

2. Masyarakat 3.135.101.372 Seri B 313.510.137.200.- 34,95

Jumlah Modal Ditempatkan dan 1 Seri A

Disetor 8.089.051.371Seri B 596-995.137.200,- 100,00

Saham Dalam Portepel - Seri A

26.030.048.628 Seri B 2-003:004.862.800,- -
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Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No.
13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (‘Perpres No.
13/2018") sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Direksi Terkait
Pemilik Manfaat tanggal 8 Juni 2020, yang telah disampaikan kepada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian
Data tanggal 16 Juni 2020.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial
owner) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Direksi
Terkait Pemilik Manfaat tanggal 8 Juni 2020 yaitu Agung Budi Waskito selaku
Direktur Utama Perseroan yang hanya semata-mata digunakan untuk keperluan
pengisian informasi/data kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tidak
memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 Perpres No.
13/2018.

Bahwa Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero,
oleh karenanya Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham 65,05%
dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, merupakan pemilik manfaat akhir
(ultimate beneficial owner) Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 33 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta , telah diangkat sesuai dengan ketentuan
dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (“SABH") serta telah memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan:; (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata
usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka
pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang
lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan
kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan
termasuk somasi/klaim yang dapat berpengaruh secara material terhadap
kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah
memenuhi ketentuan dalam POJK 33/2014.

185



T

TUMBUAN & PARTNERS

Advocates and Counsellors-at-law

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi
melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG)
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 85/DK/WIKA/2020 tanggal 8
Oktober 2020.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK
33/2014.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35") dan telah
menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan
Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK 35.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah
mempunyai Satuan Pengawas Intern dan Piagam Audit Internal sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah
memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam
anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat
Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah
mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (‘BPJS”") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha
serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan Badan Usaha untuk 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan Perseroan dan didukung dengan surat pernyataan Perseroan,
Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan
Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah
melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada instansi ketenagakerjaan yang
berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UUWLK").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah
memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja No. KEP.094/PHIJSK-PK/PKB/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang
Perjanjian Kerja Bersama antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan SEKAR
WIKA dan KORPRI PRABU. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sampai
dengan tanggal 9 April 2020. Perseroan telah mengajukan perpanjangan
Perjanjian Kerja Bersama melalui Surat Pendaftaran Perpanjangan PKB No.
PU.01.02/A.HC.00861/2020 tanggal 9 April 2020 kepada Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia up. Direktur Persyaratan Kerja didukung
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dengan Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama
Perseroan Tahun 2018-2020 tanggal 9 April 2020 yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dan Sekar WIKA dan KORPR| PRABU, yang menyepakati bahwa
memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama Perseroan tahun 2018-
2020 dan perpanjangan ini berlaku sampai dengan disepakatinya isi Perjanjian
Kerja Bersama Perseroan tahun 2020-2022 atau untuk jangka waktu paling lama
1 tahun sejak berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama Perseroan
tahun 2018-2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), ditentukan
bahwa:

Ayat (3): Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat
dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian
kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
mencapai kesepakatan maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang
berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Perseroan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan ketentuan
dalam UU Ketenagakerjaan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara
Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
tanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Serikat
Karyawan WIKA (Sekar WIKA) dan Serikat Pekerja KORPRI PRABU yang telah
dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi
Jakarta Timur sesuai Surat Keputusan No. 49/2020 tentang Pencatatan
Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tanggal 27
Oktober 2020 dimana masa keanggotaan LKS Bipartit terhitung sejak tanggal 27
Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan
material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada Entitas Anak, PT
Citra Marga Lintas Jabar, PT Jasamarga Manado Bitung, PT PP Serang Demak,
PT Wijaya Karya Jabar Power, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PT WIKA Tirta
Jaya Jatiluhur, PT Wijaya Krakatau Beton, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda,
PT Prima Terminal Petikemas, PT Air Minum Indonesia, PT Jasamarga Kunciran
Cengkareng, PT Jasamarga Bali Tol, hak-hak atas tanah dan bangunan
khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan
sertifikat hak guna bangunan, hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti
kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Entitas Anak, PT Citra Marga Lintas
Jabar, PT Jasamarga Manado Bitung, PT PP Serang Demak, PT Wijaya Karya
Jabar Power, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur,
PT Wijaya Krakatau Beton, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, PT Prima
Terminal Petikemas, PT Air Minum Indonesia, PT Jasamarga Kunciran
Cengkareng, PT Jasamarga Bali Tol serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk
melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan
material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

187



T

TUMBUAN & PARTNERS

Advocates and Counsellors-at-law

Sebagian aset/harta kekayaan material tersebut telah diasuransikan dan sampai
dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian
aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku serta telah memadai untuk
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang
dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta
kekayaan material Perseroan sedang dijaminkan yaitu:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB") No. 250/Karangrejo, SHGB No.
436/Kelapa Dua Wetan, SHGB No. 444/Kelapa Dua Wetan sedang
dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

b. SHGB No. 410/Kelapa Dua Wetan, SHGB No. 456/Kelapa Dua Wetan dan
4/Kembangkuning sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.;

Penjaminan terhadap aset Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta penjaminan tersebut tidak bersifat material bagi
Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung Surat  Pernyataan Perseroan No.
SE.01.01/A.DIR.00196/2021 tanggal 4 Februari 2021, apabila terjadi peristiwa
cidera janji (default) sehingga harus dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap
aset/kekayaan Perseroan yang sedang dijaminkan berdasarkan perjanjian-
perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga
danfatau pihak terafiliasi maka hal tersebut tidak akan berdampak material
terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk
diantaranya perjanjian sehubungan dengan penawaran umum Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 telah ditandatangani oleh
pihak yang berwenang mewakili Persercan dan karenanya sah dan mengikat
Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan di
bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini,
perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak terafiliasi termasuk
diantaranya perjanjian pinjaman/kredit dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia,
WSERPAN, WIKON, WEGE dan BITUMEN telah ditandatangani oleh pihak yang
berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan
serta telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan telah
memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku pada saat
transaksi tersebut dilakukan, yaitu Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 -
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25
November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 -
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28
November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama (“Peraturan No. IX.E.2") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
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31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas
Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK
31/2015") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku, kecuali perjanjian
kerjasama Perseroan dengan BITUMEN, WASPAL dan WTON, vyang
berdasarkan konfirmasi Perseroan sedang dalam proses perpanjangan dan
sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat Para Pihak.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak terafiliasi termasuk
diantaranya perjanjian pinjaman/kredit dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia,
WSERPAN, WIKON, WEGE dan BITUMEN tersebut merupakan Transaksi
Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.1 dimana terhadap Transaksi Afiliasi tersebut
Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK
paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi Afiliasi
sebagai pemenuhan ketentuan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Sedangkan
untuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha antara
Perseroan dengan Pihak Terafiliasi merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak
mengandung Benturan Kepentingan dan dikecualikan dari kewajiban
Keterbukaan Informasi dan pelaporan kepada OJK sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.1, karena merupakan kegiatan usaha utama dan/atau
penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani
oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak terafiliasi tidak
memuat pembatasan-pembatasan (negafive covenants) yang sekiranya dapat
menghalangi pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap [l Tahun
2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Tahap || Tahun 2021 termasuk
penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi
dan/atau pemegang sukuk dan/atau pemegang saham Perseroan khususnya
pemegang saham publik.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PUB | Obligasi
dan PUB | Sukuk Mudharabah memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris
Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan No. 85/DK/AWWVIKA/2020 tanggal 27 Agustus 2020
tentang Persetujuan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang
Obligasi dan/atau Sukuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2020 dan Surat
Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan No. S-
593/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dwiwarna tentang Persetujuan
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi dan/atau Sukuk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2020 dan khusus untuk pelaksanaan
Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 ini juga telah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 16/RIS-
KOMDIR/MWIKA/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Persetujuan dan
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021, yang
menyetujui penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan |
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Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Tahap II Tahun
2021.

Selain persetujuan tersebut di atas, dalam rangka memenuhi kewajiban-
kewajiban Perseroan selaku debitur (affirmative covenants dan/atau negative
covenants) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit atau pembiayaan yang
diadakan oleh Perseroan dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya,
yang dapat membatasi Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021, Perseroan telah:

- memperoleh persetujuan tertulis mengenai rencana Persercan untuk
melakukan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 dan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 dari
para krediturnya, yaitu:

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. sebagaimana termaktub
dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia No. B.74-SO0O/CON/02/2021
tanggal 4 Februari 2021 tentang Persetujuan Izin Tindakan Korporasi
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya Bank
mengetahui dan dapat menyetujui Rencana Transaksi Perseroan;

b.  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebagaimana termaktub
dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00155/2021 tanggal 28
Januari 2021 tentang Permohonan Persetujuan Tindakan Korporasi
yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021.

- menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana Perseroan untuk
melakukan Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021
kepada:

a. PT Bank Mandiri (Persero) Thk. sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00162/2021 tanggal 29 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 4 Februari
2021;

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana termaktub
dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal 29
Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan
Terkait Aksi Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021,

c. PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00163/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 5 Februari 2021,

d. PT Bank DBS Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00166/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021;

e. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagaimana termaktub dalam
Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. No.
B.0389.EB.RT.SRT/I1/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Jawaban
Surat No. SE.01.01/A.DIR.00168/2021 yang pada prinsipnya PT Bank
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Danamon Indonesia Thk. mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan;

PT Bank Permata Tbk. sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00154/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank Permata Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagaimana termaktub dalam
Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00156/2021 tanggal 28 Januari
2021 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Aksi
Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank Maybank
Indonesia Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021;

MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta sebagaimana termaktub dalam
Surat MUFG Bank Ltd. Cabang Jakarta No. 074/02/GCIB/2021
tanggal 5 Februari 2021 tentang Permohonan dan Persetujuan AKsi
Korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang pada prinsipnya
MUFG Bank Ltd. mengetahui dan dapat menyetujui Rencana
Transaksi Perseroan;

PT Bank Panin Tbk. sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan
No. SE.01.01/A.DIR.00158/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank Panin Tbk. pada tanggal 5 Februari 2021;

PT Bank Shinhan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00159/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank Shinhan Indonesia pada tanggal 5 Februari
2021;

PT Bank ICBC Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00160/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank ICBC Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021,
PT Bank DKI sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No.
SE.01.01/A.DIR.00165/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan disetujui oleh
PT Bank DKI pada tanggal 4 Februari 2021;

PT Bank UOB Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima dan
disetujui oleh PT Bank UOB Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021;
PT Bank HSBC Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00167/2021 tanggal 27 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima oleh
PT Bank HSBC Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021;

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
sebagaimana  termaktub  dalam Surat  Perseroan No.
SE.01.01/A.DIR.00161/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang
Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima oleh PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 5
Februari 2021;

PT Bank CTBC Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00162/2021 tanggal 28 Januari 2021
tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi yang telah diterima oleh
PT Bank CTBC Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021.
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11.

memperoleh persetujuan tertulis mengenai belum terpenuhinya rasio
keuangan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai dengan rasio yang
dipersyaratkan dalam perjanjian kredit Perseroan dari para Krediturnya,

yaitu:
a.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana termaktub
dalam Surat Perseroan No. SE.01.01/A.DIR.00164/2021 tanggal 29
Januari 2021 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan
Terkait Aksi Korporasi termasuk persetujuan atas tidak terpenuhinya
Financial Covenant yang telah diterima dan disetujui oleh PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Thk. pada tanggal 5 Februari 2021;

PT Bank DKI sebagaimana termaktub dalam Surat PT Bank DKI No.
261/E/KMN/I1/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Persetujuan Aksi
Korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Tanggapan atas
Permohonan Pengesampingan Pelanggaran Financial Covenant yang
pada prinsipnya PT Bank DKI mengetahui dan dapat menyetujui atas
tidak terpenuhinya salah satu Financial Covenant; dan

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagaimana termaktub dalam
Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. No.
B.0389.EB.RT.SRT/I1/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Jawaban
Surat No. SE.01.01/A.DIR.00168/2021 yang pada prinsipnya PT Bank
Danamon Indonesia Tbk. mengetahui dan dapat menyetujui atas tidak
terpenuhinya salah satu Financial Covenant.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang

d

isediakan

dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No.

SE.01.01/A.DIR.00279/2021 tanggal 18 Februari 2021, sampai dengan tanggal
ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

a.

Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik

dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara,
perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di
muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang
berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali;

i.

ii.
ii.
iv.
V.
vi.
Vi
Xiii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
xiii.

Perkara No. 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt Utr;
Perkara No. 2810k/Pdt/2014;

Perkara No. 02/Pdt.G/2019/PN.Srg;
Perkara No. 635/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim;
Perkara No. 790/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr;
Perkara No. 304/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Tim;
Perkara No. 742/Pdt.G/2012/PN.Sby;
Perkara No. 109/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Tim;
Perkara No. 512/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr;
Perkara No. AIAC/INT/ADM-610-2018C;
Perkara No. 42037/\//ARB-BANI/2019;
Perkara No. 3369452019; dan

Perkara No. 655/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Perkara-perkara tersebut di atas tidak memiliki dampak atau pengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana
Penawaran Umum Berkelanjutan | Obligasi dan/atau Sukuk sampai dengan
sebesar Rp5.000.000.000.000,- yang akan dilakukan oleh Perseroan.
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b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran
utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga
pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan

c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan
suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman
uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga
tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu
perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan
tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau
karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian
Perseroan terhadap pihak manapun.

Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |l Tahun 2021 ini tidak dijamin
dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah
ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang
Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan
1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (‘KUHPerdata”), Hak Pemegang
Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen)
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari.

Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan
penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum
Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (‘POJK 36/2014") yaitu
Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun
dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum
penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020.

Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Tahap [| Tahun 2021 telah memenuhi persyaratan
efek sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang
memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas
yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori
peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan
pemeringkat efek.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana
Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021
tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Informasi
Tambahan.

Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap |

Tahun 2021 bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan
Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha
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sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli
2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (‘POJK
42/2020") juncto Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (‘POJK 17/2020")
karena melunasi pokok pinjaman talangan Perseroan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan atas transaksi pemberian pinjaman secara langsung dari pihak
perbankan.

Rencana Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya
Tahap |l Tahun 2021 tidak termasuk sebagai Transaksi Material karena nilai
transaksi tidak sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

Apabila pada pelaksanaannya dilakukan dengan pihak terafiliasi sehingga
merupakan Transaksi Afiliasi maka Perseroan wajib memperhatikan kembali
ketentuan POJK 42/2020. Perseroan tidak wajib mengikuti prosedur dalam Pasal
4 ayat (1) POJK 42/2020 karena merupakan transaksi yang merupakan kegiatan
usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan
dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, namun pada awal
transaksi tersebut Perseroan wajib memiliki prosedur yang memadai untuk
memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis
yang berlaku umum dan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan
prosedur tersebut dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta Transaksi Afiliasi tersebut wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 juncto Pasal 9 POJK 42/2020 dan juga bukan
merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
POJK 42/2020. Rencana Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di
Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK 18 juncto POJK 3.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi Penggunaan Dana Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 kepada Wali Amanat Obligasi
dan/atau Wali Amanat Sukuk dengan tembusan kepada OJK sampai dengan
seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan apabila di
kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana Penggunaan
Dana Obligasi Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap [I Tahun 2021, maka
Perseroan akan meminta persetujuan RUPQ dan/atau RUPSU terlebih dahulu
dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 10
POJK 30.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak
mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat serta tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek
berkaitan dengan penawaran umum obligasi dan/atau sukuk.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk telah
sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
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B. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak

1.

Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk
perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah
disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan
diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar yang belum
memperoleh bukti pengumuman TBNRI sebagaimana termaktub dalam:
a. WEGE
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk. No. 7 tanggal 22 Januari 2021.

b. WR
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT
Wijaya Karya Realty" atau disingkat "PT WIKA Realty” No. 58 tanggal 30
April 2020.

c. WIKON
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegag Saham Tahunan PT
Wijaya Karya Industri & Konstruksi No. 47 tanggal 28 April 2020.

d. WREKON
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegag Saham Tahunan
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi No. 45 tanggal 28 April 2020;
dan

- Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Rekayasa
Konstruksi No. 143 tanggal 30 Desember 2020.

e. BITUMEN
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegag Saham Tahunan
PT Wijaya Karya Bitumen No. 56 tanggal 30 April 2020; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wijaya
Karya Bitumen No. 102 tanggal 30 November 2020.

f. WSERPAN
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Serang Panimbang
No. 25 tanggal 9 April 2020; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya
Karya Serang Panimbang No. 10 tanggal 14 Désember 2020.

g. WPG
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya
Karya Pracetak Gedung No. 59 tanggal 31 Juli 2019.

h. WGSP
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi No. 85
tanggal 28 Mei 2019.
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I WIMA
Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Rapat PT Wika Industri Manufaktur
No. 45 tanggal 22 Januari 2021;

j MCC
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Makassar Coastal City No. 2
tanggal 1 Desember 2016;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PT Makassar
Coastal City No. 06 tanggal 31 Desember 2018; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Makassar
Coastal City No. 100 tanggal 25 September 2020.
Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum
dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku
namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap
pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris WEGE, WR,
WIKON, WREKON, BITUMEN, WSERPAN, WPG, WGSP, WIMA dan MCC.
Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang
tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada
WEGE, WR, WIKON, WREKON, BITUMEN, WSERPAN, WPG, WGSP, WIMA
dan MCC.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya
persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada),
dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank,
maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat
mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai
akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar
perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14
hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak
diterimanya pemberitahuan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang
dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan
tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas
Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas Peraturan KBLI 2017.
Adapun berdasarkan ketentuan Peraturan KBLI 2020, Peraturan KBLI 2017 telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sampai dengan tanggal Pendapat
Hukum ini diterbitkan, penerapan Peraturan KBLI 2020 belum dapat
dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penggunaan
dan implementasi Peraturan KBLI 2020 tersebut belum diterbitkan.

Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil
bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing
Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-
masing Entitas Anak .
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4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah
diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan telah
diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Entitas Anak: (i) tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau
perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara
arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi
yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang
bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang
di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar
pengadilan termasuk somasi/klaim yang dapat berpengaruh secara material
terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak, kecuali Komisaris
WIMA atas nama Ade Sulityoputra yang masih dalam proses penandatanganan.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Entitas Anak telah
memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan
usahanya dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini izin-
izin material tersebut masih berlaku.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan MCC dan WASPAL
belum mempunyai tenaga kerja.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas
Anak kecuali MCC dan WASPAL telah mengikutsertakan seluruh karyawannya
dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah
melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Badan Usaha untuk 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak,
masing-masing Entitas Anak kecuali MCC dan WASPAL telah memenuhi
ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa
dengan karyawannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas
Anak kecuali MCC dan WASPAL telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan
(Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
setempat sesuai dengan UUWLK dan masih berlaku kecuali pelaporan
ketenagakerjaan BITUMEN yang telah habis masa berlakunya.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU WLK, pengusaha atau pengurus yang tidak
memenuhi  kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud antara lain
menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,-.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas
Anak selain MCC dan WASPAL serta WGSP yang belum mempekerjakan tenaga
kerja sebanyak 10 orang sehingga tidak wajib membuat peraturan perusahaan.
Adapun WIMA yang telah mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang,
belum membuat peraturan perusahaan sampai dengan saat ini.

Merujuk pada Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta
Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat
Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri
atau pejabat yang berwenang. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan vyaitu
pidana denda minimum Rp5.000.000,- dan maksimum Rp50.000.000,-.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing WTON,
WEGE, WR, WIKON, BITUMEN, WINNER sedang dalam proses pembahasan
perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan,

ditentukan bahwa:

Ayat (3) : Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat
dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian
kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
mencapai kesepakatan maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang
berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Masing-masing Entitas Anak yang memiliki pegawai lebih dari 50 tenaga kerja,
telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipariit sebagaimana diwajibkan dalam
ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, kecuali WTON, WSERPAN dan WPG
yang masih dalam proses pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan,
perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebut di atas dapat
dikenakan sanksi administratif yang berupa:

teguran,;

peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;

pencabutan ijin.

S@ 0 o0o
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7. Aset/harta kekayaan masing-masing Entitas Anak kecuali WSERPAN, WGSP,
WIMA dan WASPAL vyang antara lain berupa hak atas tanah, hak milik atas
satuan rumah susun dan/atau hak atas kekayaan intelektual, setelah diteliti bukti
kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing Entitas
Anak yang bersangkutan dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai
pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, WSERPAN, WGSP,
WIMA dan WASPAL belum mempunyai dan/atau menguasai aset/harta
kekayaan.

Aset/harta kekayaan masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan tersebut
sampai dengan saat ini bebas dari penjaminan kecuali aset/harta kekayaan
WTON, WR, WIKON dan WREKOCN. Penjaminan terhadap aset WTON, WR,
WIKON dan WREKON telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
WTON, WR, WIKON dan WREKON dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, apabila aset yang dijaminkan tersebut dieksekusi maka akan
menimbulkan dampak yang bersifat material bagi WTON, WR, WIKON dan
WREKON namun tidak menimbulkan dampak yang bersifat material bagi
Perseroan.

Sebagian aset/harta kekayaan Entitas Anak telah diasuransikan dan sampai
dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian
aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku dan pertanggungan
asuransi atas aset/harta kekayaan material tersebut telah memadai untuk
menganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

8.  Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh dan antara masing-masing Entitas
Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
mewakili masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan dan masih berlaku
oleh karenanya mengikat masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan.
Perjanjian-perjanjian penting tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan
(negative covenants) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan Obligasi
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2021 termasuk penggunaan
dananya.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas
Anak, masing-masing Entitas Anak sampai dengan tanggal ditandatanganinya
surat pernyataan ini;

a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu
sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara
perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di
pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang
berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali:

WTON
Perkara No. 589/Pid.B/2020/PN JKT.SEL.

WEGE
Perkara No. 43031/V/ARB-BANI/2020.
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WR

i.  Perkara No. 650/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. 730/PDt/2019/PT.DKI;

i. Perkara No. 124/Pdt.G/2020/Pn.Bpp; dan

iii. Perkara No. No. 1410 K/Pdt/2017 jis. No. 328/Pdt.G/2015/PN.Jkt Brt,
No. 100/Pdt/2016/PT.DKI.

Perkara-perkara tersebut di atas tidak memiliki dampak atau pengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha WTON, WEGE dan WR
serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan | Obligasi dan/atau Sukuk
sampai dengan sebesar Rp5.000.000.000.000,- yang akan dilakukan oleh
Perseroan,

b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran
utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di
pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
dan

c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu
kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang
dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak
terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu
perjanjian dimana masing-masing Entitas Anak merupakan salah satu pihak
di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena
lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai
pelanggaran/kelalaian masing-masing Entitas Anak pada pihak manapun.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1

Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum
Obligasi dan/atau Sukuk yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan
yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-
undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran
umum Obligasi dan/atau Sukuk berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas
pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1338 KUHPerdata; dan

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi
dan/atau Sukuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku umum.
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V. PENUTUP
Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen
dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi
Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan
dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS

e~

Jennifer B. Tumbuan
Managing Partner
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